SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 93 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya
profesionalisme  Aparatur Sipil Negara dan untuk
menyelenggarakan Sistem Merit dalam manajemen Aparatur
Sipil Negara diperlukan standar kompetensi jabatan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar
Kompetensi Aparatur Sipil Negara, dalam menyelenggarakan
manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit,
setiap instansi pemerintah harus menyusun standar
kompetensi aparatur sipil negara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);



- 2.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6576);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1907);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen
Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1252);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor
7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kebumen.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang
Pegawai Aparatur Sipil Negera, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap
perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga
Aparatur Sipil Negera tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara
profesional, efektif dan efisien.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan
perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan
tugas jabatan.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur
Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa
membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis
kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku
yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan
bidang teknis jabatan.

Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku
yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau
mengelola unit organisasi.

Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan
pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku
dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan
prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh
hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

(1)

(2)
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Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki
oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk
melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di
lingkungan Pemerintahan Daerah secara professional.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan
organisasi.

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi
pemerintah.

Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki
Jabatan Pimpinan Tinggi.

Ikhtisar Jabatan adalah uraian tugas yang disusun secara ringkas dalam
bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.

Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan
yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam
memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.

Pasal 2

Maksud disusunnya Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka menyelenggarakan
manajemen ASN berbasis Sistem Merit.

Tujuan disusunnya Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen menjadi acuan paling sedikit
untuk:

. perencanaan ASN;

. pengadaan ASN;

pengembangan karier ASN;

. pengembangan kompetensi ASN;

penempatan ASN;

promosi dan/atau mutasi ASN;

. uji kompetensi ASN;

SR A0 TP

. sistem informasi manajemen ASN; dan

e

kelompok rencana suksesi (talent pool) ASN;

Pasal 3

Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kebumen disusun dengan cara menggabungkan antara standar
Kompetensi Manajerial dan standar Kompetensi Sosial Kultural serta standar
Kompetensi Teknis.
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Pasal 4

Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a. identitas jabatan;

b. kompetensi jabatan; dan

c. persyaratan jabatan.

Pasal 5

(1) Identitas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit
terdiri atas:
a. nama jabatan;
b. wuraian/ikhtisar jabatan; dan
c. kode jabatan.
(2) Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
a. kompetensi teknis;
b. kompetensi manajerial; dan
c. kompetensi sosial kultural,
(3) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

a. pangkat;

b. kualifikasi pendidikan;

c. jenis pelatihan;

d. ukuran kinerja jabatan; dan
e. pengalaman kerja.

Pasal 6

Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 19 Desember 2022

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 19 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

ttd.
AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.
IRA PUSPITASARI, S.H., M.Ec.Dev

Pembina
NIP 198004172006042015







LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 93 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI

JABATAN PIMPINAN

TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

1. STANDAR KOMPETENSI JABATAN SEKRETARIS DAERAH

Nama Jabatan

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah

Kode Jabatan

: SEKRETARIS DAERAH
: JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
: KESEKRETARIATAN

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

[. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Menyusun kebijakan dan menyelenggarakan koordinasi terhadap

seluruh  perangkat

daerah dalam

rangka perumusan dan

penyusunan kebijakan Bupati, berdasarkan asas desentralisasi dan
tugas pembantuan serta pelayanan administratif.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

Mampu
menciptakan
situasi kerja
yang mendorong
kepatuhan pada
nilai,
dan
organisasi

norma,
etika

4.1.

4.2.

4.3.

situasi
seluruh

Menciptakan kerja yang
mendorong pemangku
kepentingan mematuhi nilai, norma,
dan etika organisasi dalam segala
situasi dan kondisi;

Mendukung dan menerapkan prinsip
moral dan standar etika yang tinggi,
serta berani menanggung
konsekuensinya;

Berani
mengambil
penyimpangan kode etik/nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat
instansi meskipun ada resiko.

melakukan koreksi atau

tindakan atas

2. Kerjasama

Membangun
komitmen
sinergi

tim,

4.1.

4.2.

4.3.

Membangun sinergi antar unit kerja
di lingkup instansi yang dipimpin,;
Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain sehingga
tercipta  sinergi rangka
pencapaian target kerja organisasi;
Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukungan/semangat
untuk memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.

dalam

3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan

4.1.

Mengintegrasikan informasi-informasi
penting hasil diskusi dengan pihak
lain untuk mendapatkan pemahaman




Pemikiran
multidimensi
secara lisan dan
tertulis  untuk
mendorong
kesepakatan
dengan tujuan
meningkatkan
kinerja  secara
keseluruhan

4.2.

4.3.

yang sama; Berbagi informasi dengan
pemangku kepentingan untuk tujuan
meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;

Menuangkan pemikiran/konsep yang
multidimensi dalam bentuk tulisan
formal;

Menyampaikan informasi  secara
persuasif untuk mendorong
pemangku kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama dengan
tujuan meningkatkan kinerja secara
keseluruhan.

4. Orientasi pada
hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihl  hasil

4.1

4.2.

.Mendorong unit kerja di tingkat

instansi untuk mencapai kinerja
yang melebihi target yang ditetapkan;
Memantau dan mengevaluasi hasil
kerja unitnya agar selaras dengan

kerja sasaran strategis instansi;

sebelumnya 4.3. Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja dalam
rangka meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target organisasi.

5. Pelayanan Mampu 4.1. Memahami dan memberi perhatian
Publik memonitor, kepada isu-isu jangka panjang,

mengevaluasi, kesempatan atau kekuatan politik
memperhitungk yang mempengaruhi organisasi dalam
an dan hubungannya dengan dunia luar,
mengantisipasi memperhitungkan dan
dampak dari mengantisipasi dampak terhadap
isu-isu  jangka pelaksanaan tugas-tugas pelayanan
panjang, publik secara objektif, transparan,
kesempatan, dan professional dalam lingkup
atau kekuatan organisasi;
politik dalam | 4.2. Menjaga agar kebijakan pelayanan
hal pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
kebutuhan instansinya telah selaras dengan
pemangku standar pelayanan yang objektif,
kepentingan netral, tidak  memihak, tidak
yang diskriminatif, serta tidak terpengaruh
transparan, kepentingan  pribadi/ kelompok/
objektif, dan partai politik;
profesional 4.3. Menerapkan strategi jangka panjang
yang berfokus pada pemenuhan
kebutuhan pemangku kepentingan
dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskriminatif,
transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/ kelompok.

6. Pengembangan Menyusun 4.1. Menyusun program pengembangan
diri dan orang program jangka panjang bersama-sama
lain pengembangan dengan bawahan, termasuk

jangka panjang didalamnya penetapan tujuan,
dalam rangka bimbingan, penugasan dan

pengalaman lainnya, serta
mend9rong mengalokasikan waktu untuk
manajemen mengikuti pelatihan/ pendidikan/

pembelajaran

pengembangan kompetensi dan karir;




4.2.

4.3.

Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk posisi-
posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola Memimpin 4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih
Perubahan perubahan pada siap dalam menghadapi perubahan
unit kerja termasuk memitigasi risiko yang

mungkin terjadi;

4.2. Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup
unit kerjanya secara berkala;

4.3. Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan Menyelesaikan 4.1. Menyusun dan/atau memutuskan
Keputusan masalah  yang konsep penyelesaian masalah yang
mengandung melibatkan beberapa/ seluruh fungsi
risiko tinggi, dalam organisasi;

mengantisipasi | 4.2. Menghasilkan solusi dari berbagai
dampak masalah yang kompleks, terkait
keputusan, dengan  bidang kerjanya yang

membuat berdampak pada pihak lain;
tindakan 4.3. Membuat keputusan dan
pengamanan; mengantisipasi dampak
mitigasi risiko keputusannya serta menyiapkan
tindakan penanganannya (mitigasi

risiko).

B. Sosial Kultural

9. Perekat Bangsa

Mendayagunaka
n perbedaan
secara

konstruktif dan

4.1.

Menginisiasi dan merepresentasikan
pemerintah di lingkungan kerja dan
masyarakat
menjaga persatuan dan kesatuan

untuk senantiasa

kreatif untuk dalam keberagaman dan menerima

meningkatkan segala bentuk perbedaan dalam

efektifitas kehidupan bermasyarakat;

organisasi 4.2. Mampu mendayagunakan perbedaan
latar belakang, agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial  ekonomi,
preferensi politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian tujuan
organisasi;

4.3. Mampu membuat program yang
mengakomodasi  perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan, suku,
gender, sosial ekonomi, preferensi
politik.

C. Teknis
10.Manajemen Mampu 4.1. Mengevaluasi strategi Manajemen
SDM mengembangka ASN yang ada saat ini, menganalisis
n kekuatan dan kekurangan berbagai
) metode yang dijalankan dengan
strategl kelompok sasaran yang berbeda;
penyusunan 4.2. Mengembangkan norma standar,
Manajemen ASN o
prosedur, kriteria, pedoman,
yang tepat

sesuai kondisi

dan/atau petunjuk teknis strategi
Manajemen ASN;




4.3.

Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk mengembangkan
strategi Manajemen ASN yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan penyusunan
perencanaan pembangunan daerah.

11.Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan
perencanaan
pembangunan

daerah

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
evaluasipelakasaan perencanaan
pembangunan daerah, menemu
kenali kelebihan dan kekurangan
melakukan  pengembangan  atau
perbaikan cara kerja yang lebih
efektif/efisien;

Mampu melakukan perbaikan,
menyusun  petunjuk  operasional
pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah;

Mampu meyakinkan dan memperoleh
dukungan dari stakeholder
pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah dan
memberikan bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain atau stakeholder
terkait pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah.

12.Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Mampu
mengevaluasi

pelaksanaan
pengelolaan

keuangan dan
menyusun
petunjuk

operasional
pengelolaan

keuangan
daerah

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan evaluasi
teknis/metode/sistem cara kerja
menemu kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan cara
kerja pengelolaan keuangan daerah
yang lebih efektif/efisien;

Mampu melakukan perbaikan,
menyusun  petunjuk  operasional
pelaksanaan pengelolaan keuangan
daerah;

Mampu meyakinkan dan memperoleh
dukungan dari stakeholder
pelaksanaan Pengelolaan Keuangan
Daerah dan memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada instansi lain
atau stakeholder terkait Pengelolaan
Keuangan Daerah.

13.Penyusunan
Produk Hukum
Daerah

Mampu
mengevaluasi

pelaksanaan
penyusunan
produk hukum
daerah dan
melakukan
pembahasan
dengan

stakeholder
terkait.

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan evaluasi
teknis/metode/sistem  penyusunan
produk hukum daerah, menemu
kenali kelebihan dan kekurangan
melakukan  pengembangan  atau
perbaikan cara kerja  Penyusunan
Produk Hukum Daerah yang lebih
efektif/efisien  dibidang ekonomi,
SDA, dan Pembangunan;

Mampu melakukan pembahasan
dengan DPRD dan/atau stakeholder
terkait Penyusunan Produk Hukum
Daerah di bidang ekonomi, SDA, dan
Pembangunan;

Mampu meyakinkan dan memperoleh
dukungan dari stakeholder
pelaksanaan Penyusunan Produk
Hukum Daerah dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder terkait
pengadaan barang dan jasa dibidang
ekonomi, SDA, dan Pembangunan.

14.Pengelolaan

Mampu

4.1.

Mampu melakukan evaluasi




Barang Milik mengevaluasi teknis/metode/sistem cara kerja

Daerah menemu kenali kelebihan dan
Pengelolaan kekurangan melakukan
Barang Milik pengembangan atau perbaikan cara
Daerah kerja pengelolaan Barang Milik

Daerah yang lebih efektif/efisien;

4.2. Mampu melakukan perbaikan,
menyusun  petunjuk  operasional
pelaksanaan pengelolaan Barang
Milik Daerah;

4.3. Mampu meyakinkan dan memperoleh
dukungan dari stakeholder
pelaksanaan  Pengelolaan Barang
Milik Daerah dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder terkait
Pengelolaan BarangMilik Daerah.

15.Advokasi 4 Mampu 4.1. Mengevaluasi strategi advokasi yang
kebijakan mengembangka ada saat ini, menganalisis kekuatan
Otonomi Daerah n strategi dan kekurangan berbagai metode
advokasi yang dijalankan dengan kelompok

kebijakan sasaran yang berbeda;
otonomi daerah | 4-2- Mengembangkan norma  standar,
prosedur, kriteria, pedoman,

yang tepat

dan/atau petunjuk teknis strategi
advokasi kebijakan otonomi daerah;
4.3. Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk mengembangkan
strategi advokasi  yang dapat
dijalankan oleh mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan otonomi

sesuai kondisi.

daerah.
III. PERSYARATAN JABATAN
Uraian Tingkat pe1"1t1ngnya
terhadap jabatan
Jenis Persyaratan
Mutlak Pentin Perlu
g
A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana atau Diploma IV
2. Bidang [Imu Pemerintahan/ I[lmu Politik/ Manajemen/ Ilmu
Ilmu Sosial/ Hukum/ Psikologi/ Komunikasi dan bidang
ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas
B. Pelatihan 1. Manajerial | - Pelatihan
Kepemimpinan
Pratama
- Pelatihan N
Kepemimpinan
Administrator
- Pelatihan
Kepemimpinan
Pengawas
2. Teknis - Perencanaan

Pembangunan Daerah;

- Pengelolaan Keuangan
Daerah;

- Manajemen
Kepegawaian; N

- Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah;

- Manajemen
Aset/Barang Milik
Negara;




- Diklat lain yang relevan
dengan bidang tugas
jabatan

3. Fungsional -

C. Pengalaman kerja - Memiliki pengalaman N
jabatan dalam bidang
tugas yang  terkait
dengan jabatan yang
akan diduduki secara

kumulatif paling
kurang selama 5 (lima)
tahun;

- Sedang atau pernah
menduduki jabatan
administrator atau

jabatan fungsional ahli v
madya paling singkat 2
(dua) tahun.

D.Pangkat Pembina Tingkat I (IV/b)

E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas Pengelolaan SDM,;
2. Kualitas Pengelolaan Keuangan;

3. Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.




2. STANDAR KOMPETENSI JABATAN ASISTEN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

PEMERINTAHAN DAN

Nama Jabatan : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Urusan Pemerintah : KESEKRETARIATAN

Kode Jabatan D --

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi,

Jabatan menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di
bidang kesekretariatan (pemerintahan dan kesejahteraan rakyat)
berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi Level Diskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu 4.1. Menciptakan situasi kerja yang
menciptakan mendorong seluruh pemangku
situasi kerja kepentingan mematuhi nilai, norma,
yang dan etika organisasi dalam segala
mendorong situasi dan kondisi;
kepatuhan pada | 4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip
nilai, norma, moral dan standar etika yang tinggi,
dan etika serta berani menanggung
organisasi konsekuensinya;

4.3.Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat
instansi meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1. Membangun sinergi antar unit kerja
komitmen tim, di lingkup instansi yang dipimpin;
sinergi 4.2. Memfasilitasi kepentingan yang

berbeda dari unit kerja lain sehingga
tercipta  sinergi dalam  rangka
pencapaian target kerja organisasi;

4.3. Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukungan/semangat
untuk memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi
mengemukakan penting hasil diskusi dengan pihak

o lain untuk mendapatkan pemahaman
pemikiran .. .
yang sama; Berbagi informasi dengan
multidimensi pemangku kepentingan untuk tujuan
secara lisan dan meningkatkan kinerja secara
tertulis  untuk keseluruhan;
mendorong 4.2. Menuangkan pemikiran/konsep yang
multidimensi dalam bentuk tulisan
kesepakatan formal:




dengan tujuan
meningkatkan

kinerja secara
keseluruhan

4.3.

Menyampaikan informasi  secara
persuasif untuk mendorong
pemangku kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama dengan
tujuan meningkatkan kinerja secara
keseluruhan.

4. Orientasi

Mendorong unit

4.1.

Mendorong unit kerja di tingkat

pada hasil kerja mencapai instansi untuk mencapai kinerja yang
target yang melebihi target yang ditetapkan,;
ditetapkan atau | 4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil
melebihl hasil kerja unitnya agar selaras dengan
kerja sasaran strategis instansi;
sebelumnya 4.3. Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja dalam
rangka meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target organisasi.
5. Pelayanan Mampu 4.1. Memahami dan memberi perhatian
Publik memonitor, kepada isu-isu jangka panjang,
mengevaluasi, kesempatan atau kekuatan politik
memperhitungk yang mempengaruhi organisasi dalam
an dan hubungannya dengan dunia luar,
mengantisipasi memperhitungkan dan
dampak dari mengantisipasi dampak terhadap
isu-isu jangka pelaksanaan tugas-tugas pelayanan
panjang, publik secara objektif, transparan,
kesempatan, dan professional dalam lingkup
atau organisasi;

kekuatan politik

4.2.

Menjaga agar kebijakan pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh

dallam hal instansinya telah selaras dengan
izbegii?;n standar pelayanan yang objektif,
emancku netral, tidak memihak, tidak
Ee entzign diskriminatif, serta tidak terpengaruh
P gan kepentingan  pribadi/ kelompok/
yans partai politik;
tra‘nsp'aran, 4.3. Menerapkan strategi jangka panjang
objektif, dan
) yang berfokus pada pemenuhan
profesional kebutuhan pemangku kepentingan
dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskriminatif,
transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/ kelompok.

6. Pengembanga Menyusun 4.1. Menyusun program pengembangan
n diri dan program jangka panjang bersama-sama
orang lain pengembangan dengan bawahan, termasuk

jangka panjang didalamnya penetapan tujuan,
dalam rangka bimbingan, penugasan dan

pengalaman lainnya, serta
mendf)rong mengalokasikan waktu untuk
manajemen mengikuti pelatihan/ pendidikan/
pembelajaran pengembangan kompetensi dan karir;

4.2.

4.3.

Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran organisasi;
Mengembangkan orang-orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk posisi-




posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola
Perubahan

Memimpin
perubahan
pada unit kerja

4.1.

4.2.

4.3.

Mengarahkan unit kerja untuk lebih
siap dalam menghadapi perubahan

termasuk memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;
Memastikan perubahan sudah

diterapkan secara aktif di lingkup
unit kerjanya secara berkala;
Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan Menyelesaikan 4.1.Menyusun dan/atau memutuskan
Keputusan masalah  yang konsep penyelesaian masalah yang
mengandung melibatkan beberapa/ seluruh fungsi
risiko tinggi, dalam organisasi;
mengantisipasi | 4.2. Menghasilkan solusi dari berbagai
dampak masalah yang kompleks, terkait
keputusan, dengan  bidang kerjanya yang
membuat berdampak pada pihak lain;
tindakan 4.3. Membuat keputusan dan
pengamanan; mengantisipasi dampak
mitigasi risiko keputusannya serta menyiapkan
tindakan penanganannya (mitigasi
risiko).
B. Sosial Kultural
9. Perekat Mendayagunak | 4.1.Menginisiasi dan merepresentasikan
Bangsa an  perbedaan pemerintah di lingkungan kerja dan
secara masyarakat untuk senantiasa
konstruktif dan menjaga persatuan dan kesatuan
kreatif  untuk dalam keberagaman dan menerima
meningkatkan segala bentuk perbedaan dalam
efektifitas kehidupan bermasyarakat;
organisasi 4.2. Mampu mendayagunakan perbedaan
latar belakang, agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial  ekonomi,
preferensi politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian tujuan
organisasi;

4.3. Mampu membuat program yang
mengakomodasi  perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan, suku,
gender, sosial ekonomi, preferensi
politik.

C. Teknis

10. Koordinasi Mampu 4.1. Mampu menemukan permasalahan-
melakukan permasalahan dalam pelaksanaan
monitoring dan koordinasi;
evaluasi dalam | 4.2. Mampu menemukan penyebab
pelaksanaan permasalahan-permasalahan dalam
koordinasi pelaksanaan koordinasi;

4.3. Mampu memperbaiki pelaksanaan
koordinasi.

11. Pelayanan Mampu 4.1. Mampu menemukan permasalahan-
Administratif melakukan permasalahan yang dihadapi dalam

monitoring dan
evaluasi
pelayanan

4.2.

pelayanan administratif;
Mampu menemukan penyebab
pemasalahan-permasalahan yang




administratif muncul dalam pelayanan
administratif;

4.3. Mampu memperbaiki kualitas
pelayanan administratif;

4.4. Mampu meningkatkan capaian
kinerja pelayanan administratif.

12. Koordinasi Mampu 4.1. Mampu menemukan permasalahan-
Pelaksanaan melakukan permasalahan yang muncul dalam
Tugas monitoring dan koordinasi pelaksanaan tugas
Perangkat evaluasi dalam Perangkat Daerah;

Daerah koordinasi 4.2. Mampu menemukan penyebab
pelaksanaan permasalahan-permasalahan  yang
tugas Perangkat muncul dalam koordinasi
Daerah pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah;

4.3. Mampu memperbaiki capaian kinerja
koordinasi pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah.

13. Pembinaan Mampu 4.1. Mampu menemukan permasalahan-
Aparatur melakukan permasalahan yang muncul dalam
Sipil Negara monitoring dan pembinaan aparatur sipil negara;

evaluasi dalam | 4.2. Mampu menemukan penyebab
pembinaan permasalahan-permasalahan  yang
aparatur  sipil muncul dalam pembinaan aparatur
negara sipil negara;

4.3. Mampu memperbaiki kinerja
pembinaan aparatur sipil negara.

14. Pelaksanaan Mampu 4.1. Mampu menemukan permasalahan-
Fungsi yang melakukan permasalahan yang muncul dalam
Terkait harmonisasi, pelaksanaan fungsi-fungsi  yang
dengan monitoring dan berkaitan dengan kebijakan daerah
Kebijakan evaluasi bidang Pemerintahan;

Daerah pelak‘sanaan‘ 4.2. Mampu menemukan penyebab

bidang fungs1—fungs% permasalahan-permasalahan yang

. yang berkaitan .

Pemerintaha dengan munc‘ul dalam pelaks?naan fungsi-

n kebijakan fun§s1 yang  berkaitan de‘ngan
daerah bidang kebijakan daerah bidang
Pemerintahan Pemerintahan;

4.3. Mampu meningkatkan kinerja
pelaksanaan  fungsi-fungsi  yang
berkaitan dengan kebijakan daerah
bidang Pemerintahan;

4.4. Mampu melakukan harmonisasi dan
koordinasi dalam pelaksanaan
fungsi-fungsi yang berkaitan dengan
kebijakan daerah bidang
Pemerintahan.

15. Pelaksanaan Mampu 4.1. Mampu menemukan permasalahan-
Fungsi yang melakukan permasalahan yang muncul dalam
Terkait harmonisasi, pelaksanaan fungsi-fungsi  yang
dengan monitoring dan berkaitan dengan kebijakan daerah
Kebijakan evaluasi bidang Kesejahteraan Rakyat;

Daerah pelakganaan. 4.2. Mampu menemukan penyebab

bidang fung31—fungs1 permasalahan-permasalahan yang

Kesejahteraa yang berkaitan muncul dalam pelaksanaan fungsi-
dengan . .

n Rakyat kebijakan fun§s1 yang  berkaitan dejngan

kebijakan daerah bidang

daerah bidang
Kesejahteraan

Kesejahteraan Rakyat;




Rakyat

4.3.

4.4.

Mampu meningkatkan kinerja
pelaksanaan fungsi-fungsi  yang
berkaitan dengan kebijakan daerah
bidang Kesejahteraan Rakyat;

Mampu melakukan harmonisasi dan
koordinasi dalam pelaksanaan
fungsi-fungsi yang berkaitan dengan
kebijakan daerah bidang
Kesejahteraan Rakyat;

16. Pelaksanaan
Fungsi yang
Terkait
dengan
Kebijakan
Daerah
bidang
Hukum

Mampu
melakukan
harmonisasi,
monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan
fungsi-fungsi
yang berkaitan

4.1.

4.2.

Mampu menemukan permasalahan-
permasalahan yang muncul dalam
pelaksanaan fungsi-fungsi  yang
berkaitan dengan kebijakan daerah
bidang Hukum;

Mampu menemukan penyebab
permasalahan-permasalahan yang
muncul dalam pelaksanaan fungsi-

dengan ) .
kebijakan Elr];g'mk y;mg h‘]bf;kaltan kuLde.ngan
daerah bidang ebjakan aera' idang Hu m., |
Hukum 4.3. Mampu meningkatkan kinerja

pelaksanaan fungsi-fungsi yang

4.4.

berkaitan dengan kebijakan daerah
bidang Hukum;

Mampu melakukan harmonisasi dan
dalam pelaksanaan
fungsi-fungsi yang berkaitan dengan
kebijakan daerah bidang Hukum.

koordinasi

II1. PERSYARATAN JABATAN

Tingkat pentingnya terhadap

Jenis Persyaratan Uraian jabatan
Mutlak | Penting Perlu
A. Pendidikan 1 Jenjang Sarjana atau Diploma IV
2 Bidang Administrasi Negara, Ekonomi Manajemen, Ilmu
[Imu Pemerintahan, Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan bidang

ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas

B. Pelatihan

1 Manajerial

Pelatihan
Kepemimpinan

Pratama

2 Teknis

- Perencanaan;

- Manajemen
Keuangan;

- Manajemen
Kepegawaian;

- Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah;

- Manajemen
Aset/Barang
Milik Negara;

- Administrasi
Pengelolaan

Keuangan Desa
- Diklat lain yang
dengan
tugas

relevan
bidang




jabatan
3 Fungsional | Diklat Teknis V
Fungsional sesuai
jabatannya
C. Pengalaman kerja - Memiliki N
pengalaman
jabatan dalam
bidang tugas
yang terkait
dengan jabatan
yang akan

diduduki secara
kumulatif paling
kurang selama 5
(lima) tahun;

- Sedang/pernah
menduduki
jabatan
administrator
atau JF  ahli v
madya paling
singkat 2 (dua)

tahun.

D.Pangkat Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang
pemerintahan;

2. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang
kesejahteraan rakyat;

3. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang
hukum;




3. STANDAR KOMPETENSI

PEMBANGUNAN

Nama Jabatan

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah :

Kode Jabatan

JABATAN ASISTEN PEREKONOMIAN DAN

: ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

: JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
KESEKRETARIATAN

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar
Jabatan

Membantu sekretaris daerah dalam merumuskan kebijakan,

koordinasi administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat

daerah dan pelayanan administratif terkait bidang perekonomian

dan pembangunan sesuai peraturan dan perundang-undangan

yang berlaku demi kelancaran jalannya Pemerintahan Daerah.

II. STANDAR KOMPETENSI

situasi kerja yang
mendorong
kepatuhan pada
nilai, norma, dan
etika organisasi

Kompetensi Level Diskripsi Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas 4 Mampu 4.1. Menciptakan situasi kerja yang
menciptakan mendorong seluruh pemangku

kepentingan mematuhi nilai,
norma, dan etika organisasi dalam
segala situasi dan kondisi;

4.2.Mendukung dan  menerapkan
prinsip moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya,;

4.3.Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain,
pada tataran lingkup  kerja
setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama

4 Membangun
komitmen tim,
sinergi

4.1. Membangun sinergi antar unit
kerja di lingkup instansi yang
dipimpin;

4.2. Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi;

4.3. Mengembangkan  sistem  yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukungan/semangat
untuk memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.

3. Komunikasi

4 Mampu
mengemukakan

pemikiran

multidimensi

4.1. Mengintegrasikan informasi-
informasi penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk
mendapatkan pemahaman yang
sama;Berbagi informasi dengan




secara lisan dan
tertulis untuk
mendorong

kesepakatan
dengan tujuan
meningkatkan

kinerja secara
keseluruhan

4.2.

4.3.

pemangku  kepentingan untuk
tujuan  meningkatkan  kinerja
secara keseluruhan;

Menuangkan pemikiran/konsep

yang multidimensi dalam bentuk
tulisan formal;

Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk
pemangku kepentingan
pada langkah-langkah bersama
dengan meningkatkan

kinerja secara keseluruhan.

mendorong
sepakat

tujuan

4. Orientasi
pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang
ditetapkan atau
melebihl hasil
kerja sebelumnya

4.1.

4.2.

4.3.

Mendorong unit kerja di tingkat
instansi untuk mencapai kinerja
yang  melebihi target  yang
ditetapkan;

Memantau dan mengevaluasi hasil
kerja unitnya agar selaras dengan
sasaran strategis instansi;
Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja
rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pencaian
target organisasi.

dalam

5. Pelayanan
Publik

Mampu
memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan
mengantisipasi
dampak dari isu-
isu jangka
panjang,
kesempatan, atau

kekuatan politik

4.1.

4.2.

Memahami dan memberi perhatian
kepada isu-isu jangka panjang,
kesempatan atau kekuatan politik
yang mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan dunia
luar, memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak terhadap
pelaksanaan tugas-tugas
pelayanan publik secara objektif,
transparan, dan professional
dalam lingkup organisasi;

Menjaga agar kebijakan pelayanan

dalam hal

aam publik yang diselenggarakan oleh

pelayanan . )
instansinya telah selaras dengan

kebutuhan o

N standar pelayanan yang objektif,

iemar;g v netral, tidak memihak, tidak

; cpentingan yans diskriminatif, serta tidak

ra'nsp-aran, terpengaruh kepentingan pribadi/

objektif, dan . "

fesional kelompok/ partai politik;

protesion 4.3. Menerapkan strategi jangka
panjang yang Dberfokus pada
pemenuhan kebutuhan pemangku
kepentingan dalam menyusun
kebijakan dengan mengikuti
standar objektif, netral, tidak
memihak, tidak  diskriminatif,
transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/ kelompok.

6. Pengembanga Menyusun 4.1. Menyusun program pengembangan
n diri dan program jangka panjang bersama-sama
orang lain pengembangan dengan bawahan, termasuk

jangka panjang didalamnya penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan dan




dalam rangka pengalaman lainnya, serta
mendorong mengalokasikan  waktu  untuk
) mengikuti pelatihan/ pendidikan/
manajemen .
pengembangan kompetensi dan
pembelajaran karir;

4.2. Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi
dan umpan balik pada tataran
organisasi;

4.3. Mengembangkan orang-orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk
posisi-posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola Memimpin 4.1. Mengarahkan unit kerja untuk
Perubahan perubahan pada lebih siap dalam menghadapi
unit kerja perubahan termasuk memitigasi

risiko yang mungkin terjadi;

4.2. Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup
unit kerjanya secara berkala;

4.3. Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan Menyelesaikan 4.1. Menyusun dan/atau memutuskan
Keputusan masalah yang konsep penyelesaian masalah yang
mengandung melibatkan  beberapa/ seluruh
risiko tinggi, fungsi dalam organisasi;
mengantisipasi 4.2. Menghasilkan solusi dari berbagai
dampak masalah yang kompleks, terkait
keputusan, dengan bidang kerjanya yang
membuat berdampak pada pihak lain;
tindakan 4.3. Membuat keputusan dan
pengamanan; mengantisipasi dampak

mitigasi risiko

keputusannya serta menyiapkan
tindakan penanganannya (mitigasi

risiko).
B. Sosial Kultural
9. Perekat Mendayagunakan | 4.1. Menginisiasi dan
Bangsa perbedaan secara merepresentasikan pemerintah di
konstruktif dan lingkungan kerja dan masyarakat
kreatif untuk untuk senantiasa menjaga
meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam
efektifitas keberagaman dan menerima segala
organisasi bentuk perbedaan dalam
kehidupan bermasyarakat;
4.2. Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,

4.3.

agama/kepercayaan, suku, gender,
sosial ekonomi, preferensi politik
untuk mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan,
suku, gender,

sosial ekonomi,




preferensi politik.

C. Teknis

10. Koordinasi Mampu 4.1. Mampu menemukan
melakukan permasalahan-permasalahan
monitoring dan dalam pelaksanaan koordinasi;
evaluasi dalam | 4.2. Mampu menemukan penyebab
pelaksanaan permasalahan-permasalahan
koordinasi dalam pelaksanaan koordinasi;

4.3. Mampu memperbaiki pelaksanaan
koordinasi

11. Pelayanan Mampu 4.1. Mampu menemukan
Administratif melakukan permasalahan-permasalahan yang

monitoring dan dihadapi dalam pelayanan

evaluasi administratif;

pelayanan 4.2. Mampu menemukan penyebab

administratif pemasalahan-permasalahan yang
muncul dalam pelayanan
administratif;

4.3. Mampu  memperbaiki  kualitas
pelayanan administratif;

4.4. Mampu meningkatkan capaian
kinerja pelayanan administratif.

12. Koordinasi Mampu 4.1. Mampu menemukan
Pelaksanaan melakukan permasalahan-permasalahan yang
Tugas monitoring dan muncul dalam koordinasi
Perangkat evaluasi dalam pelaksanaan  tugas  Perangkat
Daerah koordinasi Daerah;

pelaksanaan tugas | 4.2. Mampu menemukan penyebab

Perangkat Daerah permasalahan-permasalahan yang
muncul dalam koordinasi
pelaksanaan  tugas  Perangkat
Daerah;

4.3. Mampu  memperbaiki  capaian
kinerja koordinasi pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah.

13. Pembinaan Mampu 4.1. Mampu menemukan
Aparatur melakukan permasalahan-permasalahan yang
Sipil Negara monitoring dan muncul dalam pembinaan

evaluasi dalam aparatur sipil negara;

pembinaan 4.2. Mampu menemukan penyebab

aparatur sipil permasalahan-permasalahan yang

negara muncul dalam pembinaan
aparatur sipil negara;

4.3. Mampu memperbaiki kinerja
pembinaan aparatur sipil negara.

14. Pelaksanaan Mampu 4.1. Mampu menemukan
Fungsi yang melakukan permasalahan-permasalahan yang
Terkait monitoring dan muncul dalam pelaksanaan fungsi-
dengan evaluasi fungsi yang berkaitan dengan
Kebijakan pelaksanaan kebijakan daerah bidang
Daerah di fungsi-fungsi yang Perekonomian dan Sumber Daya
bidang berkaitan dengan Alam;

Perekonomia kebijakan daerah | 4.2. Mampu menemukan penyebab
n dan bidang permasalahan-permasalahan yang
Sumber Daya Perekonomian dan muncul dalam pelaksanaan fungsi-
Alam Sumber Daya fungsi yang berkaitan dengan




Alam kebijakan daerah bidang
Perekonomian dan Sumber Daya
Alam;

4.3. Mampu meningkatkan kinerja
pelaksanaan fungsi-fungsi yang
berkaitan dengan kebijakan
daerah bidang Perekonomian dan
Sumber Daya Alam.

15. Pelaksanaan
fungsi yang
terkait
dengan
Kebijakan
Daerah di
bidang
Administrasi
Pembanguna
n dan
Pengadaan
Barang Jasa

4 Mampu 4.1. Mampu menemukan
melakukan permasalahan-permasalahan yang
monitoring dan muncul dalam pelaksanaan fungsi-
evaluasi fungsi yang berkaitan dengan
pelaksanaan kebijakan daerah bidang
fungsi-fungsi yang Administrasi Pembangunan dan
berkaitan dengan Pengadaan Barang Jasa;
kebijakan daerah | 4.2. Mampu menemukan penyebab
bidang permasalahan-permasalahan yang
Administrasi muncul dalam pelaksanaan fungsi-
Pembangunan dan fungsi yang berkaitan dengan
Pengadaan Barang kebijakan daerah bidang
Jasa Administrasi Pembangunan dan

Pengadaan Barang Jasa;

4.3. Mampu meningkatkan kinerja
pelaksanaan fungsi-fungsi yang
berkaitan dengan kebijakan
daerah bidang Administrasi
Pembangunan dan Pengadaan

Barang Jasa.

III. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan Uraian

Tingkat pentingnya
terhadap jabatan

Penti
Mutlak entin Perlu

g

A. Pendidikan

1. Jenjang Sarjana atau Diploma IV

2. Bidang lmu | Ekonomi / Manajemen / Teknik Sipil /
Perencanaan Wilayah dan Tata Kota /
Administrasi Niaga / Studi Pembangunan dan
bidang ilmu lain yang relevan dengan bidang
tugas

B. Pelatihan

1. Manajerial Pelatihan
Kepemimpinan N

Pratama

2. Teknis - Perencanaan;

- Manajemen
Keuangan;

- Manajemen
Kepegawaian;

- Pengadaan N
Barang/Jasa
Pemerintah;

- Manajemen
Aset/Barang Milik
Negara,;

- Diklat lain yang




relevan dengan
bidang tugas
jabatan

3. Fungsional Diklat Teknis \
Fungsional sesuai
jabatannya

C. Pengalaman kerja - Memiliki \
pengalaman
jabatan dalam
bidang tugas yang
terkait dengan
jabatan yang akan
diduduki secara
kumulatif paling
kurang selama 5
(lima) tahun;

- Sedang/pernah
menduduki jabatan
administrator atau N
JF ahli madya
paling singkat 2
(dua) tahun.

D.Pangkat Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang
perekonomian dan sumber daya alam;

2. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang
administrasi pembangunan;

3. Sinkronisasi pelaksanaan program bidang
pengadaan barang/ jasa.




4. STANDAR KOMPETENSI JABATAN ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Nama Jabatan : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
Urusan Pemerintah : KESEKRETARIATAN

Kode Jabatan D --

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan,

Jabatan koordinasi administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat
daerah dan pelayanan administratif terkait bidang administrasi
umum sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
demi kelancaran jalannya Pemerintahan Daerah.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi Level Diskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu 4.1. Menciptakan situasi kerja yang
menciptakan mendorong seluruh pemangku
situasi kerja kepentingan mematuhi nilai, norma,
yang dan etika organisasi dalam segala
mendorong situasi dan kondisi;
kepatuhan pada | 4.2. Mendukung dan menerapkan prinsip
nilai, norma, moral dan standar etika yang tinggi,
dan etika serta berani menanggung
organisasi konsekuensinya;

4.3. Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain, pada
tataran lingkup kerja setingkat
instansi meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1. Membangun sinergi antar unit kerja
komitmen tim, di lingkup instansi yang dipimpin;
sinergi 4.2. Memfasilitasi kepentingan yang

berbeda dari unit kerja lain sehingga
tercipta  sinergi dalam = rangka
pencapaian target kerja organisasi;

4.3. Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukungan/semangat
untuk memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 Mampu 4.1. Mengintegrasikan informasi-informasi
mengemukakan penting hasil diskusi dengan pihak

L lain untuk mendapatkan pemahaman
pemikiran . .. .
yang sama; Berbagi informasi dengan
multidimensi pemangku kepentingan untuk tujuan
secara lisan dan meningkatkan kinerja secara
tertulis untuk keseluruhan;
mendorong 4.2. Menuangkan pemikiran/konsep yang
multidimensi dalam bentuk tulisan
kesepakatag formal;
dengan tyuan | 4 5 Menyampaikan informasi  secara
meningkatkan persuasif untuk mendorong




kinerja secara
keseluruhan

pemangku kepentingan sepakat pada
langkah-langkah bersama dengan
tujuan meningkatkan kinerja secara
keseluruhan.

4. Orientasi
pada hasil

Mendorong unit
kerja mencapai
target yang

4.1.

Mendorong unit kerja di tingkat
instansi untuk mencapai kinerja yang
melebihi target yang ditetapkan;

ditetapkan atau | 4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil
melebihl hasil kerja unitnya agar selaras dengan
kerja sasaran strategis instansi;
sebelumnya 4.3. Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja dalam
rangka meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pencaian target organisasi.
S. Pelayanan Mampu 4.1. Memahami dan memberi perhatian
Publik memonitor, kepada isu-isu jangka panjang,
mengevaluasi, kesempatan atau kekuatan politik
memperhitungk yang mempengaruhi organisasi dalam
an dan hubungannya dengan dunia luar,
mengantisipasi memperhitungkan dan
dampak dari mengantisipasi dampak terhadap
isu-isu jangka pelaksanaan tugas-tugas pelayanan
panjang, publik secara objektif, transparan,
kesempatan, dan profesional dalam lingkup
atau organisasi;

kekuatan politik

4.2.

Menjaga agar kebijakan pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh

dalam hal instansinya telah selaras dengan
iZLagzll?;n standar pelayanan yang objektif,
netral, tidak  memihak, tidak
Eznzliill{u diskriminatif, serta tidak terpengaruh
P gan kepentingan  pribadi/ kelompok/
yang partai politik;
tra‘nsp‘aran, 4.3. Menerapkan strategi jangka panjang
objektif, dan
) yang berfokus pada pemenuhan
profesional kebutuhan pemangku kepentingan
dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskriminatif,
transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/ kelompok.

6. Pengembanga Menyusun 4.1. Menyusun program pengembangan
n diri dan program jangka panjang bersama-sama
orang lain pengembangan dengan bawahan, termasuk

jangka panjang didalamnya penetapan tujuan,
dalam rangka bimbingan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta
mendf)rong mengalokasikan waktu untuk
manajemen mengikuti pelatihan/ pendidikan/
pembelajaran pengembangan kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi dan
umpan balik pada tataran organisasi;
4.3. Mengembangkan orang-orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk posisi-

posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola Memimpin 4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih

Perubahan

perubahan

siap dalam menghadapi perubahan




pada unit kerja

4.2.

4.3.

termasuk memitigasi risiko yang
mungkin terjadi;
Memastikan perubahan sudah

diterapkan secara aktif di lingkup
unit kerjanya secara berkala;
Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan Menyelesaikan | 4.1. Menyusun dan/atau memutuskan
Keputusan masalah yang konsep penyelesaian masalah yang
mengandung melibatkan beberapa/ seluruh fungsi
risiko tinggi, dalam organisasi;
mengantisipasi | 4.2. Menghasilkan solusi dari berbagai
dampak masalah yang kompleks, terkait
keputusan, dengan  bidang kerjanya yang
membuat berdampak pada pihak lain;
tindakan 4.3. Membuat keputusan dan
pengamanan; mengantisipasi dampak
mitigasi risiko keputusannya serta menyiapkan
tindakan penanganannya (mitigasi
risiko).
B. Sosial Kultural
9. Perekat Mendayagunak | 4.1.Menginisiasi dan merepresentasikan
Bangsa an  perbedaan pemerintah di lingkungan kerja dan
secara masyarakat untuk senantiasa
konstruktif dan menjaga persatuan dan kesatuan
kreatif  untuk dalam keberagaman dan menerima
meningkatkan segala bentuk perbedaan dalam
efektifitas kehidupan bermasyarakat;
organisasi 4.2. Mampu mendayagunakan perbedaan
latar belakang, agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial  ekonomi,
preferensi politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian tujuan
organisasi;

4.3. Mampu membuat program yang
mengakomodasi  perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan, suku,
gender, sosial ekonomi, preferensi
politik.

C. Teknis

10. Koordinasi Mampu 4.1. Mampu menemukan permasalahan-
melakukan permasalahan dalam pelaksanaan
monitoring dan koordinasi;
evaluasi dalam | 4.2. Mampu menemukan penyebab
pelaksanaan permasalahan-permasalahan dalam
koordinasi pelaksanaan koordinasi;

4.3. Mampu memperbaiki pelaksanaan
koordinasi

11. Pelayanan Mampu 4.1. Mampu menemukan permasalahan-
Administratif melakukan permasalahan yang dihadapi dalam

monitoring dan
evaluasi
pelayanan
administratif

4.2.

4.3.

pelayanan administrative;

Mampu menemukan penyebab
pemasalahan-permasalahan yang
muncul dalam pelayanan
administratif;

Mampu memperbaiki kualitas

pelayanan administrative;




4.4.

Mampu meningkatkan capaian
kinerja pelayanan administratif.

12. Koordinasi Mampu 4.1. Mampu menemukan permasalahan-
Pelaksanaan melakukan permasalahan yang muncul dalam
Tugas monitoring dan koordinasi pelaksanaan tugas
Perangkat evaluasi dalam Perangkat Daerah;

Daerah koordinasi 4.2. Mampu menemukan penyebab
pelaksanaan permasalahan-permasalahan  yang
tugas Perangkat muncul dalam koordinasi
Daerah pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah;

4.3. Mampu memperbaiki capaian kinerja
koordinasi pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah.

13. Pembinaan Mampu 4.1. Mampu menemukan permasalahan-
Aparatur melakukan permasalahan yang muncul dalam
Sipil Negara monitoring dan pembinaan aparatur sipil negara;

evaluasi dalam | 4.2. Mampu menemukan penyebab
pembinaan permasalahan-permasalahan  yang
aparatur  sipil muncul dalam pembinaan aparatur
negara sipil negara;

4.3. Mampu memperbaiki kinerja
pembinaan aparatur sipil negara.

14. Pelaksanaan Mampu 4.1. Mampu menemukan permasalahan-
Fungsi yang melakukan permasalahan yang muncul dalam
Terkait harmonisasi, pelaksanaan fungsi-fungsi  yang
dengan monitoring dan berkaitan dengan kebijakan daerah
Kebijakan evaluasi bidang Umum;

Daerah pelaksanaan 4.2. Mampu menemukan penyebab

bidang fungsi-fungsi permasalahan-permasalahan yang

Umum yang berkaitan muncul dalam pelaksanaan fungsi-
dengan fungsi yang berkaitan dengan
kebijakan kebijakan daerah bidang Umum;
daerah bidang | 4.3. Mampu meningkatkan kinerja
Umum pelaksanaan fungsi-fungsi  yang

berkaitan dengan kebijakan daerah
bidang Umum;

4.4. Mampu melakukan harmonisasi dan
koordinasi dalam pelaksanaan
fungsi-fungsi yang berkaitan dengan
kebijakan daerah bidang Umum.

15. Pelaksanaan Mampu 4.1. Mampu menemukan permasalahan-
Fungsi yang melakukan permasalahan yang muncul dalam
Terkait harmonisasi, pelaksanaan fungsi-fungsi  yang
dengan monitoring dan berkaitan dengan kebijakan daerah
Kebijakan evaluasi bidang Organisasi;

Daerah pelaksanaan 4.2. Mampu menemukan penyebab

bidang fungsi-fungsi permasalahan-permasalahan yang

Organisasi yang berkaitan muncul dalam pelaksanaan fungsi-

dengan
kebijakan
daerah bidang
Organisasi

4.3.

4.4.

fungsi yang berkaitan dengan
kebijakan daerah bidang Organisasi,
Mampu meningkatkan kinerja
pelaksanaan fungsi-fungsi  yang
berkaitan dengan kebijakan daerah
bidang Organisasi;

Mampu melakukan harmonisasi dan
koordinasi dalam pelaksanaan
fungsi-fungsi yang berkaitan dengan
kebijakan daerah bidang Organisasi;




16. Pelaksanaan Mampu 4.1. Mampu menemukan permasalahan-
Fungsi yang melakukan permasalahan yang muncul dalam
Terkait harmonisasi, pelaksanaan fungsi-fungsi yang
dengan monitoring dan berkaitan dengan kebijakan daerah
Kebijakan evaluasi bidang Protokol dan Komunikasi
Daerah pelaksanaan Pimpinan;
bidang fungsi-fungsi 4.2. Mampu menemukan penyebab
Protokol dan yang berkaitan permasalahan-permasalahan yang
Komunikasi dengan muncul dalam pelaksanaan fungsi-
Pimpinan kebijakan fungsi yang berkaitan dengan

daerah bidang kebijakan daerah bidang Protokol dan

Protokol dan Komunikasi Pimpinan;

Komunikasi 4.3. Mampu meningkatkan kinerja

Pimpinan pelaksanaan fungsi-fungsi  yang
berkaitan dengan kebijakan daerah
bidang Protokol dan Komunikasi
Pimpinan;

4.4. Mampu melakukan harmonisasi dan
koordinasi dalam pelaksanaan
fungsi-fungsi yang berkaitan dengan
kebijakan daerah bidang Protokol dan
Komunikasi Pimpinan;

I1I. PERSYARATAN JABATAN

Tingkat pentingnya terhadap
Jenis Persyaratan Uraian jabatan
Mutlak | Penting | Perlu
A. Pendidikan 1 Jenjang Sarjana atau Diploma IV
2 Bidang Administrasi Negara, Ekonomi Manajemen, Ilmu
[Imu Pemerintahan, Ilmu Hukum dan bidang ilmu lain

yang relevan dengan bidang tugas

Pelatihan
Kepemimpinan N,

B. Pelatihan 1 Manajerial

Pratama

2 Teknis - Perencanaan;

- Manajemen
Keuangan;

- Manajemen
Kepegawaian;

- Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah;

- Manajemen
Aset/Barang
Milik Negara;

- Diklat lain yang

relevan  dengan
bidang tugas
jabatan
3 Fungsional | Diklat Teknis N
Fungsional sesuai
jabatannya
C. Pengalaman kerja - Memiliki N
pengalaman
jabatan dalam
bidang tugas




yang terkait
dengan jabatan
yang akan
diduduki secara
kumulatif paling
kurang selama 5
(lima) tahun;
Sedang/pernah
menduduki
jabatan
administrator
atau JF  ahli N
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun.

D.Pangkat

Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1.

2.

Sinkronisasi pelaksanaan  program
umum;
Sinkronisasi pelaksanaan  program

protokol dan komunikasi pimpinan;
Sinkronisasi pelaksanaan program
organisasi.

bidang
bidang

bidang




5.

STANDAR

KOMPETENSI

JABATAN  STAF

PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK

Nama Jabatan

Kelompok Jabatan

Urusan Pemerintah

Kode Jabatan

AHLI

BUPATI BIDANG

STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM
DAN POLITIK
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kepada
Bupati baik diminta ataupun tidak diminta, serta memberikan
rekomendasi terhadap isu-isu strategis bidang pemerintahan,
hukum dan politik sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program serta
visi misi Pemerintah Kabupaten Kebumen

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1.

Integritas

Mampu  menciptakan
situasi  kerja  yang
mendorong kepatuhan
pada nilai, norma, dan
etika organisasi

4.1.

4.2.

4.3.

Menciptakan situasi
kerja yang mendorong
seluruh pemangku
kepentingan mematuhi
nilai, norma, dan etika
organisasi dalam segala
situasi dan kondisi;
Mendukung dan
menerapkan prinsip
moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung
konsekuensinya;

Berani
koreksi atau mengambil
tindakan
penyimpangan
etik /nilai-nilai
dilakukan oleh orang
lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat
instansi meskipun ada
resiko.

melakukan

atas
kode

yang

2.

Kerjasama

Membangun komitmen
tim, sinergi

4.1.

4.2.

4.3.

Membangun sinergi
antar unit kerja di
lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi
kepentingan yang
berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta
sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi;
Mengembangkan sistem




yang menghargai kerja

sama antar unit,
memberikan
dukungan/semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi
dalam rangka

pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran multidimensi
secara lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1.

4.2.

4.3.

Mengintegrasikan
informasi-informasi
penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk

mendapatkan
pemahaman yang sama;
Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan;
Menuangkan
pemikiran/ konsep yang
multidimensi dalam
bentuk tulisan formal;
Menyampaikan
informasi secara
persuasif untuk
mendorong  pemangku
kepentingan sepakat
pada langkah-langkah

bersama dengan tujuan
meningkatkan  kinerja
secara keseluruhan.

4. Orientasi pada Mendorong unit kerja | 4.1. Mendorong unit kerja di
hasil mencapai target yang tingkat instansi untuk
ditetapkan atau mencapai kinerja yang
melebihl hasil kerja melebihi target yang

sebelumnya ditetapkan,;

4.2. Memantau dan
mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras
dengan sasaran
strategis instansi;

4.3. Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama
antar unit kerja dalam
rangka  meningkatkan
efektifitas dan efisiensi
pencaian target
organisasi.

5. Pelayanan Publik Mampu memonitor, | 4.1. Memahami dan memberi
mengevaluasi, perhatian kepada isu-
memperhitungkan dan isu jangka panjang,
mengantisipasi dampak kesempatan atau
dari isu-isu jangka kekuatan politik yang
panjang, kesempatan, mempengaruhi
atau kekuatan politik organisasi dalam
dalam hal pelayanan hubungannya  dengan




kebutuhan pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,

dan profesional

4.2.

4.3.

dunia luar,
memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
terhadap  pelaksanaan
tugas-tugas pelayanan
publik secara objektif,
transparan, dan
professional dalam
lingkup organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya telah
selaras dengan standar
pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, serta

tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai
politik;

Menerapkan strategi
jangka panjang yang
berfokus pada

pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan

dalam menyusun
kebijakan dengan
mengikuti standar
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif,
transparan, tidak
terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok.
6. Pengembangan Menyusun program | 4.1. Menyusun program
diri dan orang lain pengembangan jangka pengembangan jangka
panjang dalam rangka panjang bersama-sama
mendorong manajemen dengan bawahan,
termasuk didalamnya
pembelajaran penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan
dan pengalaman
lainnya, serta
mengalokasikan waktu
untuk mengikuti
pelatihan/ pendidikan/
pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan
balik pada tataran
organisasi;

4.3. Mengembangkan orang-
orang disekitarnya
secara konsisten,
melakukan  kaderisasi




untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola
Perubahan

Memimpin perubahan
pada unit kerja

4.1.

4.2.

4.3.

Mengarahkan unit kerja
untuk lebih siap dalam
menghadapi perubahan
termasuk memitigasi
risiko yang mungkin
terjadi;

Memastikan perubahan
sudah diterapkan secara
aktif di lingkup wunit
kerjanya secara berkala;
Memimpin dan
memastikan penerapan
program-program
perubahan selaras antar
unit kerja.

8. Pengambilan
Keputusan

Menyelesaikan masalah
yang mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi dampak
keputusan, membuat
tindakan pengamanan;
mitigasi risiko

4.1.

4.2.

4.3.

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian  masalah
yang melibatkan
beberapa/ seluruh
fungsi dalam organisasi;

Menghasilkan solusi

dari berbagai masalah
yang kompleks, terkait
dengan bidang kerjanya
yang berdampak pada

pihak lain;

Membuat keputusan
dan mengantisipasi
dampak keputusannya
serta menyiapkan
tindakan
penanganannya

(mitigasi risiko).

B. Sosial Kultural

9. Perekat Bangsa

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan kreatif
untuk  meningkatkan
efektifitas organisasi

4.1.

4.2.

Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintah di
lingkungan kerja dan
masyarakat untuk
senantiasa menjaga

persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan
menerima segala bentuk
perbedaan dalam
kehidupan
bermasyarakat;

Mampu
mendayagunakan
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian
tujuan organisasi;




4.3.

membuat
yang

Mampu
program
mengakomodasi
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik.

C. Teknis

10. Advokasi
Kebijakan di
Bidang
Pemerintahan,
Hukum dan
Politik

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan Kebijakan di
Bidang Pemerintahan,
Hukum dan  Politik
yang tepat sesuai
kondisi.

4.1

4.2

4.3

Mengevaluasi strategi
advokasi yang ada saat
ini, menganalisis
kekuatan dan
kekurangan Dberbagai
metode yang
dijalankan dengan
kelompok sasaran
yang berbeda.
Mengembangkan
norma standar,
prosedur, kriteria,
pedoman, dan/atau
petunjuk teknis
strategi advokasi
Kebijakan di Bidang
Pemerintahan, Hukum
dan Politik
Meningkatkan
kapasitas  pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan
strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh
mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
di Bidang
Pemerintahan, Hukum
dan Politik.

11. Analisis
Kebijakan Publik

Bidang
Pemerintahan,
Hukum dan
Politik

Mampu melaksanakan

pengkajian dan
penilaian terhadap
proses analisis

kebijakan publik dalam
bidang pemerintahan,
hukum dan politik

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
pengujian dan penilaian
terhadap berbagai
pertimbangan kebijakan
di bidang pemerintahan,
hukum dan politik;

Mampu melakukan
pengujian dan penilaian
terhadap berbagai
rekomendasi kebijakan
di bidang pemerintahan,
hukum dan politik;

Mampu melaksanakan
pengujian dan penilaian
terhadap proses
pengembangan alternatif
kebijakan terhadap
suatu permasalahan
publik di bidang
pemerintahan, hukum




4.4.

dan politik;

Mampu melakukan
pengujian dan penilaian
keunggulan dan
kelemahan penggunaan
ragam pendekatan dan
metode dalam alternatif
kebijakan di  bidang
pemerintahan, hukum
dan politik

12. Pertimbangan

dan rekomendasi
kebijakan  dan
isu-isu strategis
di bidang
pemerintahan,
hukum dan
politik

Mampu mengkaji dan
mengevaluasi
pelaksanaaan
pertimbangan dan
rekomendasi kebijakan
dan isu-isu strategis di
bidang pemerintahan,
hukum dan politik

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Mampu melakukan
pengujian dan penilaian
terhadap berbagai
pertimbangan kebijakan
di bidang pemerintahan,
hukum dan politik;
Mampu melakukan
pengujian dan penilaian
terhadap berbagai
rekomendasi kebijakan
di bidang pemerintahan,
hukum dan politik;
Mampu melaksanakan
pengujian dan penilaian
terhadap proses
pengembangan alternatif
kebijakan terhadap
suatu permasalahan
publik di bidang
pemerintahan, hukum
dan politik;
Mampu
pengujian dan penilaian
keunggulan dan
kelemahan penggunaan
ragam pendekatan dan
metode dalam alternatif
kebijakan di  bidang
pemerintahan, hukum
dan politik

melakukan

13. Problem

solving
dan penelaahan
masalah di
bidang
pemerintahan,
hukum dan
politik

Mampu mengkayji
penerapan problem
solving dan penggunaan
metode penelaahan
masalah dalam bidang
pemerintahan, hukum
dan politik

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
pengujian dan penilaian
terhadap proses
pengatasan masalah di
bidang  pemerintahan,
hukum dan politik;
Mampu
pengujian dan penilaian
terhadap penelaahan
masalahpublik  bidang
pemerintahan, hukum
dan politik;

Mampu melakukan
pengujian dan penilaian
keunggulan dan
kelemahan penggunaan
ragam pendekatan
dalam problem solving di
bidang  pemerintahan,

melaksanakan




hukum dan politik;

4.4. Mampu melakukan
pengujian dan penilaian
keunggulan dan
kelemahan penggunaan
ragam motode
penelaahan masalah
publik bidang
pemerintahan, hukum
dan politik

14. Advokasi 4 Mampu 4.1. Mengevaluasi strategi
Kebijakan mengembangkan advokasi yang ada saat
Otonomi Daerah strategi advokasi ini, menganalisis

kebijakan otonomi kekuatan dan

daerah  yang  tepat kekurangan berbagai

sesuai kondisi metode yang dijalankan
dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

4.2. Mengembangkan norma
standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah;

4.3. Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh
mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

I11. PERSYARATAN JABATAN

Uraian Tingkat pe1"1tingnya
terhadap jabatan
Jenis Persyaratan
Mutlak Peztm Perlu
A. Pendidika | 1. Jenjang Sarjana atau Diploma IV
n

2. Bidang Administrasi/ Sosial Politik/ Hukum/ Ekonomi/

IImu Manajemen/ Akuntansi dan bidang ilmu lain yang

relevan dengan bidang tugas
B. Pelatihan |1. Manajerial | Pelatihan Kepemimpinan J
Pratama
2. Teknis - Pengadaan Barang dan
Jasa;
- Pemerintahan;
-  Hukum; N
- Politik;
- Diklat lain yang relevan
dengan bidang tugas
jabatan
3. Fungsional | Diklat Teknis Fungsional N
sesuai jabatannya
C. Pengalaman kerja - Memiliki pengalaman N
jabatan dalam bidang




tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan
diduduki secara
kumulatif paling kurang

selama 5 (lima) tahun
dibidang bidang
pemerintahan, hukum
dan politik

- Sedang/pernah
menduduki jabatan

administrator atau JF ahli
madya paling singkat 2
(dua) tahun. N

D.Pangkat

Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

Kualitas hasil advokasi kebijakan di bidang
pemerintahan, hukum dan politik, analisis kebijakan
publik dalam bidang pemerintahan, hukum dan
politik, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan dan
isu-isu strategis di bidang pemerintahan, hukum dan
politik dan problem solving dan penggunaan metode
penelaahan masalah dalam bidang pemerintahan,
hukum dan politik




6. STANDAR KOMPETENSI JABATAN STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI,
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Nama Jabatan : STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Urusan Pemerintah : BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Kode Jabatan :

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

[. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kepada
Bupati baik diminta ataupun tidak diminta, serta memberikan
rekomendasi terhadap isu-isu strategis bidang ekonomi,
keuangan dan pembangunan sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku dalam rangka mendukung pencapaian sasaran
program serta visi misi Pemerintah Kabupaten Kebumen

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi Level Diskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu  menciptakan | 4.1. Menciptakan situasi
situasi  kerja  yang kerja yang mendorong
mendorong kepatuhan seluruh pemangku
pada nilai, norma, dan kepentingan mematuhi
etika organisasi nilai, norma, dan etika

organisasi dalam segala
situasi dan kondisi;

4.2. Mendukung dan
menerapkan prinsip
moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani

menanggung
konsekuensinya;

4.3. Berani melakukan
koreksi atau mengambil
tindakan atas
penyimpangan kode
etik /nilai-nilai yang
dilakukan oleh orang
lain, pada tataran

lingkup kerja setingkat
instansi meskipun ada

resiko.
2. Kerjasama 4 Membangun komitmen | 4.1. Membangun sinergi
tim, sinergi antar unit kerja di
lingkup instansi yang
dipimpin;
4.2. Memfasilitasi
kepentingan yang

berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta
sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi;

4.3. Mengembangkan sistem




yang menghargai kerja

sama antar unit,
memberikan
dukungan/semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi
dalam rangka

pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran multidimensi
secara lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1.

4.2.

4.3.

Mengintegrasikan
informasi-informasi
penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk

mendapatkan
pemahaman yang sama;
Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan;
Menuangkan
pemikiran/ konsep yang
multidimensi dalam
bentuk tulisan formal;
Menyampaikan
informasi secara
persuasif untuk
mendorong  pemangku
kepentingan sepakat
pada langkah-langkah

bersama dengan tujuan
meningkatkan  kinerja
secara keseluruhan.

4. Orientasi pada Mendorong unit kerja | 4.1. Mendorong unit kerja di
hasil mencapai target yang tingkat instansi untuk
ditetapkan atau mencapai kinerja yang
melebihl hasil kerja melebihi target yang

sebelumnya ditetapkan,;

4.2. Memantau dan
mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras
dengan sasaran
strategis instansi;

4.3. Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama
antar unit kerja dalam
rangka  meningkatkan
efektifitas dan efisiensi
pencaian target
organisasi.

5. Pelayanan Publik Mampu memonitor, | 4.1. Memahami dan memberi
mengevaluasi, perhatian kepada isu-
memperhitungkan dan isu jangka panjang,
mengantisipasi dampak kesempatan atau
dari isu-isu jangka kekuatan politik yang
panjang, kesempatan, mempengaruhi
atau kekuatan politik organisasi dalam
dalam hal pelayanan hubungannya  dengan




kebutuhan pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,

dan profesional

4.2.

4.3.

dunia luar,
memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
terhadap  pelaksanaan
tugas-tugas pelayanan
publik secara objektif,
transparan, dan
professional dalam
lingkup organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya telah
selaras dengan standar
pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, serta

tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai
politik;

Menerapkan strategi
jangka panjang yang
berfokus pada

pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan

dalam menyusun
kebijakan dengan
mengikuti standar
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif,
transparan, tidak
terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok.
6. Pengembangan Menyusun program | 4.1. Menyusun program
diri dan orang lain pengembangan jangka pengembangan jangka
panjang dalam rangka panjang bersama-sama
mendorong manajemen dengan bawahan,
termasuk didalamnya
pembelajaran penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan
dan pengalaman
lainnya, serta
mengalokasikan waktu
untuk mengikuti
pelatihan/ pendidikan/
pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan
balik pada tataran
organisasi;

4.3. Mengembangkan orang-
orang disekitarnya
secara konsisten,
melakukan  kaderisasi




untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola
Perubahan

Memimpin perubahan
pada unit kerja

4.1.

4.2.

4.3.

Mengarahkan unit kerja
untuk lebih siap dalam
menghadapi perubahan
termasuk memitigasi
risiko yang mungkin
terjadi;

Memastikan perubahan
sudah diterapkan secara
aktif di lingkup wunit
kerjanya secara berkala;
Memimpin dan
memastikan penerapan
program-program
perubahan selaras antar
unit kerja.

8. Pengambilan
Keputusan

Menyelesaikan masalah
yang mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi dampak
keputusan, membuat
tindakan pengamanan;
mitigasi risiko

4.1.

4.2.

4.3.

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian  masalah
yang melibatkan
beberapa/ seluruh
fungsi dalam organisasi;

Menghasilkan solusi

dari berbagai masalah
yang kompleks, terkait
dengan bidang kerjanya
yang berdampak pada

pihak lain;

Membuat keputusan
dan mengantisipasi
dampak keputusannya
serta menyiapkan
tindakan
penanganannya

(mitigasi risiko).

B. Sosial Kultural

9. Perekat Bangsa

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan kreatif
untuk  meningkatkan
efektifitas organisasi

4.1.

4.2.

Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintah di
lingkungan kerja dan
masyarakat untuk
senantiasa menjaga

persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan
menerima segala bentuk
perbedaan dalam
kehidupan
bermasyarakat;

Mampu
mendayagunakan
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian
tujuan organisasi;




4.3. Mampu membuat
program yang
mengakomodasi
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik.

C. Teknis
10. Advokasi Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi
Kebijakan di mengembangkan advokasi yang ada saat
Bidang Ekonomi, strategi advokasi ini, menganalisis
Keuangan dan kebijakan di bidang kekuatan dan
Pembangunan ekonomi, keuangan dan kekurangan berbagai
pembangunan metode yang dijalankan
dengan kelompok

4.2

4.3

sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma

standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk

teknis strategi advokasi
kebijakan di  bidang
ekonomi, keuangan dan
pembangunan;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh

mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
di bidang ekonomi,
keuangan dan

pembangunan
11. Analisis Mampu melaksanakan | 4.1. Mampu melakukan
Kebijakan Publik pengkajian dan pengujian dan penilaian
Bidang Ekonomi, penilaian terhadap terhadap berbagai
Keuangan dan proses analisis rekomendasi kebijakan
Pembangunan kebijakan publik dalam di bidang ekonomi,
bidang ekonomi, keuangan dan

keuangan dan pembangunan;
pembangunan 4.2. Mampu melaksanakan

4.3.

pengujian dan penilaian
terhadap proses
pengembangan alternatif
kebijakan terhadap
suatu permasalahan
publik di bidang
ekonomi, keuangan dan
pembangunan;

Mampu melakukan
pengujian dan penilaian
keunggulan dan
kelemahan penggunaan
ragam pendekatan dan
metode dalam alternatif
kebijakan di bidang




ekonomi, keuangan dan
pembangunan.

12. Pertimbangan
dan rekomendasi
kebijakan  dan
isu-isu strategis
di bidang
ekonomi,
keuangan dan
pembangunan

Mampu mengkaji dan
mengevaluasi
pelaksanaaan
pertimbangan dan
rekomendasi kebijakan
dan isu-isu strategis di
bidang ekonomi,
keuangan dan
pembangunan

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
pengujian dan penilaian
terhadap berbagai
rekomendasi kebijakan
di bidang  ekonomi,
keuangan dan
pembangunan;

Mampu melaksanakan
pengujian dan penilaian
terhadap proses
pengembangan alternatif
kebijakan terhadap
suatu permasalahan
publik di bidang p
ekonomi, keuangan dan
pembangunan;

Mampu melakukan
pengujian dan penilaian
keunggulan dan
kelemahan penggunaan
ragam pendekatan dan
metode dalam alternatif
kebijakan di  bidang
ekonomi, keuangan dan
pembangunan.

13. Problem solving
dan penelaahan
masalah di
bidang ekonomi,
keuangan dan
pembangunan

Mampu mengkaji
penerapan problem
solving dan penggunaan
metode penelaahan
masalah dalam bidang
ekonomi, keuangan dan
pembangunan

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Mampu melakukan
pengujian dan penilaian
terhadap proses
pengatasan masalah di
bidang ekonomi,
keuangan dan
pembangunan;

Mampu melaksanakan
pengujian dan penilaian
terhadap penelaahan
masalah publik bidang
ekonomi, keuangan dan
pembangunan;

Mampu
pengujian dan penilaian
keunggulan dan
kelemahan penggunaan
ragam pendekatan
dalam problem solving di
bidang ekonomi,
keuangan dan
pembangunan;

Mampu melakukan
pengujian dan penilaian
keunggulan dan
kelemahan penggunaan
ragam motode
penelaahan masalah
publik bidang ekonomi,
keuangan dan
pembangunan.

melakukan

14. Advokasi

Mampu

4.1.

Mengevaluasi strategi




Kebijakan
Otonomi Daerah

mengembangkan
strategi
kebijakan
daerah
sesuai kondisi

advokasi
otonomi

yang tepat

4.2.

4.3.

advokasi yang ada saat
ini menganalisis
kekuatan dan
kekurangan berbagai
metode yang dijalankan
dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

ini,

Mengembangkan norma
standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh
mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

I1I. PERSYARATAN JABATAN
Uraian Tingkat per'ltmgnya
terhadap jabatan
Jenis Persyaratan

Mutlak Peztm Perlu

A. Pendidika | 1. Jenjang Sarjana atau Diploma IV

n

2. Bidang Administrasi/ Sosial Politik/ Hukum/ Ekonomi/
Imu Manajemen/ Akuntansi dan bidang ilmu lain yang

relevan dengan bidang tugas

B. Pelatihan |1. Manajerial | Pelatihan Kepemimpinan J
Pratama
2. Teknis - Pengadaan Barang dan
Jasa;
- Pengelolaan Keuangan;
- Perekonomian;
- Pengendalian N
Pembangunan;
- Perencanaan;
- Diklat lain yang relevan
dengan bidang tugas
jabatan
3. Fungsional | Diklat Teknis Fungsional N
sesuai jabatannya
C. Pengalaman kerja - Memiliki pengalaman N
jabatan dalam bidang
tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan
diduduki secara

kumulatif paling kurang
selama 5 (lima) tahun
dibidang perekonomian,
keuangan dan
pembangunan
Sedang/pernah




menduduki jabatan
administrator atau JF
ahli madya paling singkat
2 (dua) tahun. A

D.Pangkat

Minimal Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

Kualitas hasil advokasi kebijakan di bidang ekonomi,
keuangan dan pembangunan, analisis kebijakan
publik dalam bidang ekonomi, keuangan dan
pembangunan, pertimbangan dan  rekomendasi
kebijakan dan isu-isu strategis di bidang ekonomi,
keuangan dan pembangunan dan problem solving dan
penggunaan metode penelaahan masalah dalam
bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan




7. STANDAR KOMPETENSI JABATAN STAF AHLI BUPATI BIDANG
KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nama Jabatan : STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Urusan Pemerintah : BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA
MANUSIA

Kode Jabatan

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan Memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kepada
Bupati baik diminta ataupun tidak diminta, serta memberikan
rekomendasi terhadap isu-isu strategis bidang kemasyarakatan
dan sumber daya manusia sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program
serta visi misi Pemerintah Kabupaten Kebumen

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi Level Diskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 Mampu  menciptakan | 4.1. Menciptakan situasi
situasi kerja yang kerja yang mendorong
mendorong kepatuhan seluruh pemangku
pada nilai, norma, dan kepentingan mematuhi
etika organisasi nilai, norma, dan etika

organisasi dalam segala
situasi dan kondisi;

4.2. Mendukung dan
menerapkan prinsip
moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani

menanggung
konsekuensinya;

4.3. Berani melakukan
koreksi atau mengambil
tindakan atas
penyimpangan kode
etik /nilai-nilai yang
dilakukan oleh orang
lain, pada tataran

lingkup kerja setingkat
instansi meskipun ada

resiko.
2. Kerjasama 4 Membangun komitmen | 4.1. Membangun sinergi
tim, sinergi antar unit kerja di
lingkup instansi yang
dipimpin;
4.2. Memfasilitasi
kepentingan yang

berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta
sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi;




4.3.

Mengembangkan sistem
yang menghargai kerja
sama antar unit,
memberikan
dukungan/semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi
dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran multidimensi
secara lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1.

4.2.

4.3.

Mengintegrasikan
informasi-informasi
penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk

mendapatkan
pemahaman yang sama;
Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan;
Menuangkan
pemikiran/ konsep yang
multidimensi dalam
bentuk tulisan formal,
Menyampaikan
informasi secara
persuasif untuk
mendorong  pemangku
kepentingan sepakat
pada langkah-langkah

bersama dengan tujuan
meningkatkan  kinerja
secara keseluruhan.

4. Orientasi
hasil

pada

Mendorong unit kerja
mencapai target yang
ditetapkan atau
melebihl hasil kerja
sebelumnya

4.1.

4.2.

4.3.

Mendorong unit kerja di
tingkat instansi untuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang
ditetapkan,;

Memantau dan
mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras
dengan sasaran
strategis instansi;
Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama
antar unit kerja dalam
rangka  meningkatkan
efektifitas dan efisiensi
pencaian target
organisasi.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,

memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
dari isu-isu jangka
panjang, kesempatan,
atau kekuatan politik

4.1

.Memahami dan memberi

perhatian kepada isu-
isu jangka
kesempatan atau
kekuatan politik yang
mempengaruhi
organisasi

panjang,

dalam




dalam hal pelayanan

kebutuhan pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,

dan profesional

4.2.

4.3.

hubungannya  dengan
dunia luar,
memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
terhadap  pelaksanaan
tugas-tugas pelayanan
publik secara objektif,
transparan, dan
professional dalam
lingkup organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya telah
selaras dengan standar
pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, serta

tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai
politik;

Menerapkan strategi
jangka panjang yang
berfokus pada

pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan

dalam menyusun
kebijakan dengan
mengikuti standar
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif,
transparan, tidak
terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok.
6. Pengembangan Menyusun program | 4.1. Menyusun program
diri dan orang lain pengembangan jangka pengembangan jangka
panjang dalam rangka panjang bersama-sama
mendorong manajemen dengan bawahan,
termasuk  didalamnya
pembelajaran penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan
dan pengalaman
lainnya, serta
mengalokasikan waktu
untuk mengikuti
pelatihan/ pendidikan/
pengembangan
kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan
manajemen

4.3.

pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan
balik pada tataran
organisasi;

Mengembangkan orang-
orang disekitarnya
secara konsisten,




melakukan  kaderisasi
untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola
Perubahan

Memimpin perubahan
pada unit kerja

4.1.

4.2.

4.3.

Mengarahkan unit kerja
untuk lebih siap dalam
menghadapi perubahan
termasuk memitigasi
risiko yang mungkin
terjadi;

Memastikan perubahan
sudah diterapkan secara
aktif di lingkup wunit
kerjanya secara berkala;
Memimpin dan
memastikan penerapan
program-program
perubahan selaras antar
unit kerja.

8. Pengambilan
Keputusan

Menyelesaikan masalah
yang mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi dampak
keputusan, membuat
tindakan pengamanan;
mitigasi risiko

4.1.

4.2.

4.3.

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian  masalah
yang melibatkan
beberapa/ seluruh
fungsi dalam organisasi;
Menghasilkan solusi

dari berbagai masalah
yang kompleks, terkait
dengan bidang kerjanya
yang berdampak pada

pihak lain;

Membuat keputusan
dan mengantisipasi
dampak keputusannya
serta menyiapkan
tindakan
penanganannya

(mitigasi risiko).

B. Sosial Kultural

9. Perekat Bangsa

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan kreatif
untuk  meningkatkan
efektifitas organisasi

4.1.

4.2.

Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintah di
lingkungan kerja dan
masyarakat untuk
senantiasa menjaga

persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan
menerima segala bentuk
perbedaan dalam
kehidupan
bermasyarakat;

Mampu
mendayagunakan
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian




tujuan organisasi;

4.3. Mampu membuat
program yang
mengakomodasi
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik.

C. Teknis
10. Advokasi Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi
Kebijakan di mengembangkan advokasi yang ada saat
Bidang strategi advokasi ini, menganalisis
Kemasyarakatan kebijakan di bidang kekuatan dan
dan Sumber kemasyarakatan dan kekurangan berbagai
Daya Manusia sumber daya manusia metode yang dijalankan
dengan kelompok

4.2

4.3

sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma

standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk

teknis strategi advokasi
kebijakan di bidang
kemasyarakatan dan
sumber daya manusia;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh
mereka sendiri
menerapkan kebijakan
di bidang
kemasyarakatan dan
sumber daya manusia

dalam

11. Analisis
Kebijakan Publik

Bidang
Kemasyarakatan
dan Sumber

Daya Manusia

Mampu melaksanakan

pengkajian dan
penilaian terhadap
proses analisis

kebijakan publik dalam
bidang kemasyarakatan
dan sumber daya
manusia

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
pengujian dan penilaian
terhadap berbagai
pertimbangan kebijakan
di bidang
kemasyarakatan dan
sumber daya manusia;

Mampu
pengujian dan penilaian
terhadap berbagai
rekomendasi kebijakan
di bidang
kemasyarakatan dan
sumber daya manusia;

Mampu melaksanakan
pengujian dan penilaian
terhadap proses
pengembangan alternatif
kebijakan terhadap
suatu permasalahan
publik di bidang
kemasyarakatan dan

melakukan




4.4.

sumber daya manusia;

Mampu melakukan
pengujian dan penilaian
keunggulan dan
kelemahan penggunaan
ragam pendekatan dan
metode dalam alternatif
kebijakan di  bidang
kemasyarakatan dan
sumber daya manusia.

12. Pertimbangan

dan rekomendasi
kebijakan  dan
isu-isu strategis

di bidang
kemasyarakatan
dan sumber

daya manusia

Mampu mengkaji dan
mengevaluasi
pelaksanaaan
pertimbangan dan
rekomendasi kebijakan
dan isu-isu strategis di
bidang kemasyarakatan
dan sumber daya
manusia

4.1.

4.4.

4.5.

4.6.

Mampu melakukan
pengujian dan penilaian
terhadap berbagai
pertimbangan kebijakan
di bidang
kemasyarakatan dan
sumber daya manusia;
Mampu melakukan
pengujian dan penilaian
terhadap berbagai
rekomendasi kebijakan
di bidang
kemasyarakatan dan
sumber daya manusia;
Mampu melaksanakan
pengujian dan penilaian
terhadap proses
pengembangan alternatif
kebijakan terhadap
suatu permasalahan
publik di bidang p
ekonomi, keuangan dan
pembangunan;

Mampu melakukan
pengujian dan penilaian
keunggulan dan
kelemahan penggunaan
ragam pendekatan dan
metode dalam alternatif
kebijakan di bidang
kemasyarakatan dan
sumber daya manusia.

13. Problem

solving
dan penelaahan
masalah di
bidang
kemasyarakatan
dan sumber
daya manusia

Mampu mengkaji
penerapan problem
solving dan penggunaan
metode penelaahan

masalah dalam bidang
kemasyarakatan  dan
sumber daya manusia

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
pengujian dan penilaian
terhadap proses
pengatasan masalah di
bidang kemasyarakatan
dan sumber daya
manusia,;

Mampu melaksanakan
pengujian dan penilaian
terhadap penelaahan
masalah publik bidang
kemasyarakatan dan
sumber daya manusia;
Mampu melakukan
pengujian dan penilaian
keunggulan dan




kelemahan penggunaan
ragam pendekatan
dalam problem solving di
bidang kemasyarakatan
dan sumber daya
manusia,;

4.4. Mampu melakukan
pengujian dan penilaian
keunggulan dan
kelemahan penggunaan
ragam motode
penelaahan masalah
publik bidang
kemasyarakatan dan
sumber daya manusia.

14. Advokasi 4 Mampu 4.1. Mengevaluasi strategi
Kebijakan mengembangkan advokasi yang ada saat
Otonomi Daerah strategi advokasi ini, menganalisis

kebijakan otonomi kekuatan dan

daerah yang  tepat kekurangan berbagai

sesuai kondisi metode yang dijalankan
dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

4.2. Mengembangkan norma

standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah;

4.3. Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh
mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

III. PERSYARATAN JABATAN

Uraian Tingkat periltingnya
terhadap jabatan
Jenis Persyaratan
Mutlak Pentin Perlu
g
A. Pendidika | 1. Jenjang Sarjana atau Diploma IV
n
2. Bidang Administrasi/ Sosial Politik/ Hukum/ Ekonomi/
[Imu Manajemen/ Akuntansi dan bidang ilmu lain yang
relevan dengan bidang tugas
B. Pelatihan |1. Manajerial | Pelatihan Kepemimpinan J
Pratama
2. Teknis - Pengadaan Barang dan
Jasa;
- Manajemen SDM,;
- Kesejahteraan Rakyat; v
- Sosial;
- Diklat lain yang relevan
dengan bidang tugas




jabatan

3. Fungsional | Diklat Teknis Fungsional \
sesuai jabatannya
C. Pengalaman kerja - Memiliki pengalaman N

jabatan dalam bidang
tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan
diduduki secara
kumulatif paling kurang
selama S5 (lima) tahun
dibidang kepegawaian,
kesejahteraan rakyat dan
sosial
- Sedang/pernah

menduduki jabatan
administrator atau JF ahli
madya paling singkat 2
(dua) tahun. \

D.Pangkat

Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

Kualitas hasil advokasi kebijakan di bidang
kemasyarakatan dan sumber daya manusia, analisis
kebijakan publik dalam bidang kemasyarakatan dan
sumber daya manusia, pertimbangan dan rekomendasi
kebijakan dan  isu-isu strategis di  bidang
kemasyarakatan dan sumber daya manusia dan
problem solving dan penggunaan metode penelaahan
masalah dalam bidang kemasyarakatan dan sumber
daya manusia




8. STANDAR KOMPETENSI

RAKYAT DAERAH

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan

Urusan Pemerintah

Kode Jabatan

JABATAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN

: SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
: JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

: KESEKRETARIATAN

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Memimpin,

mengkoordinasikan,

menyelenggarakan,

mengevaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan DPRD
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

Mampu menciptakan
situasi kerja yang
mendorong  kepatuhan
pada nilai, norma, dan

etika organisasi

4.1.

4.2.

4.3.

Menciptakan situasi
kerja yang mendorong
seluruh pemangku
kepentingan mematuhi
nilai, norma, dan etika
organisasi dalam segala
situasi dan kondisi;
Mendukung dan
menerapkan prinsip
moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung
konsekuensinya;

Berani melakukan
koreksi atau mengambil
tindakan atas
penyimpangan kode
etik /nilai-nilai yang
dilakukan oleh orang
lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat
instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama

Membangun komitmen

tim, sinergi

4.1.

4.2.

4.3.

Membangun sinergi
antar unit kerja di
lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi
kepentingan yang
berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta
sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi;
Mengembangkan sistem
yang menghargai kerja
sama antar unit,
memberikan
dukungan/semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi
dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi

Mampu mengemukakan
pemikiran multidimensi

4.1

.Mengintegrasikan

informasi-informasi
penting hasil diskusi




secara lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.2.

4.3.

4.4.

dengan pihak lain untuk

mendapatkan
pemahaman yang sama;
Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan;
Menuangkan

pemikiran/ konsep yang
multidimensi dalam
bentuk tulisan formal,
Menyampaikan
informasi secara
persuasif untuk
mendorong pemangku
kepentingan sepakat
pada langkah-langkah

bersama dengan tujuan
meningkatkan  kinerja
secara keseluruhan.

4. Orientasi pada 4 Mendorong unit kerja | 4.1. Mendorong unit kerja di
hasil mencapai target yang tingkat instansi untuk
ditetapkan atau melebihl mencapai kinerja yang
hasil kerja sebelumnya melebihi  target yang

ditetapkan,;

4.2. Memantau dan
mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras
dengan sasaran
strategis instansi;

4.3. Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama
antar unit kerja dalam
rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi
pencaian target
organisasi.

S. Pelayanan Publik 4 Mampu memonitor, | 4.1. Memahami dan memberi
mengevaluasi, perhatian kepada isu-
memperhitungkan dan isu jangka panjang,
mengantisipasi dampak kesempatan ~  atau
dari isu-isu  jangka kekuatan p01_1t1k yang
panjang, kesempatan, mempenggruhl

i organisasi dalam

atau kekuatan politik
hubungannya  dengan
dalam hal pelayanan dunia luar,
kebutu‘han pemangku memperhitungkan dan
kepentingan yang mengantisipasi dampak
transparan, objektif, dan terhadap pelaksanaan
profesional tugas-tugas pelayanan

4.2.

publik secara objektif,
transparan, dan
professional dalam
lingkup organisasi;
Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya telah
selaras dengan standar
pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, serta
tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai
politik;




4.3.

Menerapkan strategi
jangka panjang yang
berfokus pada

pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan
dalam menyusun
kebijakan dengan
mengikuti standar
objektif, tidak
memihak, tidak
diskriminatif,
transparan,
terpengaruh
kepentingan
kelompok.

netral,

tidak

pribadi/

6. Pengembangan
diri dan orang lain

Menyusun program
pengembangan  jangka
panjang dalam rangka

mendorong manajemen

pembelajaran

4.1

4.2.

4.3.

.Menyusun

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan,
termasuk didalamnya
penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan
dan pengalaman
lainnya, serta
mengalokasikan waktu
untuk mengikuti
pelatihan/ pendidikan/
pengembangan
kompetensi dan karir;
Melaksanakan
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan
balik pada tataran
organisasi;
Mengembangkan orang-
orang disekitarnya
secara konsisten,
melakukan  kaderisasi
untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola
Perubahan

Memimpin perubahan
pada unit kerja

4.1.

4.2.

4.3.

Mengarahkan unit kerja
untuk lebih siap dalam
menghadapi perubahan
termasuk memitigasi
risiko yang mungkin
terjadi;

Memastikan perubahan
sudah diterapkan secara
aktif di lingkup unit
kerjanya secara berkala;
Memimpin dan
memastikan penerapan
program-program
perubahan selaras antar
unit kerja.

8. Pengambilan
Keputusan

Menyelesaikan masalah
yang mengandung risiko
tinggi, mengantisipasi
dampak keputusan,
membuat tindakan
pengamanan; mitigasi
risiko

4.1.

4.2.

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian  masalah
yang melibatkan
beberapa/ seluruh
fungsi dalam organisasi;
Menghasilkan solusi

dari berbagai masalah
yang kompleks, terkait
dengan bidang kerjanya
yang berdampak pada
pihak lain;




4.3.

Membuat keputusan
dan mengantisipasi
dampak keputusannya
serta menyiapkan
tindakan
penanganannya

(mitigasi risiko).

B. Sosial Kultural

9. Perekat Bangsa

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan kreatif
untuk meningkatkan
efektifitas organisasi

4.1

4.2.

4.3.

.Menginisiasi dan
merepresentasikan
pemerintah di
lingkungan kerja dan
masyarakat untuk
senantiasa menjaga

persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan
menerima segala bentuk
perbedaan dalam
kehidupan
bermasyarakat;

Mampu
mendayagunakan
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian
tujuan organisasi;
Mampu membuat
program yang
mengakomodasi
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik.

C. Teknis

10.Penyusunan
Produk Hukum
Daerah

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan

penyusunan produk
hukum daerah dan
melakukan pembahasan
dengan stakeholder
terkait.

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
evaluasi
teknis/metode/sistem
penyusunan produk
hokum daerah, menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
Penyusunan Produk
Hukum Daerah yang
lebih efektif/efisien
dibidang ekonomi, SDA,
dan Pembangunan;

Mampu melakukan
pembahasan dengan
DPRD dan/atau
stakeholder terkait
Penyusunan Produk

Hukum Daerah dibidang
ekonomi, SDA, dan

Pembangunan;
Mampu meyakinkan
dan memperoleh

dukungan dari




stakeholder pelaksanaan
Penyusunan Produk
Hukum Daerah. Dan
memberikan bimbingan

dan fasilitasi kepada
instansi lain atau
stakeholder terkait

pengadaan barang dan
jasa dibidang ekonomi,

SDA, dan
Pembangunan.
11.Manajemen SDM Mampu mengembangkan | 4.1. Mengevaluasi  strategi
strategi penyusunan Manajemen ASN yang
Manajemen ASN yang ada saat ini,
tepat sesuai kondisi. menganalisis kekuatan
dan kekurangan
berbagai metode yang
dijalankan dengan

4.2.

4.3.

kelompok sasaran yang
berbeda;

Mengembangkan norma
standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk
teknis strategi
Manajemen ASN;

Meningkatkan
kapasitas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan

strategi Manajemen ASN
yang dapat dijalankan

oleh mereka sendiri
dalam menerapkan
kebijakan penyusunan
perencanaan
pembangunan daerah.
12. Penyusunan Mampu mengevaluasi | 4.1. Mampu melakukan
risalah dan dan evaluasi terhadap
kegiatan teknis/ metode/ sistem
persidangan serta Menyusun perangkat cara kerja menemu
. dar prosedur . .
pendokumentasia porma stan kenali kelebihan dan
n produk-produk 11jlstrument penyusunan kekurangan melakukan
risalah dan kegiatan
hukum ) pengembangan atau
persidangan serta . .
. perbaikan cara kerja
pendokumentasian .
penyusunan risalah dan
produk-produk hukum. Keoi .
egiatan persidangan

4.2.

4.3.

serta pendokumentasian
produk-produk hukum

yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,

instrumen pelaksanaan
penyusunan risalah dan
kegiatan persidangan
serta pendokumentasian
produk-produk hukum;
dan

Mampu meyakinkan




dan memperoleh
dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
penyusunan risalah dan
kegiatan persidangan
serta pendokumentasian
produk-produk hukum
dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
penyusunan risalah dan
kegiatan persidangan
serta pendokumentasian
produk-produk hukum.

13. Pengelolaan Mampu mengevaluasi | 4.1. Mampu melakukan
Keuangan dan menyusun evaluasi terhadap
Daerah perangkat norma standar teknis/metode/sistem

prosedur instrument cara kerja menemu

Pengelolaan = Keuangan kenali kelebihan dan

Daerah kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
pengelolaan  keuangan
daerah yang lebih
efektif/efisien;

4.2. Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,
instrument pelaksanaan
pengelolaan  keuangan
daerah;

4.3. Mampu meyakinkan
dan memperoleh
dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan
Daerah dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
Pengelolaan Keuangan
Daerah.

14.Pengelolaan Mampu mengevaluasi | 4.1. Mampu melakukan
Barang Milik Pengelolaan Barang Milik evaluasi terhadap

Daerah

Daerah

4.2.

4.3.

teknis/metode/sistem

cara kerja menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan

pengembangan atau
perbaikan cara kerja
pengelolaan Barang
Milik Daerah yang lebih
efektif/efisien;

Mampu melakukan
perbaikan, menyusun
petunjuk operasional
pelaksanaan
pengelolaan Barang

Milik Daerah;
Mampu meyakinkan




dan memperoleh
dukungan dari
stakeholder

pelaksanaan
Pengelolaan Barang
Milik Daerah dan
memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada
instansi lain atau
stakeholder terkait
Pengelolaan Barang

Milik Daerah.
15.Advokasi 4 Mampu mengembangkan | 4.1. Mengevaluasi strategi
Kebijakan strategi advokasi advokasi yang ada saat
Otonomi Daerah kebijakan otonomi ini, menganalisis
daerah yang tepat sesuai kekuatan dan
kondisi kekurangan berbagai
metode yang dijalankan
dengan kelompok

4.2.

4.3.

sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma

standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh
mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

I11. PERSYARATAN JABATAN
. Tingkat pentingnya
Uraian terhadap jabatan
Jenis Persyaratan :

Mutlak Peztm Perlu

A. Pendidika | 1. Jenjang Sarjana atau Diploma IV

n

2. Bidang lmu Pemerintahan/ Hukum/ Administrasi Negara/
[Imu Administrasi Publik / Kebijakan Publik/ Sosial dan

Politik/ Manajemen dan bidang ilmu lain yang relevan

dengan bidang tugas

B. Pelatihan | 4. Manajerial | Pelatihan Kepemimpinan J
Pratama
S. Teknis - Diklat legal drafting;
- Diklat teknis terkait v
kesekretariatan,;
6. Fungsiona | Diklat Teknis Fungsional N

1

sesuai jabatannya

C. Pengalaman kerja

- Memiliki pengalaman
jabatan  dalam = bidang
tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan

diduduki secara kumulatif
paling kurang selama 5
(lima) tahun;

- Sedang atau pernah
menduduki jabatan
administrator atau jabatan




fungsional ahli madya N
paling singkat 2 (dua)
tahun.

D.Pangkat

Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas tata kelola persidangan;

2. Kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah.




9. STANDAR KOMPETENSI JABATAN INSPEKTUR DAERAH

Nama Jabatan

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah :

Kode Jabatan

INSPEKTUR DAERAH
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

[. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar
Jabatan

Melaksanakan sebagian tugas Bupati

di bidang pengawasan

penyelenggaraan pemerintah daerah dengan cara merencanakan,
mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas di
bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah
daerah agar tercapai sesuai dengan perencanaan.

II. STANDAR KOMPETENSI

Leve

Kompetensi 1 Diskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 | Mampu 4.1. Menciptakan situasi kerja yang
menciptakan mendorong  seluruh  pemangku
situasi kerja kepentingan mematuhi nilai, norma,
yang mendorong dan etika organisasi dalam segala
kepatuhan pada situasi dan kondisi;
nilai, norma, dan | 4.2. Mendukung dan menerapkan
etika organisasi prinsip moral dan standar etika

yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya,;
4.3.Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain,
pada tataran lingkup kerja setingkat
instansi meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 | Membangun 4.1. Membangun sinergi antar unit kerja
komitmen  tim, di lingkup instansi yang dipimpin;
sinergi 4.2. Memfasilitasi  kepentingan yang

berbeda dari wunit kerja lain
sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi;

4.3. Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan  dukungan/semangat
untuk memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 | Mampu 4.1. Mengintegrasikan informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi

. dengan pihak lain untuk
pemikiran
mendapatkan pemahaman yang
multidimensi sama; Berbagi informasi dengan
secara lisan dan pemangku kepentingan untuk
tertulis untuk tujuan meningkatkan kinerja secara
mendorong keseluruhan;

4.2. Menuangkan pemikiran /konsep
kesepakatan. yang multidimensi dalam bentuk
dengan  tujuan tulisan formal;
meningkatkan 4.3. Menyampaikan informasi secara




kinerja secara
keseluruhan

persuasif untuk mendorong
pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-langkah  bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada Mendorong wunit | 4.1. Mendorong unit kerja di tingkat
hasil kerja mencapai instansi untuk mencapai kinerja
target yang yang melebihi target yang
ditetapkan atau ditetapkan,;
melebihl hasil | 4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil
kerja sebelumnya kerja unitnya agar selaras dengan
sasaran strategis instansi;

4.3. Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar wunit kerja
dalam rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pencaian
target organisasi.

5. Pelayanan Mampu 4.1. Memahami dan memberi perhatian
Publik memonitor, kepada isu-isu jangka panjang,

mengevaluasi, kesempatan atau kekuatan politik
memperhitungka yang mempengaruhi  organisasi
n dan dalam hubungannya dengan dunia
mengantisipasi luar, memperhitungkan dan
dampak dari isu- mengantisipasi dampak terhadap
isu jangka pelaksanaan tugas-tugas pelayanan
panjang, publik secara objektif, transparan,
kesempatan, dan professional dalam lingkup
atau organisasi;
... | 4.2. Menjaga agar kebijakan pelayanan
kekuatan politik . .
dalam hal Pubhk .yang diselenggarakan oleh
instansinya telah selaras dengan
pelayanan standar pelayanan yang objektif,
kebutuhan netral, tidak memihak, tidak
pemangku diskriminatif, serta tidak
kepentingan terpengaruh kepentingan pribadi/
y a1"1g ‘Fransparan, kelompok/ partai politik;
objektif, dan .. .
i 4.3. Menerapkan strategi jangka panjang
profesional
yang berfokus pada pemenuhan
kebutuhan pemangku kepentingan
dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskriminatif,
transparan, tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/ kelompok.

6. Pengembangan Menyusun 4.1. Menyusun program pengembangan
diri dan orang program jangka  panjang  bersama-sama
lain pengembangan dengan bawahan, termasuk

jangka panjang didalamnya  penetapan  tujuan,

dalam rangka bimbingan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta

mendf)rong mengalokasikan waktu untuk

manajemen mengikuti pelatihan/ pendidikan/

pembelajaran pengembangan kompetensi dan
karir;

4.2. Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi
dan umpan balik pada tataran
organisasi;

4.3. Mengembangkan orang-orang




disekitarnya secara  konsisten,
melakukan kaderisasi untuk posisi-
posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola Memimpin 4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih
Perubahan perubahan pada siap dalam menghadapi perubahan
unit kerja termasuk memitigasi risiko yang

mungkin terjadi;

4.2. Memastikan  perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup
unit kerjanya secara berkala;

4.3. Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan Menyelesaikan 4.1. Menyusun dan/atau memutuskan
Keputusan masalah yang konsep penyelesaian masalah yang
mengandung melibatkan beberapa/ seluruh
risiko tinggi, fungsi dalam organisasi;
mengantisipasi 4.2. Menghasilkan solusi dari berbagai
dampak masalah yang kompleks, terkait
keputusan, dengan bidang kerjanya yang
membuat berdampak pada pihak lain;
tindakan 4.3. Membuat keputusan dan
pengamanan; mengantisipasi dampak
mitigasi risiko keputusannya serta menyiapkan
tindakan penanganannya (mitigasi
risiko).
B. Sosial Kultural
9. Perekat Mendayagunaka | 4.1. Menginisiasi dan merepresentasikan
Bangsa n perbedaan pemerintah di lingkungan kerja dan
secara masyarakat untuk senantiasa
konstruktif dan menjaga persatuan dan kesatuan
kreatif untuk dalam keberagaman dan menerima
meningkatkan segala bentuk perbedaan dalam
efektifitas kehidupan bermasyarakat;
organisasi 4.2. Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku, gender,
sosial ekonomi, preferensi politik
untuk mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;
4.3.Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial ekonomi,
preferensi politik.
C. Teknis
10.Advokasi Mampu 4.1. Mengevaluasi teknik, metode
kebijakan strategi advokasi yang ada saatini
mengembangkan ..
pengawasan menganalisis kelemahan dan
internal strategi advokasi kekurangan serta mengembangkan
pemerintah .. berbagai teknik, metode strategi
kebijakan advokasi yang lebih efektif dan
pengawasan efisien dari berbagai kondisi
internal stakeholder;
pemerintah 4.2. Mengembangkan norma standar,

kriteria, pedoman, petunjuk teknis
strategi komunikasi dan




4.3.

pelaksanaan advokasi yang efektif
serta monitoring evaluasi advokasi
kebijakan publik;

Mendorong stakeholder untuk
mengembangkan strategi advokasi
yang tepat untuk diri mereka
sendiri; mengidentifikasi hambatan
di lingkungan mereka sendiri dalam
penerapan kebijakan, serta
mengidentifikasi menemukan akses
ke sumber daya yang dibutuhkan
untuk menerapkan kebijakan.

11.Pengawasan
penyelenggaraa
n urusan
pemerintah
daerah

Mampu
mengevaluasi
dan menyusun
perangkat norma
standar prosedur
instrument

pengawasan
penyelenggaraan

urusan
pemerintah
daerah.

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/sistem
cara kerja menemu kenali kelebihan
dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan cara
kerja pengawasan penyelenggaraan
urusan pemerintah daerah yang
lebih efektif/efisien termasuk
pengawasan internal dan khusus;
Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja yang
dijadikan norma standar, prosedur,
instrumen pengawasan
penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah termasuk
pengawasan internal dan khusus;
Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan pelayanan
komunikasi publik dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
stakeholder
pengawasan
urusan
termasuk

instansi lain atau
terkait
penyelenggaraan
pemerintah daerah

pengawasan internal dan khusus.

12.Pengawasan
keuangan dan
kinerja
perangkat
daerah

Mampu
mengevaluasi
dan menyusun
perangkat norma
standar prosedur
instrument
pengawasan
keuangan dan
kinerja perangkat
daerah

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/sistem
cara kerja menemu kenali kelebihan
dan kekurangan melakukan
pengembangan atau perbaikan cara
kerja pengawasan keuangan dan
kinerja perangkat daerah yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun pedoman,
petunjuk teknis, cara kerja yang
dijadikan norma standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan pengawasan
keuangan dan kinerja perangkat
daerah;
Mampu
memperoleh
stakeholder

meyakinkan dan
dukungan dari
pelaksanaan
pengelolaan teknologi, informatika
dan manajemen data dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait pengawasan




keuangan dan kinerja perangkat
daerah.

13.Penyusunan Mampu 4.1. Mampu melakukan evaluasi
laporan  hasil mengevaluasi terhadap teknis/ metode/sistem
pengawasan dan cara kerja menemu kenali kelebihan
Menyusun dan kekurangan m'elakukan
perangkat norma pengembangan atau perbaikan cara
standar prosedur kerja penyusunan laporan hasil
instrument pengawasan yang lebih
penyusunan efektif/efisien;

laporan hasil | 4.2. Mampu menyusun pedoman,
pengawasan petunjuk teknis, cara kerja yang
dijadikan norma standar, prosedur,
instrumen penyusunan laporan

hasil pengawasan;

4.3. Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pengembangan e-goverment, dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait penyusunan
laporan hasil pengawasan.

14.Pemantauan Mampu 4.1. Mampu melakukan evaluasi
tindaklanjut mengevaluasi terhadap teknis/metode/sistem
hasil dan cara kerja menemu kenali kelebihan
pengawasan Menyusun dan kekurangan melakukan
perangkat norma pengembangan atau perbaikan cara
standar prosedur kerja pemantauan tindaklanjut hasil
instrument pengawasan yang lebih
pemantauan efektif/efisien;
tindak lanjut
hasil 4.2. Mampu menyusun pedoman,
pengawasan petunjuk teknis, cara kerja yang
dijadikan norma standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan
pemantauan  tindaklanjut  hasil
pengawasan,;

4.3. Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
pengelolaan informasi publik dan
memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada instansi lain atau
stakeholder terkait pemantauan
tindaklanjut hasil pengawasan.

15.Advokasi Mampu 4.1. Mengevaluasi strategi advokasi yang

Kebijakan mengembangkan ada saat ini, menganalisis kekuatan

Otonomi strategi advokasi dan kekurangan berbagai metode

Daerah kebijakan yang dijalankan dengan
otonomi daerab kelompoksasaran yang berbeda;

yang tepat sesual | 4 5 Mengembangkan norma standar,

kondisi. prosedur, kriteria, pedoman,

dan/atau petunjuk teknis strategi

advokasi kebijakan otonomi daerah;

4.3. Meningkatkan kapasitas pemangku

kepentingan untuk
mengembangkan strategi advokasi
yang dapat dijalankan oleh mereka
sendiri dalam menerapkan




‘ ‘ kebijakan otonomi daerah.

III. PERSYARATAN JABATAN

Tingkat pentingnya terhadap

Jenis Persyaratan Uraian jabatan

Mutlak | Penting Perlu

A. Pendidikan 1 Jenjang Sarjana atau Diploma IV

2 Bidang Ekonomi/ Administrasi Negara/ Hukum/ Ilmu
Imu Pemerintahan dan bidang ilmu lain yang relevan
dengan bidang tugas

B. Pelatihan 1 Pelatihan
Manajerial Kepemimpinan N

Pratama

2 Teknis - Perencanaan;

- Manajemen
Keuangan;

- Manajemen
Kepegawaian;

- Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah,;

- Manajemen
Aset/Barang
Milik Negara;

- Pengawasan

- Auditor

- Diklat lain yang
relevan  dengan
bidang tugas
jabatan

3 Diklat Teknis v

Fungsional | Fungsional sesuai

jabatannya

C. Pengalaman kerja - Memiliki N
pengalaman
jabatan dalam
bidang tugas
yang terkait
dengan jabatan
yang akan
diduduki secara
kumulatif paling
kurang selama 5
(lima) tahun;

- Sedang/pernah
menduduki
jabatan
administrator
atau JF  ahli N
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun.

D.Pangkat Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas penyelenggaraan urusan pemerintah
daerah dan tata kelola administrasi keuangan;
2. Penurunan prosentase penyimpangan




pengelolaan keuangan. ‘




10. STANDAR KOMPETENSI KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Nama Jabatan

KEPALA  DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kelompok Jabatan : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
Urusan Pemerintah : KESEHATAN DAN KEPENDUDUKAN

Kode Jabatan

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Melaksanakan sebagian tugas Bupati dibidang kesehatan
dengan cara merencanakan, mengkoordinasikan, membina,
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan di bidang kesehatan, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar tugas pokok dan fungsi
dinas kesehatan agar dapat terlaksana secara efisien dan efektif
sesuai dengan perencanaan.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi Level Diskripsi Indikator Kompetensi
A. Manajerial
1. Integritas 4 Mampu menciptakan | 4.1. Menciptakan situasi
situasi kerja yang kerja yang mendorong
mendorong  kepatuhan seluruh pemangku
pada nilai, norma, dan kepentingan mematuhi
etika organisasi nilai, norma, dan etika

organisasi dalam segala
situasi dan kondisi;

4.2. Mendukung dan
menerapkan prinsip
moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani

menanggung
konsekuensinya;

4.3. Berani melakukan
koreksi atau mengambil
tindakan atas
penyimpangan kode
etik /nilai-nilai yang
dilakukan oleh orang
lain, pada tataran

lingkup kerja setingkat
instansi meskipun ada

resiko.
2. Kerjasama 4 Membangun komitmen | 4.1. Membangun sinergi
tim, sinergi antar unit kerja di
lingkup instansi yang
dipimpin;
4.2. Memfasilitasi
kepentingan yang

berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta
sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi;

4.3. Mengembangkan sistem




yang menghargai kerja

sama antar unit,
memberikan
dukungan/semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi
dalam rangka

pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi

Mampu mengemukakan
pemikiran multidimensi
secara lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1.

4.2.

4.3.

Mengintegrasikan
informasi-informasi
penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk

mendapatkan
pemahaman yang sama;
Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan;
Menuangkan
pemikiran/ konsep yang
multidimensi dalam
bentuk tulisan formal,
Menyampaikan
informasi secara
persuasif untuk
mendorong  pemangku
kepentingan sepakat
pada langkah-langkah

bersama dengan tujuan
meningkatkan  kinerja
secara keseluruhan.

4. Orientasi
hasil

pada

Mendorong unit kerja
mencapai target yang
ditetapkan atau melebihl
hasil kerja sebelumnya

4.1.

4.2.

4.3.

Mendorong unit kerja di
tingkat instansi untuk
mencapai kinerja yang

melebihi target yang
ditetapkan,;

Memantau dan
mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras
dengan sasaran

strategis instansi;
Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama
antar unit kerja dalam
rangka  meningkatkan
efektifitas dan efisiensi
pencaian target
organisasi.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,

memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
dari isu-isu  jangka
panjang, kesempatan,
atau kekuatan politik

dalam hal pelayanan

4.1.

Memahami dan memberi
perhatian kepada isu-
isu jangka panjang,
kesempatan atau
kekuatan politik yang
mempengaruhi

organisasi dalam




kebutuhan pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif, dan
profesional

4.2.

4.3.

hubungannya  dengan
dunia luar,
memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
terhadap  pelaksanaan
tugas-tugas pelayanan
publik secara objektif,
transparan, dan
professional dalam
lingkup organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya telah
selaras dengan standar
pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, serta

tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai
politik;

Menerapkan strategi
jangka panjang yang
berfokus pada

pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan

dalam menyusun
kebijakan dengan
mengikuti standar
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif,
transparan, tidak
terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok.
6. Pengembangan Menyusun program | 4.1. Menyusun program
diri dan orang lain pengembangan  jangka pengembangan jangka
panjang dalam rangka panjang bersama-sama
mendorong manajemen dengan bawahan,
termasuk  didalamnya
pembelajaran penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan
dan pengalaman
lainnya, serta
mengalokasikan waktu
untuk mengikuti
pelatihan/ pendidikan/
pengembangan
kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan
balik pada tataran
organisasi;
4.3. Mengembangkan orang-
orang disekitarnya




secara konsisten,
melakukan kaderisasi
untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola
Perubahan

Memimpin perubahan
pada unit kerja

4.1.

4.2.

4.3.

Mengarahkan unit kerja
untuk lebih siap dalam
menghadapi perubahan
termasuk memitigasi
risiko yang mungkin
terjadi;

Memastikan perubahan
sudah diterapkan secara
aktif di lingkup wunit
kerjanya secara berkala;
Memimpin dan
memastikan penerapan
program-program
perubahan selaras antar
unit kerja.

8. Pengambilan Menyelesaikan masalah | 4.1. Menyusun dan/atau
Keputusan yang mengandung risiko memutuskan konsep
tinggi, mengantisipasi penyelesaian  masalah
dampak keputusan, yang melibatkan
membuat tindakan beberapa/ seluruh
pengamanan, mitigasi fungsi dalam organisasi;
risiko 4.2. Menghasilkan solusi
dari berbagai masalah
yang kompleks, terkait
dengan bidang kerjanya
yang berdampak pada
pihak lain;

4.3. Membuat keputusan
dan mengantisipasi
dampak keputusannya
serta menyiapkan
tindakan
penanganannya
(mitigasi risiko).

B. Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa Mendayagunakan 4.1. Menginisiasi dan
perbedaan secara merepresentasikan
konstruktif dan kreatif pemerintah di
untuk meningkatkan lingkungan kerja dan
efektifitas organisasi masyarakat untuk
senantiasa menjaga

4.2.

persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan
menerima segala bentuk
perbedaan dalam
kehidupan
bermasyarakat;

Mampu
mendayagunakan
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik untuk mencapai




4.3.

kelancaran pencapaian
tujuan organisasi;
Mampu membuat
program yang
mengakomodasi
perbedaan
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik.

latar

C. Teknis

10. Advokasi
Kebijakan bidang
kesehatan,
pengendalian
penduduk dan
keluarga
berencana

Mampu mengembangkan
strategi penyusunan
kebijakan bidang
kesehatan, pengendalian
penduduk dan keluarga
berencana yang tepat
sesuai kondisi.

4.1.

4.2.

4.3.

Mengevaluasi strategi
advokasi yang ada saat
ini, menganalisis
kekuatan dan
kekurangan berbagai
metode yang dijalankan
dengan kelompok
sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma
standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan di  bidang
kesehatan, pengendalian
penduduk dan keluarga
berencana;
Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh
mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
di bidang kesehatan,
pengendalian penduduk
dan keluarga berencana.

11. Perencanaan
Penyediaan
Sarana dan
Prasarana
Kesehatan

Mampu mengevaluasi
perencanaan sarana dan
prasarana Kesehatan

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
evaluasi perencanaan,
pengelolaan,

pemanfaatan, realisasi,
administrasi, dan
distribusi sarana dan
prasaran kesehatan,
serta menemu kenali
kelebihan dan
kelemahan pengelolaan
dan administrasi sarana

dan prasarana
kesehatan;

Mampu menyusun
pedoman petunjuk

teknis tata kelola dan
administrasi sarana dan
prasarana kesehatan,;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait
perbaikan tata kelola
dan administrasi sarana




dan prasarana
kesehatan serta
peningkatan kapasitas
SDM pengelola sarana
dan prasarana
kesehatan

12. Analisis
kelayakan Ijin
Rumah Sakit
dan Fasilitas
Kesehatan

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan analisis
kelayakan ijin rumah
sakit dan fasilitas
kesehatan

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan analisis
kelayakan ijin rumah
sakit dan fasilitas
kesehatan serta
menemu kenali
kelebihan dan
kelemahan analisis
kelayakan ijin rumah
sakit dan fasilitas
kesehatan;

Mampu menyusun
teknik, metode, dan
mengembangkan
kapasitas SDM dalam
menganalisis kelayakan
ijin rumah sakit dan
fasilitas kesehatan;
Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait
pengembangan teknik,
metode, dan kapasitas
SDM dalam
menganalisis kelayakan
ijin rumah sakit dan
fasilitas kesehatan.

13. Pengendalian
Penduduk

Mampu
mengevaluasi dan
menyusun

perangkat
standar prosedur,

norma,

instrumen
pengendalian

kuantitas penduduk dan
pemetaan potensi

pengendalian

penduduk

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
evaluasi terhadap
pengendalian kuantitas
penduduk dan
pemetaan potensi
pengendalian penduduk,
menemu kenali
kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau
perbaikan pengendalian
kuantitas penduduk dan
pemetaan potensi
pengendalian penduduk
yang lebih efektif dan
efisien;

Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis dan cara kerja
pengendalian kuantitas
penduduk dan
pemetaan potensi
pengendalian penduduk;
dan

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder
pengendalian kuantitas
penduduk dan
pemetaan potensi
pengendalian penduduk
dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain
atau stakeholder terkait




kuantitas penduduk dan
pemetaan potensi
pengendalian penduduk.

14. Pengelolaan 4 Mampu mengevaluasi | 4.1. Mampu melakukan
Pelayanan dan dan menyusun evaluasi terhadap
Pembinaan perangkat norma, pengelolaan  pelayanan

Keluarga standar prosedur, dan pembinaan keluarga

Berencana instrumen  pengelolaan Eerericanli,l b.hmeneorlnu
pelayanan dan enali elebihan an

. kekurangan, melakukan
pembinaan keluarga

berencana pengembangan atau
perbaikan  pengelolaan
pelayanan dan
pembinaan keluarga
berencana yang lebih
efektif dan efisien;

4.2. Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis dan cara kerja
pengelolaan  pelayanan
dan pembinaan keluarga
berencana; dan

4.3. Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder
pengelolaan  pelayanan
dan pembinaan keluarga
berencana dan
memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada
instansi lain atau
stakeholder terkait
pengelolaan  pelayanan
dan pembinaan keluarga
berencana.

15.Advokasi 4 Mampu mengembangkan | 4.1 Mengevaluasi strategi
Kebijakan strategi advokasi advokasi yang ada saat
Kesehatan kebijakan kesehatan ini, menganalisis

yang tepat sesuai kekuatan dan

kondisi. kekurangan berbagai
metode yang dijalankan
dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

4.2 Mengembangkan norma
standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan kesehatan;

4.3 Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh
mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
kebijakan kesehatan;

II1. PERSYARATAN JABATAN

Tingkat pentingnya

Uraian terhadap jabatan

Jenis Persyaratan

Mutlak Pentin Perlu

g

A. Pendidika | 1. Jenjang Sarjana atau Diploma IV




2. Bidang
[Imu

Imu Kedokteran/ Kesehatan masyarakat/ Ilmu
Farmasi/ Ilmu Gizi dan Kesehatan/ Psikologi/
Manajemen/ Sosiologi dan bidang ilmu lain yang

relevan dengan bidang tugas

B. Pelatihan 1. Manajeria

1

Pelatihan
Pratama

Kepemimpinan

2. Teknis

- Pengadaan
Jasa;

- Manajemen Kesehatan;

- Perencanaan SDM
Kesehatan;

- Pelatihan
penduduk

- Pelatihan penyuluh
keluarga berencana

- Diklat lain yang relevan
dengan bidang tugas
jabatan

Barang dan

pengendalian

3. Fungsiona
|

Diklat Teknis Fungsional
sesuai jabatannya

C. Pengalaman kerja

-  Memiliki pengalaman
jabatan dalam = bidang
tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan
diduduki secara kumulatif
paling kurang selama S
(lima) dibidang
kesehatan

- Sedang/pernah menduduki
jabatan administrator atau
JF ahli madya paling
singkat 2 (dua) tahun.

tahun

D.Pangkat

Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

2. Kualitas

berencana;

yang meliputi

Terkendalinya jumlah pertumbuhan penduduk;
pengelolaan dan pembinaan keluarga

Kualitas penyelenggaraan urusan dibidang kesehatan
kesehatan masyarakat,

pelayanan

kesehatan, dan sumberdaya kesehatan.




11. STANDAR

KOMPETENSI

JABATAN

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Nama Jabatan

Kelompok Jabatan

Urusan Pemerintah

Kode Jabatan

KEPALA

DINAS  PENDIDIKAN,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

[. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Memimpin,

membina,

mengawasi,

mengkoordinasikan,

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang
Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

Mampu menciptakan
situasi kerja yang
mendorong  kepatuhan
pada nilai, norma, dan

etika organisasi

4.1.

4.2.

4.3.

Menciptakan situasi
kerja yang mendorong
seluruh pemangku
kepentingan mematuhi
nilai, norma, dan etika
organisasi dalam segala
situasi dan kondisi;
Mendukung dan
menerapkan prinsip
moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung
konsekuensinya;

Berani melakukan
koreksi atau mengambil
tindakan atas
penyimpangan kode
etik /nilai-nilai yang
dilakukan oleh orang
lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat
instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama

Membangun komitmen

tim, sinergi

4.1.

4.2.

4.3.

Membangun sinergi
antar unit kerja di
lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi
kepentingan yang
berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta
sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi;
Mengembangkan sistem
yang menghargai kerja
sama antar unit,
memberikan
dukungan/semangat




untuk memastikan
tercapainya sinergi
dalam rangka

pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi

Mampu mengemukakan
pemikiran multidimensi
secara lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1.

4.2.

4.3.

Mengintegrasikan
informasi-informasi
penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk

mendapatkan
pemahaman yang sama;
Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan;
Menuangkan
pemikiran/ konsep yang
multidimensi dalam
bentuk tulisan formal,
Menyampaikan
informasi secara
persuasif untuk
mendorong  pemangku
kepentingan sepakat
pada langkah-langkah

bersama dengan tujuan
meningkatkan  kinerja
secara keseluruhan.

4. Orientasi
hasil

pada

Mendorong unit kerja
mencapai target yang
ditetapkan atau melebihl
hasil kerja sebelumnya

4.1.

4.2.

4.3.

Mendorong unit kerja di
tingkat instansi untuk
mencapai kinerja yang

melebihi target yang
ditetapkan,;
Memantau dan

mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras
dengan
strategis instansi;

sasararn

Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama
antar unit kerja dalam

rangka  meningkatkan
efektifitas dan efisiensi
pencaian target
organisasi.

5. Pelayanan Publik Mampu memonitor, | 4.1. Memahami dan memberi
mengevaluasi, perhatian kepada isu-
memperhitungkan dan isu jangka panjang,
mengantisipasi dampak kesempatan atau
dari isu-isu  jangka kekuatan politik yang
panjang, kesempatan, mempengaruhi
atau kekuatan politik organisasi dalam
dalam hal pelayanan hubungannya  dengan
kebutuhan pemangku dunia luar,
kepentingan yang memperhitungkan dan

transparan, objektif, dan
profesional

mengantisipasi dampak
terhadap  pelaksanaan




4.2.

4.3.

tugas-tugas pelayanan
publik secara objektif,
transparan, dan
professional dalam
lingkup organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya telah
selaras dengan standar
pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, serta

tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai
politik;

Menerapkan strategi
jangka panjang yang
berfokus pada

pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan
dalam menyusun
kebijakan dengan
mengikuti standar
objektif, tidak
memihak, tidak
diskriminatif,
transparan,
terpengaruh
kepentingan
kelompok.

netral,

tidak

pribadi/

6. Pengembangan
diri dan orang lain

Menyusun program
pengembangan  jangka
panjang dalam rangka

mendorong manajemen

pembelajaran

4.1

4.2.

4.3.

.Menyusun

program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan,
termasuk  didalamnya
penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan
dan pengalaman
lainnya,
mengalokasikan waktu
untuk mengikuti
pelatihan/ pendidikan/
pengembangan
kompetensi dan karir;
Melaksanakan
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan
balik pada tataran
organisasi;
Mengembangkan orang-
orang disekitarnya
secara konsisten,
melakukan  kaderisasi
untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

serta

7. Mengelola

Memimpin perubahan

4.1.

Mengarahkan unit kerja




Perubahan

pada unit kerja

4.2.

4.3.

untuk lebih siap dalam
menghadapi perubahan
termasuk memitigasi
risiko yang mungkin
terjadi;

Memastikan perubahan
sudah diterapkan secara
aktif di lingkup unit
kerjanya secara berkala;
Memimpin dan
memastikan penerapan
program-program
perubahan selaras antar
unit kerja.

8. Pengambilan Menyelesaikan masalah | 4.1. Menyusun dan/atau
Keputusan yang mengandung risiko memutuskan konsep
tinggi, mengantisipasi penyelesaian  masalah
dampak keputusan, yang melibatkan
membuat tindakan beberapa/ seluruh
pengamanan; mitigasi fungsi dalam organisasi;
risiko 4.2. Menghasilkan solusi
dari berbagai masalah
yang kompleks, terkait
dengan bidang kerjanya
yang berdampak pada
pihak lain;

4.3. Membuat keputusan
dan mengantisipasi
dampak keputusannya
serta menyiapkan
tindakan
penanganannya
(mitigasi risiko).

B. Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa Mendayagunakan 4.1. Menginisiasi dan
perbedaan secara merepresentasikan
konstruktif dan kreatif pemerintah di
untuk meningkatkan lingkungan kerja dan
efektifitas organisasi masyarakat untuk
senantiasa menjaga

4.2.

4.3.

persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan
menerima segala bentuk
perbedaan
kehidupan
bermasyarakat;
Mampu
mendayagunakan
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian
tujuan organisasi;
Mampu membuat
program yang
mengakomodasi

dalam




perbedaan latar
belakang,

agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik.
C. Teknis
10. Advokasi Mampu mengembangkan | 4.1. Mengevaluasi teknik,
Kebijakan strategi advokasi yang metode strategi advokasi
Pendidikan, tepat sesuai kondisi. yang ada saatini,
Kepemudaan, menganalisis kelemahan

dan Olahraga

4.2.

4.3.

dan kekurangan serta
mengembangkan
berbagai teknik, metode
strategi advokasi yang
lebih efektif dan efisien
dari berbagai kondisi
stakeholder;

Mampu
mengembangkan norma

standar, kriteria,
pedoman, petunjuk
teknis strategi
komunikasi dan
pelaksanaan  advokasi
yang efektif serta
monitoring evaluasi
advokasi kebijakan
Bidang Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olahraga;

Memampukan
stakeholder untuk
mengembangkan

strategi advokasi yang
tepat untuk diri mereka
sendiri; mengidentifikasi
hambatan di lingkungan
mereka sendiri dalam
penerapan kebijakan;
serta  mengidentifikasi
menemukan akses ke
sumber daya yang
dibutuhkan untuk
menerapkan kebijakan.

11. Pengelolaan
Kepemudaan

Mampu mengembangkan
perangkat norma standar
prosedurdan

mengevaluasi teknik
pengelolaan kepemudaan

4.1.

4.2.

Mampu melakukan
evaluasi  perencanaan,
penyadaran,
pelaksanaan, dan
pengelolaan
kepemudaan daerah
serta menemu kenali
kelebihan dan
kelemahan pelaksanaan
dan pengelolaan
kepemudaan;

Mampu menyusun
metode /teknik
pelaksanaan dan
pengelolaan
kepemudaan serta

rencana pengembangan




4.3.

pemuda dan organisasi
kepemudaan; dan

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait

metode/teknik
pelaksanaan dan
pengelolaan
kepemudaan serta

rencana pengembangan
pemuda dan organisasi

kepemudaan.
12. Pengelolaan Mampu mengevaluasi | 4.1. Mampu melakukan
Keolahragaan pelaksanaan dan evaluasi  perencanaan,
pengelolaan keolahrgaan pelaksanaan,
pengelolaan, dan
pembinaan
keolahragaan serta
menemu kenali
kelebihan dan
kelemahan pelaksanaan
dan pengelolaan
keolahragaan;
4.2. Mampu menyusun
metode /teknik
pengelolaan dan

4.3.

pembinaan serta serta
rencana pengembangan
olahraga dan organisasi
keolahragaan; dan

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait

metode/teknik
pengelolaan dan
pembinaan serta

rencana pengembangan
olahraga dan organisasi
keolahragaan.

13. Manajemen
Pendidikan

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan manajemen
pendidikan

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan
perencanaan,
pelaksanaan, dan
evaluasi manajemen
pendidikan;

Mampu menyusun
teknik /metode
perbaikan pelaksanaan
manajemen pendidikan;
Mampu meyakinkan
stakeholder dalam
pelaksanaan manajemen
pendidikan.

14.Perencanaan
SDM Pendidik
dan
Kependidikan
dan
Pemenuhannya

Mampu mengevaluasi
perencanaan SDM
pendidik

dan kependidikan dan
pemenuhannya

4.1.

4.2.

Mampu mengevaluasi
perencanaan SDM
Pendidik dan

Kependidikan yang ada
sesuai dengan jumlah
dan sebaran serta
proyeksi anak  usia
sekolah;

Mampu menyusun
pedoman dan petunjuk




4.3.

teknis Perencanaan
SDM Pendidik dan
Kependidikan;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari pemangku
kepentingan  terhadap
Perencanaan SDM
Pendidik dan
Kependidikan dan
pemenuhannya.

15. Advokasi 4
Kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu mengembangkan
strategi
kebijakan
daerah yang tepat sesuai
kondisi

advokasi
otonomi

4.1.

4.2.

4.3.

Mengevaluasi strategi
advokasi yang ada saat
ini, menganalisis
kekuatan dan
kekurangan berbagai
metode yang dijalankan
dengan kelompok
sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma
standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh
mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan

otonomi daerah.

II1. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya
terhadap jabatan

Pentin
g

Mutlak Perlu

A. Pendidika
n

1. Jenjang

Sarjana atau Diploma IV

2. Bidang
IImu

Keguruan dan Ilmu Pendidikan/ Administrasi Negara/
IImu Pemerintahan/ Ilmu Politik/ IImu Hukum/Imu-
Ilmu Sosial dan bidang ilmu lain yang relevan dengan
bidang tugas

B. Pelatihan 1. Manajeria | Pelatihan Kepemimpinan N
| Pratama
2. Teknis - Pengadaan Barang dan
Jasa;
- Manajemen Sekolah;
- Perencanaan SDM
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan serta Tenaga v
Kebudayaan;

Diklat lain yang relevan
dengan bidang tugas
jabatan




3. Fungsiona
|

Diklat Teknis Fungsional
sesuai jabatannya

C. Pengalaman kerja

Memiliki pengalaman
jabatan dalam  bidang
tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan

diduduki secara kumulatif
paling kurang selama 5

(lima) tahun dibidang
pendidikan dan
kebudayaan;

Sedang/pernah menduduki
jabatan administrator atau
JF ahli madya paling
singkat 2 (dua) tahun.

D.Pangkat

Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1.

2.
3

Kualitas pengembangan bidang kepemudaaan dan

olahraga;

Kualitas penyelenggaraan Pendidikan;
. Persentase

Peningkatan
Olahraga.

Pemuda

dan




12. STANDAR KOMPETENSI JABATAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG
Nama Jabatan

Kelompok Jabatan

Urusan Pemerintah

Kode Jabatan

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Melaksanakan sebagian tugas Bupati di bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang dengan merumuskan kebijakan
dalam penyusunan program, pelaksanaan pembangunan,
pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan, pembinaan,
pembimbingan dan pengendalian, terhadap penyelenggaraan
infrastruktur jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan dan
pengembangan sumber daya air berupa jaringan irigasi dan
bangunan pelengkap lainnya serta melakukan pendataan,
pengendalian dan pengawasan dan rekomendasi terhadap
pemanfaatan  aset infrastruktur kebinamargaan  dan
sumberdaya air atau diluar fungsinya dan tugas lain yang
diberikan Bupati.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

Mampu menciptakan
situasi kerja yang
mendorong  kepatuhan
pada nilai, norma, dan

etika organisasi

4.1. Menciptakan situasi
kerja yang mendorong
seluruh pemangku
kepentingan mematuhi
nilai, norma, dan etika
organisasi dalam segala
situasi dan kondisi;
Mendukung dan
menerapkan prinsip
moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung
konsekuensinya;

Berani melakukan
koreksi atau mengambil
tindakan atas
penyimpangan kode
etik /nilai-nilai yang
dilakukan oleh orang
lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat
instansi meskipun ada
resiko.

4.2.

4.3.

2. Kerjasama

Membangun komitmen | 4.1.

tim, sinergi

Membangun sinergi
antar unit kerja di
lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi
kepentingan yang
berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta

4.2.




4.3.

sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi;

Mengembangkan sistem
yang menghargai kerja

sama antar unit,
memberikan
dukungan/semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi
dalam rangka

pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi

Mampu mengemukakan
pemikiran multidimensi
secara lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Mengintegrasikan
informasi-informasi
penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk

mendapatkan
pemahaman yang sama;
Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan;
Menuangkan

pemikiran/ konsep yang
multidimensi dalam
bentuk tulisan formal,
Menyampaikan
informasi secara
persuasif untuk
mendorong  pemangku
kepentingan sepakat
pada langkah-langkah

bersama dengan tujuan
meningkatkan  kinerja
secara keseluruhan.

4. Orientasi Pada

Hasil

Mendorong unit kerja
mencapai target yang
ditetapkan atau melebihl
hasil kerja sebelumnya

4.1.

4.2.

4.3.

Mendorong unit kerja di
tingkat instansi untuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang
ditetapkan,;

Memantau dan
mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar
dengan
strategis instansi;
Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama
antar unit kerja dalam
rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi
pencaian target
organisasi.

selaras
sasaran

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,

memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak

dari isu-isu  jangka

4.1.

Memahami dan memberi
perhatian kepada isu-
isu jangka panjang,
kesempatan atau




panjang, kesempatan,
atau kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif, dan
profesional

4.2.

4.3.

kekuatan politik yang

mempengaruhi

organisasi dalam
hubungannya  dengan
dunia luar,

memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
terhadap  pelaksanaan
tugas-tugas pelayanan
publik secara objektif,
transparan, dan
professional dalam
lingkup organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya telah
selaras dengan standar
pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, serta

tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai
politik;

Menerapkan strategi
jangka panjang yang
berfokus pada

pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan

dalam menyusun
kebijakan dengan
mengikuti standar
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif,
transparan, tidak
terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok.

6. Pengembangan Menyusun program | 4.1. Menyusun program
Diri dan Orang pengembangan  jangka pengembangan  jangka
Lain panjang dalam rangka panjang bersama-sama

mendorong manajemen dengan bawahan,
termasuk didalamnya

pembelajaran penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan
dan pengalaman
lainnya, serta
mengalokasikan waktu
untuk mengikuti
pelatihan/ pendidikan/
pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2. Melaksanakan

manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan
balik pada tataran




4.3.

organisasi;
Mengembangkan orang-
orang disekitarnya
secara konsisten,
melakukan  kaderisasi
untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola
Perubahan

Memimpin perubahan
pada unit kerja

4.1.

4.2.

4.3.

Mengarahkan unit kerja
untuk lebih siap dalam
menghadapi perubahan
termasuk memitigasi
risiko yang mungkin
terjadi;

Memastikan perubahan
sudah diterapkan secara
aktif di lingkup wunit
kerjanya secara berkala;
Memimpin dan
memastikan penerapan
program-program
perubahan selaras antar
unit kerja.

8. Pengambilan Menyelesaikan masalah | 4.1. Menyusun dan/atau
Keputusan yang mengandung risiko memutuskan konsep
tinggi, mengantisipasi penyelesaian  masalah
dampak keputusan, yang melibatkan
membuat tindakan beberapa/ seluruh
pengamanan;  mitigasi fungsi dalam organisasi;
risiko 4.2. Menghasilkan solusi
dari berbagai masalah
yang kompleks, terkait
dengan bidang kerjanya
yang berdampak pada
pihak lain;

4.3. Membuat keputusan
dan mengantisipasi
dampak keputusannya
serta menyiapkan
tindakan
penanganannya
(mitigasi risiko).

B. Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa Mendayagunakan 4.1.Menginisiasi dan
perbedaan secara merepresentasikan
konstruktif dan kreatif pemerintah di
untuk meningkatkan lingkungan kerja dan
efektifitas organisasi masyarakat untuk
senantiasa menjaga

4.2.

persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan
menerima segala bentuk
perbedaan dalam
kehidupan
bermasyarakat;

Mampu
mendayagunakan
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,




suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian
tujuan organisasi;

4.3. Mampu membuat
program yang
mengakomodasi
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik.

C. Teknis
10. Advokasi Mampu mengembangkan | 4.1 Mengevaluasi strategi
Kebijakan strategi advokasi advokasi yang ada saat
Pekerjaan Umum kebijakan pekerjaan ini, menganalisis
dan Penataan umum dan penataan kekuatan dan
Ruang serta ruang serta pertanahan kekurangan berbagai
Pertanahan metode yang dijalankan
dengan kelompok

4.2

4.3

sasaran yang berbeda;

Mengembangkan norma
standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan pekerjaan
umum dan penataan

ruang serta pertanahan;
Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh
mereka sendiri
menerapkan kebijakan
pekerjaan umum dan

dalam

penataan ruang serta

pertanahan;
11.Advokasi Mampu mengembangkan | 4.1. Mengevaluasi strategi
Kebijakan strategi advokasi advokasi yang ada saat
Pembangunan kebijakan pembangunan ini, menganalisis
Infrastruktur infrastruktur yang tepat kekuatan dan
sesuai kondisi kekurangan berbagai
metode yang dijalankan
dengan kelompok

4.2.

4.3.

sasaran yang berbeda;

Mengembangkan norma
standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk

teknis strategi advokasi
kebijakan pembangunan
infrastruktur;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang




dapat dijalankan oleh
mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
pembangunan
infrastruktur.

12.Teknik
Perencanaan dan
Pengendalian Tata
Ruang

Mampu mengevaluasi
dan menyusun
perangkat norma standar
prosedur instrument
perencanaan dan
pengendalian tata ruang

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
evaluasi terhadap
teknis/metode/sistem
perencanaan dan
pengendalian tata
ruang, menemu kenali
kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau
perbaikan teknik
perencanaan dan
pengendalian tata ruang
yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,
instrumen perencanaan
dan pengendalian tata
ruang;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder
terhadap sistem
perencanaan dan
pengendalian tata ruang
serta memberikan
bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
perencanaan dan
pengendalian tata
ruang;

13.Rancang Bangun
Infrastruktur
Sumber Daya Air
dan Saluran
Drainase

Mampu mengevaluasi

Ketersediaan
infrastruktur Sumber
Daya Air dan saluran
Drainase dan
menyusun rancang
bangun konstruksi
Sumber Daya Air dan
Saluran Drainase

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
evaluasi ketersediaan
infrastruktur
(bendungan, embung,
saluran primer dan
tersier  irigasi) serta
menemu kenali
kelebihan dan
kekurangan
ketersediaan
infrastruktur Sumber
Daya Air dan Saluran
Drainase;
Mampu
rancang
infrastruktur
(bendungan, embung,
saluran primer dan
tersier irigasi) dan
Saluran Drainase;
Mampu meyakinkan
dan memperoleh
dukungan dari
stakeholder terhadap
rencana pembangunan
infrastruktur
(bendungan, embung,
saluran  primer dan

menyusun
bangun




tersier irigasi) dan
Saluran Drainase.

14.Rancang bangun
Infrastruktur
Jalan, Jembatan,
dan Bangunan
Pelengkap

Mampu mengevaluasi
ketersediaan
Infrastruktur Jalan,
Jembatan, dan
Bangunan Pelengkap
dan menyusun rancang
bangun Infrastruktur
Jalan, Jembatan, dan
Bangunan Pelengkap

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
evaluasi ketersediaan
infrastruktur Jalan,
Jembatan, dan
Bangunan Pelengkap
serta menemu kenali
kelebihan dan
kekurangan
ketersediaan
infrastruktur Jalan,
Jembatan, dan
Bangunan Pelengkap;
Mampu menyusun
rancang bangun
Infrastruktur Jalan,
Jembatan, dan
Bangunan Pelengkap;
Mampu meyakinkan
dan memperoleh
dukungan dari
stakeholder terhadap
rencana pembangunan
Infrastruktur Jalan,
Jembatan, dan
Bangunan Pelengkap.

15.Analisis
Kelayakan Izin
Mendirikan
Bangunan

Mampu mengevaluasi
dan menyusun
perangkat norma standar
prosedur instrumen
analisis kelayakan izin
mendirikan bangunan

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
evaluasi terhadap
teknis/ metode/ sistem
cara kerja menemukan
kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
analisis kelayakan izin

mendirikan  bangunan
yang lebih efektif/
efisien,;

Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,
instrumen  pelaksanan

analisis kelayakan izin
mendirikan bangunan;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder
pelaksanaan analisis
kelayakan izin
mendirikan  bangunan
dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
analisis kelayakan izin
mendirikan bangunan.

16.Advokasi
Kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah yang tepat sesuai
kondisi

4.1.

Mengevaluasi strategi
advokasi yang ada saat
ini, menganalisis
kekuatan dan
kekurangan berbagai
metode yang dijalankan
dengan kelompok

sasaran yang berbeda;




4.2.

4.3.

Mengembangkan norma

standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh
mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
otonomi daerah.




II1. PERSYARATAN JABATAN

Tingkat pentingnya

Uraian terhadap jabatan
Jenis Persyaratan :
Mutlak Per;tm Perlu
A. Pendidika | 1. Jenjang Sarjana atau Diploma IV
n
2. Bidang Teknik Sipil/Teknik Industri/ Arsitektur /Teknik
[Imu Pengairan dan bidang ilmu lain yang relevan dengan

bidang tugas

B. Pelatihan 1. Manajeria

1

Pelatihan
Pratama

Kepemimpinan

2. Teknis

- Pengadaan
Jasa;

- Perencanaan;

- Kebinamargaan;

- Cipta Karya;

- Pengelolaan Sumber Daya
Air;

- Diklat lain yang relevan
dengan bidang tugas
jabatan

Barang dan

3. Fungsiona
1

Diklat Teknis Fungsional
sesuai jabatannya

C. Pengalaman kerja

- Memiliki pengalaman
jabatan  dalam = bidang
tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan
diduduki secara kumulatif
paling kurang selama S
(lima) dibidang
pekerjaan umum
penataan ruang

- Sedang/pernah menduduki
jabatan administrator atau
JF ahli madya paling
singkat 2 (dua) tahun.

tahun
dan

D.Pangkat

Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

Kualitas konstruksi jalan, jembatan, saluran irigasi,

drainase, dan penataan ruang




13. STANDAR KOMPETENSI JABATAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

Nama Jabatan KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
Kelompok Jabatan JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
Urusan Pemerintah PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN
PERHUBUNGAN
Kode Jabatan
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
[. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan Merumuskan kebijakan teknis, merencanakan,
mengkoordinasikan, dan melaksanakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan

permukiman, perhubungan dan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

Mampu menciptakan situasi
situasi kerja yang
mendorong  kepatuhan
pada nilai, norma, dan

etika organisasi

4.1. Menciptakan
kerja yang mendorong
seluruh pemangku
kepentingan mematuhi
nilai, norma, dan etika
organisasi dalam segala
situasi dan kondisi;
Mendukung dan
menerapkan prinsip
moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung
konsekuensinya;

Berani
koreksi atau mengambil
tindakan
penyimpangan
etik /nilai-nilai
dilakukan oleh orang
lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat
instansi meskipun ada
resiko.

4.2.

4.3. melakukan

atas
kode

yang

2. Kerjasama

Membangun komitmen | 4.1.

tim, sinergi

Membangun
antar
lingkup
dipimpin;

Memfasilitasi
kepentingan yang
berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta
sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi;
Mengembangkan sistem
yang menghargai kerja

sinergi
kerja di
instansi yang

unit

4.2.

4.3.




sama antar unit,
memberikan
dukungan/semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi
dalam rangka

pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi

Mampu mengemukakan
pemikiran multidimensi
secara lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Mengintegrasikan
informasi-informasi
penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk

mendapatkan
pemahaman yang sama;
Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan;
Menuangkan

pemikiran/ konsep yang
multidimensi dalam
bentuk tulisan formal;
Menyampaikan
informasi secara
persuasif untuk
mendorong  pemangku
kepentingan sepakat
pada langkah-langkah

bersama dengan tujuan
meningkatkan  kinerja
secara keseluruhan.

4. Orientasi
hasil

pada

Mendorong unit kerja
mencapai target yang
ditetapkan atau melebihi
hasil kerja sebelumnya

4.1.

4.2.

4.3.

Mendorong unit kerja di
tingkat instansi untuk
mencapai kinerja yang

melebihi target yang
ditetapkan,;
Memantau dan

mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras
dengan sasaran
strategis instansi;
Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama
antar unit kerja dalam
rangka  meningkatkan
efektifitas dan efisiensi
pencaian target
organisasi.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,

memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
dari isu-isu  jangka
panjang, kesempatan,
atau kekuatan politik

dalam hal pelayanan

4.1.

Memahami dan memberi
perhatian kepada isu-
isu jangka panjang,
kesempatan atau
kekuatan politik yang
mempengaruhi
organisasi

hubungannya

dalam
dengan




kebutuhan pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif, dan
profesional

4.2.

4.3.

dunia luar,
memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
terhadap  pelaksanaan
tugas-tugas pelayanan
publik secara objektif,
transparan, dan
professional dalam
lingkup organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya telah
selaras dengan standar
pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, serta

tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai
politik;

Menerapkan strategi
jangka panjang yang
berfokus pada

pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan

dalam menyusun
kebijakan dengan
mengikuti standar
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif,
transparan, tidak
terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok.
6. Pengembangan Menyusun program | 4.1. Menyusun program
diri dan orang lain pengembangan  jangka pengembangan jangka
panjang dalam rangka panjang bersama-sama
mendorong manajemen dengan bawahan,
termasuk didalamnya
pembelajaran penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan
dan pengalaman
lainnya, serta
mengalokasikan waktu
untuk mengikuti
pelatihan/ pendidikan/
pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan
balik pada tataran
organisasi;

4.3. Mengembangkan orang-
orang disekitarnya
secara konsisten,
melakukan  kaderisasi




untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola
Perubahan

Memimpin perubahan
pada unit kerja

4.1.

4.2.

4.3.

Mengarahkan unit kerja
untuk lebih siap dalam
menghadapi perubahan
termasuk memitigasi
risiko yang mungkin
terjadi;

Memastikan perubahan
sudah diterapkan secara
aktif di lingkup wunit
kerjanya secara berkala;
Memimpin dan
memastikan penerapan
program-program
perubahan selaras antar
unit kerja.

8. Pengambilan Menyelesaikan masalah | 4.1. Menyusun dan/atau
Keputusan yang mengandung risiko memutuskan konsep
tinggi, mengantisipasi penyelesaian  masalah
dampak keputusan, yang melibatkan
membuat tindakan beberapa/ seluruh
pengamanan; mitigasi fungsi dalam organisasi;
risiko 4.2. Menghasilkan solusi
dari berbagai masalah
yang kompleks, terkait
dengan bidang kerjanya
yang berdampak pada
pihak lain;

4.3. Membuat keputusan
dan mengantisipasi
dampak keputusannya
serta menyiapkan
tindakan
penanganannya
(mitigasi risiko).

B. Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa Mendayagunakan 4.1. Menginisiasi dan
perbedaan secara merepresentasikan
konstruktif dan kreatif pemerintah di
untuk meningkatkan lingkungan kerja dan
efektifitas organisasi masyarakat untuk
senantiasa menjaga

4.2.

persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan
menerima segala bentuk
perbedaan dalam
kehidupan
bermasyarakat;

Mampu
mendayagunakan
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian
tujuan organisasi;




4.3. Mampu

membuat
program yang
mengakomodasi
perbedaan
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi

politik.

latar

C.

Teknis

10. Advokasi

Kebijakan
Perumahan,
Kawasan
Permukiman,
dan
Perhubungan

Mampu mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan  perumahan,
kawasan  permukiman,
dan perhubungan

4.1

4.2

4.3

Mengevaluasi strategi
advokasi yang ada saat
ini, menganalisis
kekuatan dan
kekurangan berbagai
metode yang dijalankan
dengan kelompok
sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma
standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan perumahan,
kawasan permukiman,
dan perhubungan;
Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh
mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
perumahan, kawasan
permukiman, dan
perhubungan.

11.

Perencanaan
Pembangunan
Kawasan
Permukiman

Mampu mengevaluasi
konsep dan prosedur di
bidang perumahan

4.1.

4.2.

4.3.

Mengevaluasi efektifitas
penerapan prosedur di
bidang perumahan;
Menguji substansi dasar
perumahan dalam
pelaksanaankegiatan di
unit kerjanya;

Menjaga pelaksanaan
prosedur dan kebijakan
di bidang perumahan
dapat terselenggara
sesuai dengan standar
yang telah ditetapkan.

12.

Pengawasan
pembangunan,
kawasan
permukiman,
dan perumahan

Mampu mengevaluasi
konsep dan prosedur di
bidang pengawasan
pembangunan, kawasan
permukiman, dan
perumahan

4.1.

Mampu melakukan
evaluasi konsep dan
prosedur di  bidang
pengawasan

pembangunan, kawasan
permukiman, dan
perumahan serta
menemu kenali
kelebihan dan
kekurangan pengawasan
pembangunan, kawasan
permukiman dan
perumahan;




4.2.

4.3.

Mampu menyusun
konsep dan prosedur di
bidang pengawasan
pembangunan, kawasan
permukiman, dan
perumahan;
Mampu
dan
dukungan
stakeholder terhadap
rencana konsep dan
prosedur di  bidang
pengawasan
pembangunan, kawasan
permukiman, dan
perumahan.

meyakinkan
memperoleh
dari

13.Analis Kelayakan 4

Pembangunan
Kawasan dan
Pendirian
Bangunan

Mengembangkan konsep,
teori, kebijakan, dan
menjadi sumber rujukan
untuk implementasi
serta pemecahan
masalah pembangunan
sarana dan

prasarana

4.1.

4.2.

4.3.

Mengidentifikasi,
menganalisis,
konsep,
pembangunan
dan prasarana
pelaksanaannya
menemu
kelebihan
kekurangan
rekomendasi
perbaikannya
Mengembangkan teori,
konsep dan kebijakan
pembangunan  sarana
dan prasarana,
meyakinkan stakeholder
dan shareholder terkait
untuk menerimakonsep,
teori dan kebijakanyang
dikembangkan

Menjadi sumber rujukan
utama (nasional) dalam
implementasi kebijakan
dan pemecahan masalah
dalam pembangunan
sarana dan prasarana
terkait perumahan dan
kawasan permukiman.

teori,
kebijakan
sarana
serta

kenali
dan
dan

14.Penataan
Perumahan
Kawasan
Permukiman
Kumuh

dan

Mampu mengevaluasi
penataan perumahan
dan kawasan

permukiman kumuh

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu mengevaluasi
penataan perumahan
dan kawasan
permukiman kumuh
serta menemu kenali
kelebihan dan
kelemahan evaluasi
penataan perumahan
dan kawasan
permukiman kumuh;
Mampu menyusun
teknik, metode dalam
mengevaluasi penataan
perumahan dan
kawasan  permukiman
kumuh;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait

pengembangan teknik,
metode mengevaluasi
penataan perumahan
dan kawasan

permukiman kumuh.




15.Manajemen lalu
lintas

Mampu mengevaluasi
dan
Menyusun perangkat

norma standar prosedur
Manajemen lalu lintas

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
evaluasi manajemen lalu
lintas yang ada,
menemu kenali
kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan manjemen
kerja  menjadi lebih
effektif/effisien;

Mampu menyusun
pedoman petunjuk
teknis, standar dan
prosedur, untuk
rencana induk jaringan
LLAJ, perlengkapan
jalan,manajemen dan
rekayasa lalu lintas,
analisa dampak lalu
lintas serta audit dan
inspeksi keselamatan
LLAJ;

Mampu meyakinkan dan
mampu memperoleh
dukungan dari
stakeholder terkait
perubahan manajemen
lalu lintas dan
memberikan bimbingan

dan fasilitasi kepada
instansi lain atau
stakeholder terkait
dalam menerapkan
perubahan dimaksud.
16.Pengelolaan Mampu mengevaluasi | 4.1. Mampu melakukan
Angkutan Jalan dan menyusun evaluasi terhadap
perangkat norma, pengelolaan angkutan
standar prosedur, jalan yang adg, menemu
instrumen upaya kenali kelebihan dan
pengelolaan angkutan kekurangan melakukan
X pengembangan atau
jalan . .
perbaikan manajemen
kerja  menjadi lebih
effektif/effisien
4.2. Mampu menyusun
pedoman petunjuk
teknis, standar dan
prosedur, untuk
pengelolaan terminal,
jaringan trayek,
pengelolaan  angkutan
umum
4.3. Mampu meyakinkan dan
mampu memperoleh
dukungan dari
stakeholder terkait
perubahan dan
memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada
instansi lain atau
stakeholder terkait
dalam menerapkan
perubahan dimaksud.
17.Analisis Mampu mengevaluasi | 4.1. Mampu melakukan
Kelayakan dan menyusun evaluasi teknis metode
Perizinan terminal perangkat norma standar analisa kelayakan
prosedur instrumen perizinan terminal,
analisa kelayakan menemu kenali




perizinan terminal kelebihan dan
kekurangan melakukan

pengembangan atau
perbaikan teknis metode
analisa kelayakan
perizinan terminal,

4.2. Mampu
mengembangkan teknik
pengumpulan

pengolahan penyajian
data perizinan terminal
dan pemanfaatannya
yang lebih efisien;

4.3. Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan

dari stakeholder
terhadap hasil analisa
kelayakan perizinan
terminal serta

memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada

instansi lain atau
stakeholder terkait

perizinan terminal.
18.Advokasi 4 Mampu mengembangkan | 4.1. Mengevaluasi strategi
Kebijakan strategi advokasi advokasi yang ada saat
Otonomi Daerah kebijakan otonomi ini, menganalisis
daerah yang tepat sesuai kekuatan dan
kondisi kekurangan berbagai
metode yang dijalankan
dengan kelompok

sasaran yang berbeda;
4.2. Mengembangkan norma

standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah;

4.3. Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh
mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

I1I. PERSYARATAN JABATAN
Uraian Tingkat per.1t1ngnya
terhadap jabatan
Jenis Persyaratan

Mutlak Per;tln Perlu

A. Pendidika | 1. Jenjang Sarjana atau Diploma IV

n

2. Bidang Teknik Lingkungan/ Arsitektur/ Sipil/ Transportasi /
IImu Imu Sosial / Ilmu Manajemen / Ilmu Perencanaan
Wilayah / Ilmu Teknik atau Rekayasa / [lmu Hukum




dan bidang ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas

B. Pelatihan 1. Manajerial

Pelatihan Kepemimpinan J
Pratama

2. Teknis

- Pengadaan Barang dan

Jasa;
- Perumahan dan Kawasan

Permukiman;
- Diklat Manajemen

Angkutan Umum; N
- Diklat Penyusunan

Analisis Dampak Lalu

Lintas;

- Diklat lain yang relevan
dengan bidang tugas

jabatan
3. Fungsiona | Diklat Teknis Fungsional N
| sesuai jabatannya
C. Pengalaman kerja -  Memiliki pengalaman N

jabatan dalam  bidang
tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan
diduduki secara kumulatif
paling kurang selama 5

(lima) tahun  dibidang
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman dan

Lingkungan Hidup

- Sedang/pernah menduduki
jabatan administrator atau
JF ahli madya paling
singkat 2 (dua) tahun.

D.Pangkat

Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

Kualitas Penataan Kawasan Perumahan;

Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni;
Kualitas manajemen perhubungan;

Kualitas pengelolaan sarana prasarana transportasi.

PN




14. STANDAR KOMPETENSI JABATAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan

Urusan Pemerintah

Kode Jabatan

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

KETENTRAMAN,

KETERTIBAN

UMUM DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT SERTA SUB URUSAN
KEBAKARAN

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

[. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
serta sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah
dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai

prosedur

Pemerintah Kabupaten Kebumen

dan ketentuan yang berlaku
mendukung pencapaian sasaran program serta visi

dalam rangka

misi

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

Mampu
situasi
mendorong

menciptakan
kerja yang

kepatuhan
pada nilai, norma, dan
etika organisasi

4.1.

4.2.

4.3.

Menciptakan situasi
kerja yang mendorong
seluruh pemangku
kepentingan mematuhi
nilai, norma, dan etika
organisasi dalam segala
situasi dan kondisi;
Mendukung dan
menerapkan prinsip
moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung
konsekuensinya;

Berani melakukan
koreksi atau mengambil
tindakan atas
penyimpangan kode
etik /nilai-nilai yang
dilakukan oleh orang
lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat
instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama

Membangun komitmen

tim, sinergi

4.1.

4.2.

4.3.

Membangun sinergi
antar unit kerja di
lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi
kepentingan yang
berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta
sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi;
Mengembangkan sistem




yang menghargai kerja

sama antar unit,
memberikan
dukungan/semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi
dalam rangka

pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi

Mampu mengemukakan
pemikiran multidimensi
secara lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1.

4.2.

4.3.

Mengintegrasikan
informasi-informasi
penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk

mendapatkan
pemahaman yang sama;
Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan;
Menuangkan
pemikiran/ konsep yang
multidimensi dalam
bentuk tulisan formal;
Menyampaikan
informasi secara
persuasif untuk
mendorong  pemangku
kepentingan sepakat
pada langkah-langkah

bersama dengan tujuan
meningkatkan  kinerja
secara keseluruhan.

4. Orientasi
hasil

pada

Mendorong unit kerja
mencapai target yang
ditetapkan atau melebihl
hasil kerja sebelumnya

4.1

4.2.

4.3.

.Mendorong unit kerja di

tingkat instansi untuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang
ditetapkan,;

Memantau dan
mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras
dengan sasaran
strategis instansi;
Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama
antar unit kerja dalam

rangka  meningkatkan
efektifitas dan efisiensi
pencaian target
organisasi.

5. Pelayanan Publik Mampu memonitor, | 4.1. Memahami dan memberi
mengevaluasi, perhatian kepada isu-
memperhitungkan dan isu jangka panjang,
mengantisipasi dampak kesempatan atau
dari isu-isu jangka kekuatan politik yang
panjang, kesempatan, mempengaruhi
atau kekuatan politik organisasi dalam
dalam hal pelayanan hubungannya  dengan




kebutuhan pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif, dan
profesional

4.2.

4.3.

dunia luar,
memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
terhadap  pelaksanaan
tugas-tugas pelayanan
publik secara objektif,
transparan, dan
professional dalam
lingkup organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya telah
selaras dengan standar
pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, serta

tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai
politik;

Menerapkan strategi
jangka panjang yang
berfokus pada

pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan

dalam menyusun
kebijakan dengan
mengikuti standar
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif,
transparan, tidak
terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok.
6. Pengembangan Menyusun program | 4.1. Menyusun program
diri dan orang lain pengembangan  jangka pengembangan jangka
panjang dalam rangka panjang bersama-sama
) dengan bawahan,
mendorong manajemen termasuk didalamnya
pembelajaran penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan
dan pengalaman
lainnya, serta
mengalokasikan waktu
untuk mengikuti
pelatihan/ pendidikan/
pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan
balik pada tataran
organisasi;

4.3. Mengembangkan orang-
orang disekitarnya
secara konsisten,
melakukan  kaderisasi




untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola
Perubahan

Memimpin perubahan
pada unit kerja

4.1.

4.2.

4.3.

Mengarahkan unit kerja
untuk lebih siap dalam
menghadapi perubahan
termasuk memitigasi
risiko yang mungkin
terjadi;

Memastikan perubahan
sudah diterapkan secara
aktif di lingkup wunit
kerjanya secara berkala;
Memimpin dan
memastikan penerapan
program-program
perubahan selaras antar
unit kerja.

8. Pengambilan Menyelesaikan masalah | 4.1. Menyusun dan/atau
Keputusan yang mengandung risiko memutuskan konsep
tinggi, mengantisipasi penyelesaian  masalah
dampak keputusan, yang melibatkan
membuat tindakan beberapa/ seluruh
pengamanan; mitigasi fungsi dalam organisasi;
risiko 4.2. Menghasilkan solusi
dari berbagai masalah
yang kompleks, terkait
dengan bidang kerjanya
yang berdampak pada
pihak lain;

4.3. Membuat keputusan
dan mengantisipasi
dampak keputusannya
serta menyiapkan
tindakan
penanganannya
(mitigasi risiko).

B. Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa Mendayagunakan 4.1. Menginisiasi dan
perbedaan secara merepresentasikan
konstruktif dan kreatif pemerintah di
untuk meningkatkan lingkungan kerja dan
efektifitas organisasi masyarakat untuk
senantiasa menjaga

4.2.

persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan
menerima segala bentuk
perbedaan dalam
kehidupan
bermasyarakat;

Mampu
mendayagunakan
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian
tujuan organisasi;




4.3. Mampu membuat
program yang
mengakomodasi
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik.

C. Teknis
10. Advokasi Mampu mengembangkan | 4.1 Mengevaluasi strategi
Kebijakan strategi advokasi advokasi yang ada saat
Ketentraman, kebijakan ketentraman, ini, menganalisis
Ketertiban ketertiban umum dan kekuatan dan
Umum dan perlindungan kekurangan berbagai
Perlindungan masyarakat serta sub metode yang dijalankan
Masyarakat urusan kebakaran yang dengan kelompok
Serta Sub tepat sesuai kondisi sasaran yang berbeda;
Urusan 4.2 Mengembangkan norma
Kebakaran standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk

4.3

teknis strategi advokasi
ketentraman, ketertiban

umum dan
perlindungan
masyarakat serta sub

urusan kebakaran;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh

11.Pengendalian
Ketertiban Umum

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan
pengendalian ketertiban
umum

4.1.

4.2.

4.3.

mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
ketentraman, ketertiban
umum dan
perlindungan
masyarakat serta sub
urusan kebakaran,;
Mampu melakukan
evaluasi terhadap

teknis/metode/sistem
cara kerja dan menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan
pelaksanaan
Pengendalian Ketertiban
Umum;

Mampu menyusun
teknik, metode, dan
mengembangkan
kapasitas SDM dalam
Pengendalian Ketertiban
Umum;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait
pengembangan teknik,
metode, dan kapasitas




SDM Pengendalian
Ketertiban Umum.

12.Pemetaan Potensi

Kerawanan
Pelanggaran

Ketertiban Umum

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan Pemetaan
Potensi Kerawanan
Pelanggaran Ketertiban
Umum

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
evaluasi terhadap
teknis/metode/sistem
pengumpulan,
pengolahan, dan analisis
Pemetaan Potensi
Kerawanan Pelanggaran
Ketertiban Umum;
Mampu menyusun
teknik, metode, dan
mengembangkan
kapasitas SDM dalam
memetakan Potensi
Kerawanan Pelanggaran
Ketertiban Umum;
Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait
hasil pemetaan potensi
kerawanan pelanggaran
ketertiban umum.

13.Deteksi
Gangguan
Ketentraman

Dini

Mampu mengevaluasi
dan menyusun
perangkat norma standar
prosedur instrument
deteksi dini terhadap
rawan gangguan
ketentraman

masyarakat, ketertiban
umum, dan
perlindungan

masyarakat

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
evaluasi terhadap
teknis/metode/sistem
cara kerja menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
deteksi dini gangguan
ketentraman yang lebih
efekti/efisien;

Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,
instrument pelaksanaan
deteksi dini gangguan
ketentraman;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder
pelaksanaan deteksi dini
dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
deteksi dini terhadap
rawan gangguan
ketentraman
masyarakat, ketertiban
umum, dan
perlindungan
masyarakat.

14. Penyuluhan
pencegahan
pelanggaran
ketertiban

Mampu mengevaluasi
dan menyusun
perangkat norma standar
prosedur instrument
penyuluhan pencegahan
pelanggaran ketertiban

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
evaluasi efektifitas
penyuluhan pencegahan
pelanggaran ketertiban;

Mampu menyusun
teknik metode/ media
penyuluhan yang lebih
efektif dan efisien terkait
pelanggaran ketertiban;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan




dari stakeholder
terhadap metode dan
media penyuluhan
pelanggaran ketertiban
serta meningkatkan
kapasitas SDM
penyuluhan.
15.Penanggulangan Mampu mengevaluasi | 4.1. Mampu melakukan
Kebakaran dan menyusun evaluasi terhadap
perangkat norma standar teknis/ metode/ sistem
prosedur instrumen cara kerja menemukan
penanggulangan kelebihan dan
kebakaran kekurangan, melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
penanggulangan
kebakaran yang lebih
efektif/ efisien;

4.2. Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan
penanggulangan
kebakaran;

4.3. Mampu meyakinkan dan

memperoleh dukungan

dari stakeholder
pelaksanaan
penanggulangan
kebakaran dan

memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada
instansi lain atau
stakeholder terkait
penanggulangan
kebakaran.

16.Advokasi
Kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah yang tepat sesuai
kondisi

4.1.

4.2.

4.3.

Mengevaluasi strategi
advokasi yang ada saat
ini, menganalisis
kekuatan dan
kekurangan berbagai
metode yang dijalankan
dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

Mengembangkan norma

standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh
mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

III. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya
terhadap jabatan




Pentin

Mutlak g Perlu
A. Pendidika | 1. Jenjang Sarjana atau Diploma IV
n
2. Bidang Teknik Lingkungan/ Arsitektur/ Sipil dan bidang ilmu
[Imu lain yang relevan dengan bidang tugas
B. Pelatihan 1. Manajeria | Pelatihan Kepemimpinan N
1 Pratama
2. Teknis - Diklat Penyidik pegawai
negeri sipil ( PPNS);
- Diklat Dasar PolPP;
- Pengadaan Barang dan
Jasa;
- Penegakan Perda dan
Perkada; \
- Ketentraman dan
Ketertiban Umum;
- Perlindungan Masyarakat;
- Kebakaran;
- Diklat lain yang relevan
dengan bidang tugas
jabatan
3. Fungsiona | Diklat Teknis Fungsional N

1

sesuai jabatannya

C. Pengalaman kerja

-  Memiliki pengalaman
jabatan  dalam = bidang
tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan
diduduki secara kumulatif
paling kurang selama S
(lima) dibidang
ketentraman dan
ketertiban dan
hukum

- Sedang/pernah menduduki
jabatan administrator atau
JF ahli madya paling
singkat 2 (dua) tahun.

tahun

umum

D.Pangkat

Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Peningkatan Ketertiban Umum
2. Penurunan Pelanggaran Perda




15. STANDAR KOMPETENSI JABATAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Nama Jabatan

Kelompok Jabatan

Urusan Pemerintah

Kode Jabatan

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

BIDANG SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina,
mengarahkan, menyelenggarakan, dan pelaporan kegiatan
dinas di bidang sosial, keluarga berencana, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak sesuai peraturan
perundang-undangan agar tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat
terlaksana secara efisien dan efektif.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

Level Diskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

Mampu menciptakan situasi
situasi kerja yang
mendorong  kepatuhan
pada nilai, norma, dan

etika organisasi

4.1. Menciptakan
kerja yang mendorong
seluruh pemangku
kepentingan mematuhi
nilai, norma, dan etika
organisasi dalam segala
situasi dan kondisi;
Mendukung dan
menerapkan prinsip
moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung
konsekuensinya;

Berani melakukan
koreksi atau mengambil
tindakan
penyimpangan
etik /nilai-nilai
dilakukan oleh orang
lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat
instansi meskipun ada
resiko.

4.2.

4.3.

atas
kode

yang

2. Kerjasama

Membangun komitmen | 4.1.

tim, sinergi

Membangun
antar
lingkup
dipimpin;

Memfasilitasi
kepentingan yang
berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta
sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi;

sinergi
kerja di
instansi yang

unit

4.2.




4.3.

Mengembangkan sistem
yang menghargai kerja
sama antar unit,
memberikan
dukungan/semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi
dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi

Mampu mengemukakan
pemikiran multidimensi
secara lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1.

4.2.

4.3.

Mengintegrasikan
informasi-informasi
penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk

mendapatkan
pemahaman yang sama;
Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan;
Menuangkan
pemikiran/ konsep yang
multidimensi dalam
bentuk tulisan formal,
Menyampaikan
informasi secara
persuasif untuk
mendorong  pemangku
kepentingan sepakat
pada langkah-langkah

bersama dengan tujuan
meningkatkan  kinerja
secara keseluruhan.

4. Orientasi
hasil

pada

Mendorong unit kerja
mencapai target yang
ditetapkan atau melebihl
hasil kerja sebelumnya

4.1.

4.2.

4.3.

Mendorong unit kerja di
tingkat instansi untuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang
ditetapkan,;

Memantau dan
mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras
dengan sasaran
strategis instansi;
Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama
antar unit kerja dalam

rangka  meningkatkan
efektifitas dan efisiensi
pencaian target

organisasi.




5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
dari isu-isu  jangka
panjang, kesempatan,
atau kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif, dan
profesional

4.1.

4.2.

4.3.

Memahami dan memberi
perhatian kepada isu-
isu jangka panjang,
kesempatan atau
kekuatan politik yang
mempengaruhi

organisasi dalam
hubungannya  dengan
dunia luar,

memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
terhadap  pelaksanaan
tugas-tugas pelayanan
publik secara objektif,
transparan, dan
professional dalam
lingkup organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya telah
selaras dengan standar
pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, serta

tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai
politik;

Menerapkan strategi
jangka panjang yang
berfokus pada

pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan

dalam menyusun
kebijakan dengan
mengikuti standar
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif,
transparan, tidak
terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok.
6. Pengembangan Menyusun program | 4.1. Menyusun program
diri dan orang lain pengembangan  jangka pengembangan jangka
panjang dalam rangka panjang bersama-sama
mendorong manajemen dengan bawahan,
termasuk  didalamnya
pembelajaran penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan
dan pengalaman
lainnya, serta
mengalokasikan waktu
untuk mengikuti
pelatihan/ pendidikan/
pengembangan
kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan




4.3.

manajemen
pembelajaran termasuk

evaluasi dan umpan
balik pada tataran
organisasi;

Mengembangkan orang-
orang disekitarnya
secara konsisten,
melakukan  kaderisasi

untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola
Perubahan

Memimpin perubahan
pada unit kerja

4.1.

4.2.

4.3.

Mengarahkan unit kerja
untuk lebih siap dalam
menghadapi perubahan
termasuk memitigasi
risiko yang mungkin
terjadi;

Memastikan perubahan
sudah diterapkan secara
aktif di lingkup wunit
kerjanya secara berkala;
Memimpin dan
memastikan penerapan
program-program
perubahan selaras antar
unit kerja.

8. Pengambilan Menyelesaikan masalah | 4.1. Menyusun dan/atau
Keputusan yang mengandung risiko memutuskan konsep
tinggi, mengantisipasi penyelesaian  masalah
dampak keputusan, yang melibatkan
membuat tindakan beberapa/ seluruh
pengamanan; mitigasi fungsi dalam organisasi;
risiko 4.2. Menghasilkan solusi
dari berbagai masalah
yang kompleks, terkait
dengan bidang kerjanya
yang berdampak pada
pihak lain;

4.3. Membuat keputusan
dan mengantisipasi
dampak keputusannya
serta menyiapkan
tindakan
penanganannya
(mitigasi risiko).

B. Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa Mendayagunakan 4.1. Menginisiasi dan
perbedaan secara merepresentasikan
konstruktif dan kreatif pemerintah di
untuk meningkatkan lingkungan kerja dan
efektifitas organisasi masyarakat untuk
senantiasa menjaga

4.2.

persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan
menerima segala bentuk
perbedaan dalam
kehidupan
bermasyarakat;

Mampu




mendayagunakan
perbedaan
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian
tujuan organisasi;

latar

4.3. Mampu membuat
program yang
mengakomodasi
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik.

C. Teknis
10. Advokasi Mampu 4.1. Mampu mengevaluasi

Kebijakan Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

mengembangkan strategi
advokasi bidang Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak yang
tepat sesuai kondisi

4.2.

4.3.

teknik, metode strategi
advokasi yang ada saat

ini menganailisis
kelemahan dan
kekurangan serta
mengembangkan

berbagai teknik, metode
strategi advokasi yang
lebih efektif dan efisien
dari berbagai kondisi
stakeholder.

Mengembangkan norma

standar, kriteria,
pedoman, petunjuk
teknis strategi
komunikasi dan
pelaksanaan  advokasi
yang efektif serta
monitoring evaluasi
advokasin kebijakan
sosial, pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan anak.
Memampukan
stakeholder untuk
mengembangkan

strategi advokasi yang
tepat untuk diri mereka
sendiri; mengidentifikasi
hambatan di lingkungan

mereka sendiri dalam
penerapan kebijakan,;
serta  mengidentifikasi
menemukan akses ke
sumberdaya yang
dibutuhkan untuk
menerapkan kebijakan
sosial, pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan anak.

11. Perlindungan Mampu mengevaluasi | 4.1. Mampu mengevaluasi

dan jaminan dan menyusun petunjuk pelaksanaan




sosial

teknis perlindungan dan
jaminan sosial

4.2.

4.3.

perlindungan dan
jaminan sosial,
menemukenali

kelebihan dan

kekurangan yang ada
serta pemanfaatannya;

Mampu menyusun
petunjuk teknis
pelaksanaan
perlindungan dan
jaminan sosial;

Mampu
mengkoordinasikan,
meyakinkan dan
mampu memperoleh
dukungan dari
stakeholder terkait
perlindungan dan

jaminan sosial.

12. Manajemen
Rehabilitasi
Sosial

Menyusun perangkat
norma standar prosedur
instrument penerapan
manajemen Rehabilitasi
sosial

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu mengidentifikasi

kelemahan dan
kekurangan pedoman,
petunjuk teknis

pelaksanaan manajemen
rehabilitasi sosial yang
ada;

Mampu menyusun
pedoman petunjuk
teknis dalam penerapan
manajemen Rehabilitasi
Sosial (pelaksanaan
koordinasi, pengawasan,
pengendalian) kegiatan
pelayanan  rehabilitasi
sosial;

Memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada
pengelola rehabilitasi
sosial dalam penerapan
pedoman dan petunjuk

teknis pelayanann

rehabilitasi social.
13. Perlindungan Mampu mengevaluasi | 4.1. Mampu mengevaluasi
Perempuan dan menyusun petunjuk mekanisme pelaksanaan
teknis pelaksanaan program  perlindungan
program  perlindungan perempuan, menemu
perempuan kenali kekurangan dan

4.2.

4.3.

kelebihan yang ada serta

pemanfaatannya;
Mampu menyusun
petunjuk teknis
pelaksanaan program
perlindungan
perempuan berupa

pelayanan, penanganan
dan pencegahan korban
terhadap kekerasan
perempuan;

Mampu
mengkoordinasikan
pelaksanaan program
perlindungan
perempuan dan
memberikan bimbingan

dan fasilitasi kepada
stakeholder terkait
sebagai bentuk

pencegahan dan




penanggulangan  akan
tindak kekerasan
terhadap perempuan
dalam situasi dan
kondisi darurat khusus.

14. Pemenuhan Hak
dan
Perlindungan
Anak

Mampu mengevaluasi
dan menyusun petunjuk
teknis dan  prosedur
perlindungan anak dan
pemenuhan hak

anak

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu mengevaluasi
mekanisme pelaksanaan
perlindungan anak dan
pemenuhan hak anak,
menemu kenali
kelebihan dan
kekurangan yang ada
serta pemanfaatannya;
Mampu menyusun
petunjuk teknis dan
prosedur pelaksanaan
program  perlindungan
anak berkebutuhan
khusus (ABK) dan anak
yang bermasalah
dengan hukum (ABH)
serta pemenuhan hak
anak dalam rangka
menurunkan angka
tindak kekerasan
kepada anak dan
meningkatkan
partisipasi anak dalam
pembangunan;

Mampu
mengkoordinasikan
pelaksanaan program
perlindungan anak dan
pemenuhan hak anak
dan memberikan
bimbingan dan fasillitasi
kepada stakeholder
terkait.

15.Perlindungan
Perempuan

Mampu mengevaluasi
dan menyusun petunjuk
teknis pelaksanaan
program perlindungan
perempuan

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu mengevaluasi
mekanisme pelaksanaan
program  perlindungan
perempuan, menemu
kenali kekurangan dan
kelebihan yang ada
serta pemanfaatannya;
Mampu menyusun
petunjuk teknis
pelaksanaan program
perlindungan
perempuan berupa
pelayanan, penanganan
dan pencegahan korban

terhadap kekerasan
perempuan;

Mampu
mengkoordinasikan
pelaksanaan program
perlindungan
perempuan dan
memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada
stakeholder terkait
sebagai bentuk
pencegahan dan
penanggulangan  akan
tindak kekerasan
terhadap perempuan
dalam situasi dan




kondisi darurat khusus.

16.Advokasi
Kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah yang tepat sesuai
kondisi

4.1.

4.2.

4.3.

Mengevaluasi strategi
advokasi yang ada saat
ini, menganalisis
kekuatan dan
kekurangan berbagai
metode yang dijalankan
dengan kelompok

sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma

standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh
mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
otonomi daerah.




II1. PERSYARATAN JABATAN

Uraian

Tingkat pentingnya

terhadap jabatan
Jenis Persyaratan
Mutlak Per;tm Perlu
A. Pendidika | 1. Jenjang Sarjana atau Diploma IV
n
2. Bidang Administrasi Negara/ [lmu Pemerintahan/ Ilmu Politik/
[Imu Imu Hukum/Ilmu-Ilmu Sosial dan bidang ilmu lain

yang relevan dengan bidang tugas

B. Pelatihan 1. Manajeria

1

Pelatihan
Pratama

Kepemimpinan

2. Teknis

- Pengadaan
Jasa;

- Perencanaan;

- Sosial;

- Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan anak;

- Diklat lain yang relevan
dengan bidang tugas
jabatan

Barang dan

3. Fungsiona
1

Diklat Teknis Fungsional
sesuai jabatannya

C. Pengalaman kerja

- Memiliki pengalaman
jabatan dalam  bidang
tugas yang terkait dengan
jabatan yang
diduduki secara kumulatif
paling kurang selama 5
(lima) tahun  dibidang
Sosial dan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

- Sedang/pernah menduduki
jabatan administrator atau
JF ahli madya paling
singkat 2 (dua) tahun.

akan

D.Pangkat

Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Persentase Peningkatan Kesejahteraan Sosial,

Perempuan;

Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan

Terkendalinya Jumlah Pertumbuhan Penduduk.




16. STANDAR KOMPETENSI JABATAN KEPALA DINAS DINAS TENAGA KERJA

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan

Urusan Pemerintah

Kode Jabatan

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

KETENAGAKERJAAN

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

[. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Membantu Bupati

dalam melaksanakan penyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang tenaga kerja yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan
kepada daerah.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

Mampu menciptakan
situasi kerja yang
mendorong  kepatuhan
pada nilai, norma, dan

etika organisasi

4.1.

4.2.

4.3.

Menciptakan situasi
kerja yang mendorong
seluruh pemangku
kepentingan mematuhi
nilai, norma, dan etika
organisasi dalam segala
situasi dan kondisi;
Mendukung

menerapkan

dan
prinsip
moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung
konsekuensinya;
Berani melakukan
koreksi atau mengambil
atas

kode
yang

tindakan
penyimpangan
etik /nilai-nilai
dilakukan oleh orang
lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat
instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama

Membangun komitmen

tim, sinergi

4.1.

4.2.

4.3.

Membangun sinergi
kerja di

instansi yang

antar unit
lingkup
dipimpin;
Memfasilitasi
kepentingan yang
berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta
sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi;
Mengembangkan sistem
yang menghargai kerja
sama antar unit,
memberikan
dukungan/semangat

untuk memastikan




tercapainya sinergi
dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi

Mampu mengemukakan
pemikiran multidimensi
secara lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1.

4.2.

4.3.

Mengintegrasikan
informasi-informasi
penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk

mendapatkan

pemahaman yang sama;
Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan;

Menuangkan

pemikiran/ konsep yang
multidimensi dalam

bentuk tulisan formal,

Menyampaikan

informasi secara
persuasif untuk
mendorong  pemangku
kepentingan sepakat
pada langkah-langkah

bersama dengan tujuan
meningkatkan  kinerja
secara keseluruhan.

4. Orientasi
hasil

pada

Mendorong unit kerja
mencapai target yang
ditetapkan atau melebihl
hasil kerja sebelumnya

4.1.

4.2.

4.3

Mendorong unit kerja di
tingkat instansi untuk
mencapai kinerja yang

melebihi target yang
ditetapkan,;

Memantau dan
mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras
dengan sasaran

strategis instansi;

.Mendorong pemanfaatan

sumber daya bersama
antar unit kerja dalam
rangka  meningkatkan
efektifitas dan efisiensi
pencaian target
organisasi.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,

memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
dari isu-isu  jangka
panjang, kesempatan,
atau kekuatan politik

dalam hal pelayanan
kebutuhan pemangku
kepentingan yang

transparan, objektif, dan
profesional

4.1.

Memahami dan memberi
perhatian kepada isu-
isu jangka
kesempatan
kekuatan politik yang
mempengaruhi
organisasi

hubungannya  dengan
dunia luar,
memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
terhadap  pelaksanaan
tugas-tugas pelayanan

panjang,
atau

dalam




4.2.

4.3.

publik secara objektif,
transparan, dan
professional dalam
lingkup organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya telah
selaras dengan standar
pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, serta

tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai
politik;

Menerapkan strategi
jangka panjang yang
berfokus pada

pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan
dalam menyusun
kebijakan dengan
mengikuti standar
objektif, tidak
memihak, tidak
diskriminatif,
transparan,
terpengaruh
kepentingan
kelompok.

netral,

tidak

pribadi/

6. Pengembangan
diri dan orang lain

Menyusun program
pengembangan  jangka
panjang dalam rangka

mendorong manajemen

pembelajaran

4.1.

4.2.

4.3.

Menyusun program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan,
termasuk  didalamnya
penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan
dan pengalaman
lainnya,
mengalokasikan waktu
untuk mengikuti
pelatihan/ pendidikan/
pengembangan
kompetensi dan karir;
Melaksanakan
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan
balik pada tataran
organisasi;
Mengembangkan orang-
orang disekitarnya
secara konsisten,
melakukan  kaderisasi
untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

serta

7. Mengelola
Perubahan

Memimpin perubahan
pada unit kerja

4.1.

Mengarahkan unit kerja
untuk lebih siap dalam




4.2.

4.3.

menghadapi perubahan
termasuk memitigasi
risiko yang mungkin
terjadi;

Memastikan perubahan
sudah diterapkan secara
aktif di lingkup wunit
kerjanya secara berkala;
Memimpin dan
memastikan penerapan
program-program
perubahan selaras antar
unit kerja.

8. Pengambilan Menyelesaikan masalah | 4.1. Menyusun dan/atau
Keputusan yang mengandung risiko memutuskan konsep
tinggi, mengantisipasi penyelesaian  masalah
dampak keputusan, yang melibatkan
membuat tindakan beberapa/ seluruh
pengamanan; mitigasi fungsi dalam organisasi;
risiko 4.2. Menghasilkan solusi
dari berbagai masalah
yang kompleks, terkait
dengan bidang kerjanya
yang berdampak pada
pihak lain;

4.3. Membuat keputusan
dan mengantisipasi
dampak keputusannya
serta menyiapkan
tindakan
penanganannya
(mitigasi risiko).

B. Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa Mendayagunakan 4.1. Menginisiasi dan
perbedaan secara merepresentasikan
konstruktif dan kreatif pemerintah di
untuk meningkatkan lingkungan kerja dan
efektifitas organisasi masyarakat untuk
senantiasa menjaga

4.2.

4.3.

persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan
menerima segala bentuk
perbedaan
kehidupan
bermasyarakat;
Mampu
mendayagunakan
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian
tujuan organisasi;

dalam

Mampu membuat
program yang
mengakomodasi

perbedaan latar




belakang,

agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik.

C. Teknis

10. Advokasi Mampu mengembangkan | 4.1. Mengevaluasi teknik,

Kebijakan
Tenaga Kerja

strategi advokasi
kebijakan tenaga kerja
yang tepat

sesuai kondisi

4.2.

4.3.

metode strategi advokasi
yang ada saat ini

menganailisis

kelemahan dan
kekurangan serta
mengembangkan
berbagai teknik, metode
strategi advokasi

kebijakan bidang tenaga
kerja yang lebih efektif
dan efisien dari berbagai
kondisi stakeholder.

Mengembangkan norma

standar, kriteria,
pedoman, petunjuk
teknis strategi
komunikasi dan
pelaksanaan  advokasi
yang effektif serta
monitoring evaluasi
advokasi kebijakan
bidang tenaga kerja.
Memampukan
stakeholder untuk
mengembangkan

strategi advokasi yang
tepat untuk diri mereka
sendiri; mengidentifikasi
hambatan di lingkungan
mereka sendiri dalam
penerapan kebijakan;
serta  mengidentifikasi
menemukan akses ke
sumber daya yang
dibutuhkan untuk
menerapkan kebijakan
bidang tenaga kerja.

11. Penempatan
Tenaga Kerja

Mampu mengevaluasi
dan
Menyusun perangkat

norma standar prosedur
instrument

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
evaluasi terdadap
teknis/metode/system

cara kerja menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
Penempatan Tenaga
Kerja yang lebih

efektif/efisien;

Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,

instrumen Penempatan
Tenaga Kerja;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan




dari stakeholder
Penempatan Tenaga
Kerja dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
Penempatan Tenaga
Kerja.

12. Hubungan

industrial dan

penyelesaian
perselisihan
hubungan
industrial

Mampu mengevaluasi
dan menyusun
perangkat norma standar
prosedur instrument

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
evaluasi terdadap
teknis/metode/system

cara kerja menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
Hubungan industrial
dan penyelesaian
perselisihan hubungan

industrial yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan
Hubungan industrial
dan penyelesaian

perselisihan hubungan
industrial;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder
pelaksanaan Hubungan
industrial dan
penyelesaian
perselisihan hubungan
industrial dan
memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada
instansi lain atau
stakeholder terkait
Hubungan industrial
dan penyelesaian
perselisihan hubungan
industrial.

13. Pelatihan dan Mampu mengevaluasi | 4.1. Mampu melakukan
produktivitas dan menyusun evaluasi terhadap
Tenaga kerja perangkat norma standar teknis/metode/sistem

prosedur instrument cara  kerja ~menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
Studi Kelayakan
Pelatihan dan
produktivitas Tenaga
Kerja yang lebih
efektif/efisien;

4.2. Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan
Pelatihan dan
produktivitas Tenaga




4.3.

Kerja;

Mampu meyakinkan
dan memperoleh
dukungan dari
stakeholder

pelaksanaan Pelatihan
dan produktivitas
Tenaga Kerja dan

memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada
instansi lain atau
stakeholder terkait
Pelatihan dan
produktivitas Tenaga
Kerja.

14. Pengawasan
ketenagakerjaan

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan

pengawasan
ketenagakerjaan dan
memecahkan  masalah
teknis pengawasan
ketenagakerjaan

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
evaluasi terhadap
teknis/metode/sistem
cara kerja menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
pengawasan
ketenagakerjaan
lebih efektif/efisien;

yang

Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan
pengawasan
ketenagakerjaan,;
Mampu meyakinkan dan

memperoleh dukungan

dari stakeholder
pelaksanaan
pengawasan
ketenagakerjaan dan

memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada
instansi lain atau
stakeholder terkait
pengawasan
ketenagakerjaan.

15. Advokasi
Kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah yang tepat sesuai
kondisi

4.1.

4.2.

4.3.

Mengevaluasi strategi
advokasi yang ada saat
ini, menganalisis
kekuatan dan
kekurangan berbagai
metode yang dijalankan
dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

Mengembangkan norma

standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah;

Meningkatkan kapasitas

pemangku kepentingan
untuk mengembangkan




strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh
mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

II1. PERSYARATAN JABATAN

Tingkat pentingnya

Urai
rajan terhadap jabatan

Jenis Persyaratan

Mutlak Pentin Perlu

g

A. Pendidika | 1. Jenjang Sarjana atau Diploma IV
n

2. Bidang Hukum/ Administrasi Negara/ Ekonomi Manajeman/
Ilmu Psikologi/ Manajemen/ I[lmu Pemerintahan/ Teknik
Industri/ Teknik Mesin/ Teknik Elektro dan bidang

ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas

B. Pelatihan 1. Manajeria | Pelatihan Kepemimpinan N
1 Pratama

2. Teknis - Pengadaan Barang dan
Jasa;

- Ketenagakerjaan;

- Pelatihan dasar
ketenagakerjaan,;

- Pelatihan pembinaan
hubungan industry;

- Pelatihan peningkatan
danproduktivitas tenaga
kerja

- Diklat lain yang relevan
dengan bidang tugas
jabatan

3. Fungsiona | Diklat Teknis Fungsional N
| sesuai jabatannya

C. Pengalaman kerja - Memiliki pengalaman N
jabatan  dalam = bidang
tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan
diduduki secara kumulatif
paling kurang selama 5
(lima) tahun  dibidang
tenaga kerja, koperasi,
usaha kecil dan menengah,
dan transmigrasi

- Sedang/pernah menduduki
jabatan administrator atau
JF ahli madya paling
singkat 2 (dua) tahun.

D.Pangkat Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan |1. Presentase peningkatan kualitas layanan antar kerja;

2. Presentase penyelesaian perselisihan hubungan
industrial;

3. Presentase ketaatan perusahaan dalam menerapkan
norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan
kerja.




17. STANDAR KOMPETENSI JABATAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan

Urusan Pemerintah

Kode Jabatan

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

PERTANIAN DAN PANGAN

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

[. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Melaksanakan sebagian tugas Bupati di
ketahanan

dan

pangan

dengan

bidang pertanian

cara merencanakan,

mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan tugas
di bidang pertanian dan ketahanan pangan agar tercapai sesuai
dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

Mampu  menciptakan
situasi  kerja  yang
mendorong kepatuhan
pada nilai, norma, dan
etika organisasi

4.1.

4.2.

4.3.

Menciptakan situasi
kerja yang mendorong
seluruh pemangku
kepentingan mematuhi
nilai, norma, dan etika
organisasi dalam segala
situasi dan kondisi;
Mendukung

menerapkan

dan
prinsip
moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung
konsekuensinya;
Berani melakukan
koreksi atau mengambil
atas

kode
yang

tindakan
penyimpangan
etik /nilai-nilai
dilakukan oleh orang
lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat
instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama

Membangun komitmen
tim, sinergi

4.1.

4.2.

4.3.

Membangun sinergi
kerja di

instansi yang

antar unit
lingkup
dipimpin;
Memfasilitasi
kepentingan yang
berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta
sinergi rangka
pencapaian target kerja
organisasi;
Mengembangkan sistem
yang menghargai kerja
sama antar unit,
memberikan

dukungan/semangat

dalam




untuk memastikan
tercapainya sinergi
dalam rangka

pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran multidimensi
secara lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1.

4.2.

4.3.

Mengintegrasikan
informasi-informasi
penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk

mendapatkan
pemahaman yang sama,;
Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan;
Menuangkan
pemikiran/ konsep yang
multidimensi dalam
bentuk tulisan formal,
Menyampaikan
informasi secara
persuasif untuk
mendorong  pemangku
kepentingan sepakat
pada langkah-langkah

bersama dengan tujuan
meningkatkan  kinerja
secara keseluruhan.

4. Orientasi
hasil

pada

Mendorong unit kerja
mencapai target yang
ditetapkan atau
melebihl hasil kerja
sebelumnya

4.1.

4.2.

4.3.

Mendorong unit kerja di
tingkat instansi untuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang
ditetapkan,;

Memantau dan
mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar
dengan
strategis instansi;
Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama
antar unit kerja dalam
rangka  meningkatkan
efektifitas dan efisiensi
pencaian target
organisasi.

selaras
sasaran

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,

memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
dari isu-isu jangka
panjang, kesempatan,
atau kekuatan politik

dalam hal pelayanan
kebutuhan pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,

dan profesional

4.1

.Memahami dan memberi

perhatian kepada isu-

isu jangka panjang,
kesempatan atau
kekuatan politik yang
mempengaruhi

organisasi dalam
hubungannya  dengan
dunia luar,

memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
terhadap  pelaksanaan




4.2.

4.3.

tugas-tugas pelayanan
publik secara objektif,
transparan, dan
professional dalam
lingkup organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya telah
selaras dengan standar
pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, serta

tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai
politik;

Menerapkan strategi
jangka panjang yang
berfokus pada

pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan
dalam menyusun
kebijakan dengan
mengikuti standar
objektif, tidak
memihak, tidak
diskriminatif,
transparan,
terpengaruh
kepentingan
kelompok.

netral,

tidak

pribadi/

6. Pengembangan
diri dan orang lain

Menyusun program
pengembangan jangka
panjang dalam rangka

mendorong manajemen

pembelajaran

4.1.

4.2.

4.3.

Menyusun program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan,
termasuk  didalamnya
penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan
dan pengalaman
lainnya, serta
mengalokasikan waktu
untuk mengikuti
pelatihan/ pendidikan/
pengembangan
kompetensi dan karir;
Melaksanakan
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan
balik pada tataran
organisasi;
Mengembangkan orang-
orang disekitarnya
secara konsisten,
melakukan  kaderisasi
untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola

Memimpin perubahan

4.1.

Mengarahkan unit kerja




Perubahan

pada unit kerja

4.2.

4.3.

untuk lebih siap dalam
menghadapi perubahan
termasuk memitigasi
risiko yang mungkin
terjadi;

Memastikan perubahan
sudah diterapkan secara
aktif di lingkup wunit
kerjanya secara berkala;
Memimpin dan
memastikan penerapan
program-program
perubahan selaras antar
unit kerja.

8. Pengambilan
Keputusan

Menyelesaikan masalah
yang mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi dampak
keputusan, membuat
tindakan pengamanan;
mitigasi risiko

4.1.

4.2.

4.3.

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian  masalah
yang melibatkan
beberapa/ seluruh
fungsi dalam organisasi;
Menghasilkan solusi

dari berbagai masalah
yang kompleks, terkait
dengan bidang kerjanya
yang berdampak pada

pihak lain;

Membuat keputusan
dan mengantisipasi
dampak keputusannya
serta menyiapkan
tindakan
penanganannya

(mitigasi risiko).

B. Sosial Kultural

9. Perekat Bangsa

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan kreatif
untuk  meningkatkan
efektifitas organisasi

4.1.

4.2.

4.3.

Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintah di
lingkungan kerja dan
masyarakat untuk
senantiasa menjaga

persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan
menerima segala bentuk
perbedaan
kehidupan
bermasyarakat;
Mampu
mendayagunakan
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian
tujuan organisasi;
Mampu membuat
program yang
mengakomodasi

dalam




perbedaan latar
belakang,

agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik.
C. Teknis
10. Advokasi Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi
Kebijakan mengembangkan advokasi yang ada saat
Bidang Pertanian strategi advokasi ini, menganalisis
dan Pangan kebijakan bidang kekuatan dan
pertanian dan pangan kekurangan berbagai
metode yang dijalankan
dengan kelompok

4.2

4.3

sasaran yang berbeda;

Mengembangkan norma
standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk

teknis strategi advokasi
pertanian dan pangan;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh
mereka sendiri
menerapkan kebijakan
pertanian dan pangan;

dalam

11. Analisis
Kelayakan Izin
Usaha Pertanian

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan analisis
perizinan dan
meyakinkan

stakeholder terkait

hasil analisis kelayakan
perizinan

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
evaluasi terhadap
teknis/metode/sistem
cara kerja menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
analisis kelayakan izin

usaha pertanian dan
peternakan yang lebih
efektif/efisien;

Mampu memberikan
petunjuk teknis dan
memecahkan
permasalahan dalam
pelaksanaan analisis
perizinan;

Mampu meyakinkan dan

memperoleh dukungan

dari stakeholder
pelaksanaan analisis
kelayakan izin usaha
pertanian dan
peternakan dan
memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada
instansi lain atau
stakeholder terkait

analisis kelayakan izin

usaha pertanian dan

peternakan.
12.Pengendalian dan Mampu mengevaluasi | 4.1. Mampu melakukan
penanggulangan dan memecahkan evaluasi terhadap




hama serta
bencana

pertanian

masalah dalam
pelaksanaan

pengendalian dan
penanggulangan hama
serta bencana

pertanian

4.2.

4.3.

teknis/metode/sistem
cara kerja menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
pengendalian dan
penanggulangan hama
serta bencana pertanian
yang lebih efektif/efisien
termasuk pengawasan
internal dan khusus;
Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerjayang
dijadikan norma
standar, prosedur,
instrument
pengendalian dan
penanggulangan hama
sertabencana pertanian;
Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder
pengendalian dan
penanggulangan hama
serta bencana pertanian
dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
pengendalian dan
penanggulangan hama
dan bencana pertanian.

13.Pengawasan
penggunaan
sarana prasarana
pertanian

Mampu
dan

mengevaluasi

memecahkan masalah
dalam pelaksanaan
pengawasan
penggunaan sarana
prasarana pertanian

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
evaluasi terhadap
teknis/metode/sistem
cara kerja menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
pengawasan
penggunaan sarana
prasarana pertanian
yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan
pengawasan
penggunaan sarana
prasarana pertanian;
Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan

dari stakeholder
pelaksanaan
pengawasan
penggunaan sarana

prasarana pertanian dan
memberikan bimbingan

dan fasilitasi kepada
instansi lain atau
stakeholder terkait
pengawasan

penggunaan sarana




prasarana pertanian.

14.Peningkatan 4
produksi
pertanian
pangan

dan

Mampu
dan

mengevaluasi

Memecahkan masalah
dalam pelaksanaan
penyediaan sarana dan
prasarana, penyediaan
pertanian dan pangan

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
evaluasi terhadap
teknis/metode/sistem
cara kerja menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
peningkatan  produksi
pertanian dan pangan
yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,
instrumen peningkatan
produksi pertanian dan
pangan;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder
pelaksanaan
peningkatan  produksi
pertanian dan pangan
serta memberikan
bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
peningkatan  produksi
pertanian dan pangan.

15.Advokasi 4
Kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi
kebijakan
daerah

advokasi

otonomi

yang tepat
sesuai kondisi

4.1.

4.2.

4.3.

Mengevaluasi strategi
advokasi yang ada saat
ini menganalisis
kekuatan dan
kekurangan berbagai
metode yang dijalankan
dengan kelompok
sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma
standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan
daerah;
Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi yang
dapat dijalankan oleh
mereka sendiri
menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

ini,

otonomi

advokasi

dalam

III. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya
terhadap jabatan

Pentin
g

Mutlak Perlu

A. Pendidika
n

1. Jenjang

Sarjana atau Diploma IV




2. Bidang Pertanian/ Peternakan/ dan bidang ilmu lain yang
[Imu relevan dengan bidang tugas
B. Pelatihan 1. Manajerial | Pelatihan Kepemimpinan N
Pratama
2. Teknis - Pengadaan Barang dan
Jasa;
- Pertanian;
- Ketahanan Pangan; v
- Diklat lain yang relevan
dengan bidang tugas
jabatan
3. Fungsional | Diklat Teknis Fungsional V
sesuai jabatannya
C. Pengalaman kerja - Memiliki pengalaman N
jabatan dalam bidang
tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan
diduduki secara
kumulatif paling kurang
selama S5 (lima) tahun
dibidang pertanian dan
pangan
- Sedang/pernah
menduduki jabatan
administrator atau JF ahli
madya paling singkat 2 N
(dua) tahun.
D.Pangkat Pembina (IV/a)
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Prosentase peningkatan produksi pertanian dan
pangan;
2. Kecepatan pengendalian bencana terkait pertanian
dan pangan.




18. STANDAR KOMPETENSI

Nama Jabatan

Kelompok Jabatan

Urusan Pemerintah

Kode Jabatan

JABATAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, KOPERASI

DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

[. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang
perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro yang
menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang
diberikan kepada Daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program
serta visi misi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

Mampu  menciptakan
situasi  kerja  yang
mendorong kepatuhan
pada nilai, norma, dan
etika organisasi

4.1.

4.2.

4.3.

Menciptakan situasi
kerja yang mendorong
seluruh pemangku
kepentingan mematuhi
nilai, norma, dan etika
organisasi dalam segala
situasi dan kondisi;
Mendukung dan
menerapkan prinsip
moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung
konsekuensinya;

Berani
koreksi atau mengambil
tindakan
penyimpangan
etik /nilai-nilai
dilakukan oleh orang
lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat
instansi meskipun ada
resiko.

melakukan

atas
kode

yang

2. Kerjasama

Membangun komitmen
tim, sinergi

4.1

4.2.

4.3.

.Membangun

sinergi
unit kerja di
instansi yang

antar
lingkup
dipimpin;

Memfasilitasi
kepentingan yang
berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta
sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi;
Mengembangkan sistem




yang menghargai kerja
sama antar unit,
memberikan dukungan/
semangat untuk
memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran multidimensi
secara lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1.

4.2.

4.3.

Mengintegrasikan
informasi-informasi
penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk

mendapatkan
pemahaman yang sama;
Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan;
Menuangkan
pemikiran/ konsep yang
multidimensi dalam
bentuk tulisan formal;
Menyampaikan
informasi secara
persuasif untuk
mendorong  pemangku
kepentingan sepakat
pada langkah-langkah

bersama dengan tujuan
meningkatkan  kinerja
secara keseluruhan.

4. Orientasi
hasil

pada

Mendorong unit kerja
mencapai target yang
ditetapkan atau
melebihl hasil kerja
sebelumnya

4.1.

4.2.

4.3.

Mendorong unit kerja di
tingkat instansi untuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang
ditetapkan,;

Memantau dan
mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras
dengan sasaran
strategis instansi;
Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama
antar unit kerja dalam
rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi
pencaian target
organisasi.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,

memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
dari isu-isu jangka
panjang, kesempatan,
atau kekuatan politik
dalam hal pelayanan
kebutuhan pemangku

4.1.

Memahami dan memberi
perhatian kepada isu-

isu jangka panjang,
kesempatan atau
kekuatan politik yang
mempengaruhi

organisasi dalam
hubungannya  dengan
dunia luar,




kepentingan yang
transparan, objektif,
dan profesional

4.2.

4.3.

memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
terhadap  pelaksanaan
tugas-tugas pelayanan
publik secara objektif,
transparan, dan
professional dalam
lingkup organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya telah
selaras dengan standar
pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, serta

tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai
politik;

Menerapkan strategi
jangka panjang yang
berfokus pada

pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan

dalam menyusun
kebijakan dengan
mengikuti standar
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif,
transparan, tidak
terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok.
6. Pengembangan Menyusun program | 4.1. Menyusun program
diri dan orang lain pengembangan jangka pengembangan jangka
panjang dalam rangka panjang bersama-sama
mendorong manajemen dengan bawahan,
termasuk didalamnya
pembelajaran penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan
dan pengalaman
lainnya, serta
mengalokasikan waktu
untuk mengikuti
pelatihan/ pendidikan/
pengembangan
kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan
manajemen

4.3.

pembelajaran termasuk

evaluasi dan umpan
balik pada tataran
organisasi;

Mengembangkan orang-
orang disekitarnya
secara konsisten,
melakukan  kaderisasi

untuk posisi-posisi di




unit kerjanya.

7. Mengelola
Perubahan

Memimpin perubahan
pada unit kerja

4.1.

4.2.

4.3.

Mengarahkan unit kerja
untuk lebih siap dalam
menghadapi perubahan
termasuk memitigasi
risiko yang mungkin
terjadi;

Memastikan perubahan
sudah diterapkan secara
aktif di lingkup wunit
kerjanya secara berkala;
Memimpin dan
memastikan penerapan
program-program
perubahan selaras antar
unit kerja.

8. Pengambilan
Keputusan

Menyelesaikan masalah
yang mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi dampak
keputusan, membuat
tindakan pengamanan;
mitigasi risiko

4.1.

4.2.

4.3.

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian  masalah
yang melibatkan
beberapa/ seluruh
fungsi dalam organisasi;
Menghasilkan solusi

dari berbagai masalah
yang kompleks, terkait
dengan bidang kerjanya
yang berdampak pada

pihak lain;

Membuat keputusan
dan mengantisipasi
dampak keputusannya
serta menyiapkan
tindakan
penanganannya

(mitigasi risiko).

B. Sosial Kultural

9. Perekat Bangsa

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan kreatif
untuk  meningkatkan
efektifitas organisasi

4.1.

4.2.

4.3.

Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintah di
lingkungan kerja dan
masyarakat untuk
senantiasa menjaga

persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan
menerima segala bentuk
perbedaan dalam
kehidupan
bermasyarakat;

Mampu
mendayagunakan
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian
tujuan organisasi;
Mampu membuat




program yang

Menengah

4.2

4.3

mengakomodasi
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik.
C. Teknis
10. Advokasi Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi
Kebijakan mengembangkan advokasi yang ada saat
Perindustrian, strategi advokasi ini, menganalisis
Perdagangan, kebijakan kekuatan dan
Koperasi, Usaha Perindustrian, kekurangan berbagai
Kecil dan Perdagangan, Koperasi, metode yang dijalankan
Menengah Usaha Kecil dan dengan kelompok

sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma

standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk

teknis strategi advokasi
kebijakan perindustrian,

perdagangan, koperasi,
usaha kecil dan
menengah;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh
mereka sendiri dalam

menerapkan kebijakan
perindustrian,
perdagangan, koperasi,
usaha kecil dan
menengah.

11. Pengawasan dan Mampu mengevaluasi | 4.1. Mampu melakukan
Penilaian dan evaluasi terhadap
Kesehatan teknis/metode/system
Koperasi menyusun  perangkat, cara kerja menemu

norma, standar kenali kelebihan dan
prosedur instrument kekurangan melakukan
terkait pengawasan dan pengembangan atau
penilaian kesehatan perbaikan cara kerja
koperasi pengawasan dan
penilaian kesehatan
koperasi yang lebih
efektif/efisien;

4.2. Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan
pengawasan dan
penilaian kesehatan
koperasi;

4.3. Mampu meyakinkan dan

memperoleh dukungan
dari stakeholder
pelaksanaan




pengawasan dan
penilaian kesehatan
koperasi dan
memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada

instansi lain atau
stakeholder terkait
pengawasan dan
penilaian kesehatan
koperasi.

12. Analisis Mampu mengevaluasi | 4.1. Mampu melakukan
Kelayakan Izin dan evaluasi terhadap
IUI Kecil dan teknis/ metode/ sistem
Menengah menyusun  perangkat, cara kerja menemukan

norma, standar kelebihan dan

prosedur instrument kekurangan, melakukan

terkait Pemberian izin pengembangan atau

IUI kecil dan menengah perbaikan cara kerja
perencanaan
pembangunan industri
dan sistem informasi
industri  yang  lebih
efektif/ efisien;

4.2. Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan
perencanaan
pembangunan industri
dan sistem informasi
industri;

4.3. Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder
pelaksanaan
perencanaan
pembangunan industri
dan sistem informasi
industri dan
memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada
instansi lain atau
stakeholder terkait
perencanaan
pembangunan industri
dan sistem informasi
industri.

13. Pengawasan Mampu mengevaluasi | 4.1. Mampu melakukan
Perdagangan dan dan evaluasi terhadap
Perlindungan teknis/metode/system
Konsumen menyusun  perangkat, cara kerja menemu

norma, standar kenali kelebihan dan

prosedur instrument kekurangan melakukan

dalam pengawasan pengembangan atau

perdagangan perbaikan cara kerja
pengawasan

dan perlindungan perdagangan dan

konsumen perlindungan konsumen
yang lebih
efektif/efisien;

4.2. Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,

instrumen pelaksanaan




4.3.

pengawasan

perdagangan dan
perlindungan

konsumen;

Mampu meyakinkan dan

memperoleh dukungan
dari stakeholderr
pelaksanaan pemberian
izin IUI  kecil dan
menengah dan
memberikan bimbingan

dan fasilitasi kepada
instansi lain atau
stakeholder terkait
pengawasan
perdagangan dan
perlindungan
konsumen.

14. Perencanaan Mampu mengevaluasi | 4.1. Mampu melakukan
Pembangunan dan menyusun evaluasi terhadap
Industri perangkat norma teknis/metode/sistem

standar Mampu cara kerja menemu
mengevaluasi dan kenali kelebihan dan
menyusun  perangkat kekurangan melakukan
norma standar pengembangan atau
perbaikan cara kerja
perencanaan
pembangunan industri
yang lebih
efektif/efisien;

4.2. Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan
perencanaan

4.3.

pembangunan industri;
Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder
pelaksanaan
perencanaan
pembangunan industri
dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi

kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
perencanaan

pembangunan industri.
15. Advokasi Mampu 4.1. Mengevaluasi strategi
Kebijakan mengembangkan advokasi yang ada saat
Otonomi Daerah strategi advokasi ini, menganalisis
kebijakan otonomi kekuatan dan
daerah  yang  tepat kekurangan berbagai
sesuai kondisi metode yang dijalankan
dengan kelompok

4.2.

4.3.

sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma

standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah;

Meningkatkan kapasitas




pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh
mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
otonomi daerah.
I1I. PERSYARATAN JABATAN
Uraian Tingkat periltingnya
terhadap jabatan
Jenis Persyaratan
Mutlak Per;tln Perlu
A. Pendidika | 1. Jenjang Sarjana atau Diploma IV
n
2. Bidang Ekonomi/ Manajemen dan bidang ilmu lain yang
[Imu relevan dengan bidang tugas
B. Pelatihan 1. Manajerial | Pelatihan Kepemimpinan N
Pratama
2. Teknis - Pengadaan Barang dan
Jasa;
- Perindustrian;
- Perdagangan; v
- Diklat lain yang relevan
dengan bidang tugas
jabatan
3. Fungsional | Diklat Teknis Fungsional N
sesuai jabatannya
C. Pengalaman kerja - Memiliki pengalaman N
jabatan dalam bidang
tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan
diduduki secara
kumulatif paling kurang
selama S5 (lima) tahun
dibidang perindustrian
dan perdagangan
- Sedang/pernah
menduduki jabatan
administrator atau JF ahli
madya paling singkat 2 N
(dua) tahun.
D.Pangkat Pembina (IV/a)
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Persentase pertumbuhan industri dan perdagangan;
2. Persentase pertumbuhan industri dan perdagangan;
3. Persentase peningkatan kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan perizinan.




19. STANDAR KOMPETENSI JABATAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nama Jabatan

Kelompok Jabatan

Urusan Pemerintah

Kode Jabatan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

PENANAMAN MODAL

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

[. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Menyusun rencana program, membagi tugas, mengarahkan dan

mengkoordinasikan

melaksanakan

urusan pemerintahan

bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

Mampu  menciptakan
situasi  kerja  yang
mendorong kepatuhan
pada nilai, norma, dan
etika organisasi

4.1.

4.2.

4.3.

Menciptakan situasi
kerja yang mendorong
seluruh pemangku
kepentingan mematuhi
nilai, norma, dan etika
organisasi dalam segala
situasi dan kondisi;
Mendukung dan
menerapkan prinsip
moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung
konsekuensinya;

Berani melakukan
koreksi atau mengambil
tindakan atas
penyimpangan kode
etik /nilai-nilai yang
dilakukan oleh orang
lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat
instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama

Membangun komitmen
tim, sinergi

4.1

4.2.

4.3.

.Membangun

sinergi
unit kerja di
instansi yang

antar
lingkup
dipimpin;

Memfasilitasi
kepentingan yang
berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta
sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi;
Mengembangkan sistem
yang menghargai kerja
sama antar unit,
memberikan
dukungan/semangat




untuk memastikan
tercapainya sinergi
dalam rangka

pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran multidimensi
secara lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1.

4.2.

4.3.

Mengintegrasikan
informasi-informasi
penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk

mendapatkan
pemahaman yang sama;
Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan;
Menuangkan
pemikiran/ konsep yang
multidimensi dalam
bentuk tulisan formal,
Menyampaikan
informasi secara
persuasif untuk
mendorong  pemangku
kepentingan sepakat
pada langkah-langkah

bersama dengan tujuan
meningkatkan  kinerja
secara keseluruhan.

4. Orientasi
hasil

pada

Mendorong unit kerja
mencapai target yang
ditetapkan atau
melebihl hasil kerja
sebelumnya

4.1.

4.2.

4.3.

Mendorong unit kerja di
tingkat instansi untuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang
ditetapkan,;

Memantau dan
mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar
dengan
strategis instansi;
Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama
antar unit kerja dalam
rangka  meningkatkan
efektifitas dan efisiensi
pencaian target
organisasi.

selaras
sasaran

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,

memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
dari isu-isu jangka
panjang, kesempatan,
atau kekuatan politik

dalam hal pelayanan
kebutuhan pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,

dan profesional

4.1.

Memahami dan memberi
perhatian kepada isu-

isu jangka panjang,
kesempatan atau
kekuatan politik yang
mempengaruhi

organisasi dalam
hubungannya  dengan
dunia luar,

memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
terhadap  pelaksanaan




4.2.

4.3.

tugas-tugas pelayanan
publik secara objektif,
transparan, dan
professional dalam
lingkup organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya telah
selaras dengan standar
pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, serta

tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai
politik;

Menerapkan strategi
jangka panjang yang
berfokus pada

pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan
dalam menyusun
kebijakan dengan
mengikuti standar
objektif, tidak
memihak, tidak
diskriminatif,
transparan,
terpengaruh
kepentingan
kelompok.

netral,

tidak

pribadi/

6. Pengembangan
diri dan orang lain

Menyusun program
pengembangan jangka
panjang dalam rangka

mendorong manajemen

pembelajaran

4.1.

4.2.

4.3.

Menyusun program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan,
termasuk  didalamnya
penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan
dan pengalaman
lainnya, serta
mengalokasikan waktu
untuk mengikuti
pelatihan/ pendidikan/
pengembangan
kompetensi dan karir;
Melaksanakan
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan
balik pada tataran
organisasi;
Mengembangkan orang-
orang disekitarnya
secara konsisten,
melakukan  kaderisasi
untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola

Memimpin perubahan

4.1.

Mengarahkan unit kerja




Perubahan

pada unit kerja

4.2.

4.3.

untuk lebih siap dalam
menghadapi perubahan
termasuk memitigasi
risiko yang mungkin
terjadi;

Memastikan perubahan
sudah diterapkan secara
aktif di lingkup wunit
kerjanya secara berkala;
Memimpin dan
memastikan penerapan
program-program
perubahan selaras antar
unit kerja.

8. Pengambilan
Keputusan

Menyelesaikan masalah
yang mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi dampak
keputusan, membuat
tindakan pengamanan;
mitigasi risiko

4.1.

4.2.

4.3.

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian  masalah
yang melibatkan
beberapa/ seluruh
fungsi dalam organisasi;
Menghasilkan solusi

dari berbagai masalah
yang kompleks, terkait
dengan bidang kerjanya
yang berdampak pada

pihak lain;

Membuat keputusan
dan mengantisipasi
dampak keputusannya
serta menyiapkan
tindakan
penanganannya

(mitigasi risiko).

B. Sosial Kultural

9. Perekat Bangsa

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan kreatif
untuk  meningkatkan
efektifitas organisasi

4.1.

4.2.

4.3.

Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintah di
lingkungan kerja dan
masyarakat untuk
senantiasa menjaga

persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan
menerima segala bentuk
perbedaan
kehidupan
bermasyarakat;
Mampu
mendayagunakan
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian
tujuan organisasi;
Mampu membuat
program yang
mengakomodasi

dalam




perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik.

C. Teknis

10. Advokasi
Kebijakan
Penanaman
Modal

Mampu
mengembangkan
strategi kebijakan
penanaman modal yang
tepat sesuai kondisi

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu mengevaluasi
teknik, metode strategi
advokasi yang ada saat
ini menganalisis
kelemahan dan
kekurangan serta
mengembangkan
berbagai teknik, metode
strategi advokasi
Kebijakan  Penanaman
Modal yang lebih efektif
dan efisien dari berbagai
kondisi stakeholder;
Mampu
mengembangkan norma,
standar, kriteria,
pedoman, petunjuk
teknis strategi
komunikasi dan
pelaksanaan  advokasi
yang efektif serta
monitoring dan evaluasi
advokasi Kebijakan
Penanaman Modal;
Memampukan
stakeholder
mengembangkan
strategi advokasi
Kebijakan  Penanaman
Modal yang tepat untuk
diri mereka  sendiri,
mengidentifikasi
hambatan dilingkungan
mereka sendiri dalam
penerapan kebijakan,
serta  mengidentifikasi
menemukan akses ke
sumber daya yang
dibutuhkan untuk
menerapkan Kebijakan
Penanaman Modal;

untuk

11.Teknik promosi
Penanaman Modal

Mampu
mengembangkan
perangkat norma
standar prosedur dan
mengevaluasi Teknik
promosi Penanaman
Modal

4.1.

4.2.

Mampu melakukan
evaluasi proses perijinan
koperasi yang ada saat
ini pada tingkat
instansi, menemu kenali
kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau
perbaikan Teknik
promosi Penanaman
Modal menjadi lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun
pedoman petunjuk
teknis Teknik promosi
Penanaman Modal di




tingkat instansi;

4.3. Mampu meyakinkan dan
mampu memperoleh
dukungan dari
stakeholder terkait
Teknik promosi
Penanaman Modal dan
memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada
instansi lain atau
stakeholder terkait
Teknik promosi
Penanaman Modal.

12.Tata kelola Mampu mengevaluasi, | 4.1. Mampu mengevaluasi
pelayanan menyusun  perangkat teknis/metode/sistem
perizinan dan norma standar cara kerja pelayanaan
nonperizinan prosedur, terpafiu menemu kenali
secara terpadu system/proses Tata kelebihan dan
kelola pelayanan kekurangan melakukan
perizinan dan pengembangan atau
.. perbaikan tata kelola
nonperizinan secara .
pelayanan perizinandan
terpadu nonperizinan secara
terpadu  yang  lebih
efektif/efisien

4.2. Mampu menyusun
pedoman,petunjuk
teknis, cara kerjayang
dijadikan norma
standar, prosedur,
instrument pelaksanaan
tata kelola pelayanan
perizinan dan non
perizinan secara
terpadu;

4.3. Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder
pelaksanaan pelayanan
perizinan
dannonperizinan serta
memberikan bimbingan
danfasilitasi kepada
instansi lain atau
stakeholder terkait tata
kelola pelayanan
perizinan dan
nonperizinan secara
terpadu.

13.Analisis Mampu mengevaluasi | 4.1. Mampu melakukan
Kelayakan Izin dan menyusun evaluasi terhadap
Usaha dan Izin perangkat norma teknis/ metode/ sistem
Non Usaha standar prosedur cara .kerja menemukan
instrumen analisis kelebihan dan
kelayakan izin wusaha kekurangan, melakukan
dan izin non usaha pengembangan atau
perbaikan cara kerja
analisis kelayakan izin
usaha dan izin non
usaha yang lebih efektif/

efisien;

4.2. Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,
instrumen pelaksanan




4.3.

analisis kelayakan izin
usaha dan izin non
usaha;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder
pelaksanaan analisis
kelayakan izin usaha
dan izin non usaha dan
memberikan bimbingan

dan fasilitasi kepada
instansi lain atau
stakeholder terkait
analisis kelayakan izin
usaha dan izin non
usaha.

14.Pengendalian Mampu mengevaluasi | 4.1. Mampu melakukan
Penanaman Modal dan menyusun evaluasi terhadap
perangkat norma teknis/ metode/ sistem
standar prosedur cara kerja menemukan
instrumen kelebihan dan
pengendalian kekurangan, melakukan
penanaman modal penge}'nbangan atgu
perbaikan cara kerja

pengendalian

4.2.

4.3.

penanaman modal yang
lebih efektif/ efisien;

Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan
pengendalian

penanaman modal;
Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder
pelaksanaan
pengendalian
penanaman modal dan
memberikan bimbingan

dan fasilitasi kepada
instansi lain atau
stakeholder terkait
pengendalian

penanaman modal
15.Advokasi Mampu 4.1. Mengevaluasi strategi
Kebijakan mengembangkan advokasi yang ada saat
Otonomi Daerah strategi advokasi ini, menganalisis
kebijakan otonomi kekuatan dan
daerah  yang  tepat kekurangan berbagai
sesuai kondisi metode yang dijalankan
dengan kelompok

4.2.

4.3.

sasaran yang berbeda;

Mengembangkan norma
standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah;

Meningkatkan kapasitas

pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang




dapat dijalankan oleh
mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

II1.

PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya
terhadap jabatan

Pentin
g

Mutlak Perlu

A. Pendidika
n

1. Jenjang

Sarjana atau Diploma IV

2. Bidang
[Imu

Ekonomi/ Manajemen/ dan
relevan dengan bidang tugas

bidang ilmu lain yang

B. Pelatihan 1. Manajerial

Pelatihan
Pratama

Kepemimpinan

2. Teknis

- Pengadaan Barang dan
Jasa;

-  Penanaman Modal;

- Pelayanan Publik;

- Diklat lain yang relevan
dengan bidang tugas
jabatan

3. Fungsional

Diklat Teknis Fungsional
sesuai jabatannya

C. Pengalaman kerja

- Memiliki pengalaman
jabatan dalam bidang
tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan
diduduki secara
kumulatif paling kurang
selama S5 (lima) tahun
dibidang penanaman
modal pelayanan
terpadu satu pintu

- Sedang/pernah
menduduki jabatan
administrator atau JF ahli
madya paling singkat 2
(dua) tahun.

dan

D.Pangkat

Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Prosentase peningkatan nilai penanaman modal

dan Investasi Daerah;
2. Kualitas atau tingkat

kepuasan stakeholder

terhadap Layanan perijinan dan non perizinan

terpadu.




20. STANDAR KOMPETENSI
MASYARAKAT DAN DESA

Nama Jabatan

Kelompok Jabatan

Urusan Pemerintah

Kode Jabatan

JABATAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

[. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Memimpin,

membina,

mengoordinasikan,

memfasilitasi,

menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan
kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

Mampu  menciptakan
situasi  kerja  yang
mendorong kepatuhan
pada nilai, norma, dan
etika organisasi

4.1.

4.2.

4.3.

Menciptakan situasi
kerja yang mendorong
seluruh pemangku
kepentingan mematuhi
nilai, norma, dan etika
organisasi dalam segala
situasi dan kondisi;
Mendukung dan
menerapkan prinsip
moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung
konsekuensinya;
melakukan
koreksi atau mengambil
tindakan atas
penyimpangan kode
etik /nilai-nilai yang
dilakukan oleh orang
lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat

Berani

instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama

Membangun komitmen
tim, sinergi

4.1.

4.2.

4.3.

Membangun sinergi
antar unit kerja di
lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi
kepentingan yang
berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta
sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi;
Mengembangkan sistem
yang menghargai kerja

sama antar unit,




memberikan
dukungan/semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi
dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran multidimensi
secara lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1.

4.2.

4.3.

Mengintegrasikan
informasi-informasi
penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk

mendapatkan
pemahaman yang sama;
Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan;
Menuangkan
pemikiran/ konsep yang
multidimensi dalam
bentuk tulisan formal;
Menyampaikan
informasi secara
persuasif untuk
mendorong  pemangku
kepentingan sepakat
pada langkah-langkah

bersama dengan tujuan
meningkatkan  kinerja
secara keseluruhan.

4. Orientasi
hasil

pada

Mendorong unit kerja
mencapai target yang

4.1.

Mendorong unit kerja di
tingkat instansi untuk

ditetapkan atau mencapai kinerja yang
melebihl hasil kerja melebihi target yang
sebelumnya ditetapkan,;

4.2. Memantau dan
mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras
dengan sasaran
strategis instansi;

4.3. Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama
antar unit kerja dalam
rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi
pencaian target
organisasi.

5. Pelayanan Publik Mampu memonitor, | 4.1. Memahami dan memberi
mengevaluasi, perhatian kepada isu-
memperhitungkan dan isu jangka panjang,
mengantisipasi dampak kesempatan atau
dari isu-isu jangka kekuatan politik yang
panjang, kesempatan, mempengaruhi
atau kekuatan politik organisasi dalam
dalam hal pelayanan hubungannya  dengan
kebutuhan pemangku dunia luar,

kepentingan yang

memperhitungkan dan




transparan,
dan profesional

objektif,

4.2.

4.3.

mengantisipasi dampak
terhadap  pelaksanaan
tugas-tugas pelayanan
publik secara objektif,
transparan, dan
professional dalam
lingkup organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya telah
selaras dengan standar
pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, serta

tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai
politik;

Menerapkan strategi
jangka panjang yang
berfokus pada

pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan

dalam menyusun
kebijakan dengan
mengikuti standar
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif,
transparan, tidak
terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok.
6. Pengembangan Menyusun program | 4.1. Menyusun program
diri dan orang lain pengembangan jangka pengembangan jangka
panjang dalam rangka panjang bersama-sama
mendorong manajemen dengan bawahan,
termasuk didalamnya
pembelajaran penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan
dan pengalaman
lainnya, serta
mengalokasikan waktu
untuk mengikuti
pelatihan/ pendidikan/
pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan
balik pada tataran
organisasi;

4.3. Mengembangkan orang-
orang disekitarnya
secara konsisten,
melakukan  kaderisasi

untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.




7. Mengelola
Perubahan

Memimpin perubahan
pada unit kerja

4.1.

4.2.

4.3.

Mengarahkan unit kerja
untuk lebih siap dalam
menghadapi perubahan
termasuk memitigasi
risiko yang mungkin
terjadi;

Memastikan perubahan
sudah diterapkan secara
aktif di lingkup wunit
kerjanya secara berkala;
Memimpin dan
memastikan penerapan
program-program
perubahan selaras antar
unit kerja.

8. Pengambilan
Keputusan

Menyelesaikan masalah
yang mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi dampak
keputusan, membuat
tindakan pengamanan;
mitigasi risiko

4.1.

4.2.

4.3.

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian  masalah
yang melibatkan
beberapa/ seluruh
fungsi dalam organisasi;

Menghasilkan solusi

dari berbagai masalah
yang kompleks, terkait
dengan bidang kerjanya
yang berdampak pada

pihak lain;

Membuat keputusan
dan mengantisipasi
dampak keputusannya
serta menyiapkan
tindakan
penanganannya

(mitigasi risiko).

B. Sosial Kultural

9. Perekat Bangsa

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan kreatif
untuk  meningkatkan
efektifitas organisasi

4.1.

4.2.

4.3.

Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintah di
lingkungan kerja dan
masyarakat untuk
senantiasa menjaga

persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan
menerima segala bentuk
perbedaan
kehidupan
bermasyarakat;
Mampu
mendayagunakan
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian
tujuan organisasi;
Mampu membuat
program yang

dalam




mengakomodasi

perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik.

C. Teknis

10. Advokasi Mampu 4.1. Mengevaluasi teknik,

Kebijakan mengembangkan metode strategi advokasi
Pemberdayaan strategi advokasi yang ada saat ini
Masyarakat dan kebijakan menganailisis
Desa pemberdayaan kelemahan dan
masyarakat dan desa kekurangan serta
. mengembangkan
yang tepat sesuail . .
kondisi berbagai teknik, metode
strategi advokasi yang
lebih efektif dan efisien
dari berbagai kondisi
stakeholder.

4.2. Mengembangkan norma
standar, kriteria,
pedoman, petunjuk
teknis strategi
komunikasi dan
pelaksanaan  advokasi
yang effektif serta
monitoring evaluasi
advokasi kebijakan
pemberdayaan
masyarakat dan
desa/tiyuh.

4.3. Memampukan
stakeholder untuk
mengembangkan
strategi advokasi yang
tepat untuk diri mereka
sendiri; mengidentifikasi
hambatan di lingkungan
mereka sendiri dalam
penerapan kebijakan,;
serta  mengidentifikasi
menemukan akses ke
sumber daya yang
dibutuhkan untuk
menerapkan kebijakan
pemberdayaan
masyarakat dan
desa/tiyuh.

11. Penataan Desa Mampu mengevaluasi | 4.1. Mampu melakukan
dan menyusun evaluasi terhadap
perangkat norma teknis/ metode/ sistem
standar prosedur cara kerja menemukan
instrumen penataan kelebihan dan
desa kekurangan, melakukan

pengembangan atau

4.2.

perbaikan cara kerja
penataan desa yang
lebih efektif/ efisien;

Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma




4.3.

standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan
penataan desa,;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder
pelaksanaan penataan
desa dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
penataan desa.

12. Fasilitasi
sama desa

kerja

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan dan
menyusun petunjuk
teknis kerjasama antar
desa

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan kerjasama
antar desa dan
menemukenali
kelemahan dan
kelebihan efektifitas
kerjasama antar desa;
Mampu membuat
perbaikan teknik metode
kerjasama antar desa
dan menyusun petunjuk
teknis/prosedur
kerjasama antar desa;
Meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait
dengan program
kerjasama antar desa,
serta memberikan
bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi terkait
dengan kerjasama antar
desa.

13. Pembinaan dan
pengawasan
penyelenggaraan
administrasi
pemerintahan
Desa.

Mampu mengevaluasi
dan menyusun
perangkat norma
standar prosedur
instrumen pembinaan
dan pengawasan
penyelenggaraan
administrasi
pemerintahan desa.

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
evaluasi terhadap
teknis/ metode/ sistem
cara kerja menemukan
kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara Kkerja
pembinaan dan
pengawasan
penyelenggaraan
administrasi
pemerintahan desa yang
lebih efektif/ efisien;

Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan
pembinaan dan
pengawasan
penyelenggaraan
administrasi
pemerintahan desa.;
Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder
pelaksanaan pembinaan
dan pengawasan
penyelenggaraan
administrasi




pemerintahan desa.dan
memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada
instansi lain atau
stakeholder terkait
pembinaan dan
pengawasan
penyelenggaraan
administrasi
pemerintahan desa.

14. Pemberdayaan
lembaga
masyarakat desa

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan dan
menyusun petunjuk
teknis  pemberdayaan
lembaga masyarakat
desa

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan
pemberdayaan lembaga
masyarakat desa dan
menemu kenali
kelemahan dan
kelebihan efektifitas
lembaga desa;

Mampu membuat
perbaikan teknik metode
pemberdayaan
masyarakat desa dan
menyusun petunjuk
teknis/prosedur
pengorganisasian dan
penatalaksanaan
lembaga masyarakat
desa;

Meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait
dengan program
pemberdayaan lembaga
masyarakat desa, serta
memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada
perangkat desa dan
pengurus lembaga
terkait dengan
pemberdayaan lembaga
masyarakat desa.

15. Advokasi
Kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah  yang  tepat
sesuai kondisi

4.1.

4.2.

4.3.

Mengevaluasi strategi
advokasi yang ada saat
ini, menganalisis
kekuatan dan
kekurangan berbagai
metode yang dijalankan
dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

Mengembangkan norma

standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh
mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
otonomi daerah.




I1I. PERSYARATAN JABATAN
. Tingkat pentingnya
Uraian terhadap jabatan
Jenis Persyaratan
Mutlak Per;tln Perlu
A. Pendidika | 1. Jenjang Sarjana atau Diploma IV
n
2. Bidang IImu  Manajemen/ Pemerintahan/ Administrasi
Imu Negara/ Hukum/ Sosiologi/ Sosiatri/ Kesejahteraan
Sosial dan bidang ilmu lain yang relevan dengan
bidang tugas
B. Pelatihan 1. Manajerial | Pelatihan Kepemimpinan N
Pratama
2. Teknis - Pengadaan Barang dan
Jasa;
-  Pemberdayaan
Masyarakat; N
- Penataan Desa;
- Diklat lain yang relevan
dengan bidang tugas
jabatan
3. Fungsional | Diklat Teknis Fungsional N
sesuai jabatannya
C. Pengalaman kerja - Memiliki pengalaman N
jabatan dalam bidang
tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan
diduduki secara
kumulatif paling kurang
selama S5 (lima) tahun
dibidang pemberdayaan
masyarakat dan desa dan
pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan anak.
- Sedang/pernah
menduduki jabatan
administrator atau JF ahli
madya paling singkat 2 N
(dua) tahun.
D.Pangkat Pembina (IV/a)
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
2. Kualitas pengelolaan keuangan dan aset desa;
3. Tingkat efektifitas pemberdayaan lembaga
masyarakat desa.




21. STANDAR KOMPETENSI JABATAN

INFORMATIKA

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan

Urusan Pemerintah

Kode Jabatan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI

DAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Melaksanakan sebagian tugas Bupati di bidang Komunikasi dan
Informatika dengan cara merencanakan, mengkoordinasikan,
melaksanakan, dan mengendalikan tugas di bidang komunikasi
dan informatika, statistik, persandian agar tercapai sesuai
dengan perencanaan.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

Mampu
situasi

menciptakan
kerja yang
mendorong kepatuhan
pada nilai, norma, dan
etika organisasi

4.1.

4.2.

4.3.

Menciptakan situasi
kerja yang mendorong
seluruh pemangku
kepentingan mematuhi
nilai, norma, dan etika
organisasi dalam segala
situasi dan kondisi;
Mendukung dan
menerapkan prinsip
moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung
konsekuensinya;

Berani melakukan
koreksi atau mengambil
tindakan
penyimpangan
etik /nilai-nilai
dilakukan oleh orang
lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat
instansi meskipun ada
resiko.

atas
kode

yang

2. Kerjasama

Membangun komitmen
tim, sinergi

4.1.

4.2.

4.3.

Membangun
antar
lingkup
dipimpin;

Memfasilitasi
kepentingan yang
berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta
sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi;
Mengembangkan sistem
yang menghargai kerja
sama antar unit,
memberikan

sinergi
kerja di
instansi yang

unit




dukungan/semangat

untuk memastikan
tercapainya sinergi
dalam rangka

pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran multidimensi
secara lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1.

4.2.

4.3.

Mengintegrasikan
informasi-informasi
penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk

mendapatkan
pemahaman yang sama;
Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan;
Menuangkan
pemikiran/ konsep yang
multidimensi dalam
bentuk tulisan formal;
Menyampaikan
informasi secara
persuasif untuk
mendorong  pemangku
kepentingan sepakat
pada langkah-langkah

bersama dengan tujuan
meningkatkan  kinerja
secara keseluruhan.

4. Orientasi
hasil

pada

Mendorong unit kerja
mencapai target yang
ditetapkan atau
melebihl hasil kerja
sebelumnya

4.1.

4.2.

4.3.

Mendorong unit kerja di
tingkat instansi untuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang
ditetapkan,;

Memantau dan
mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar
dengan
strategis instansi;
Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama
antar unit kerja dalam
rangka  meningkatkan
efektifitas dan efisiensi
pencaian target
organisasi.

selaras
sasaran

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,

memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
dari isu-isu jangka
panjang, kesempatan,
atau kekuatan politik

dalam hal pelayanan
kebutuhan pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,

4.1.

Memahami dan memberi
perhatian kepada isu-

isu jangka panjang,
kesempatan atau
kekuatan politik yang
mempengaruhi

organisasi dalam
hubungannya  dengan
dunia luar,

memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak




dan profesional

4.2.

4.3.

terhadap  pelaksanaan
tugas-tugas pelayanan
publik secara objektif,
transparan, dan
professional dalam
lingkup organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya telah
selaras dengan standar
pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, serta

tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai
politik;

Menerapkan strategi
jangka panjang yang
berfokus pada

pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan

dalam menyusun
kebijakan dengan
mengikuti standar
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif,
transparan, tidak
terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok.
6. Pengembangan Menyusun program | 4.1. Menyusun program
diri dan orang lain pengembangan jangka pengembangan jangka
panjang dalam rangka panjang bersama-sama
mendorong manajemen dengan bawahan,
termasuk didalamnya
pembelajaran penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan
dan pengalaman
lainnya, serta
mengalokasikan waktu
untuk mengikuti
pelatihan/ pendidikan/
pengembangan
kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan
manajemen

4.3.

pembelajaran termasuk

evaluasi dan umpan
balik pada tataran
organisasi;

Mengembangkan orang-
orang disekitarnya
secara konsisten,
melakukan  kaderisasi

untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.




7. Mengelola
Perubahan

Memimpin perubahan
pada unit kerja

4.1.

4.2.

4.3.

Mengarahkan unit kerja
untuk lebih siap dalam
menghadapi perubahan
termasuk memitigasi
risiko yang mungkin
terjadi;

Memastikan perubahan
sudah diterapkan secara
aktif di lingkup wunit
kerjanya secara berkala;
Memimpin dan
memastikan penerapan
program-program
perubahan selaras antar
unit kerja.

8. Pengambilan
Keputusan

Menyelesaikan masalah
yang mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi dampak
keputusan, membuat
tindakan pengamanan;
mitigasi risiko

4.1.

4.2.

4.3.

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian  masalah
yang melibatkan
beberapa/ seluruh
fungsi dalam organisasi;

Menghasilkan solusi

dari berbagai masalah
yang kompleks, terkait
dengan bidang kerjanya
yang berdampak pada

pihak lain;

Membuat keputusan
dan mengantisipasi
dampak keputusannya
serta menyiapkan
tindakan
penanganannya

(mitigasi risiko).

B. Sosial Kultural

9. Perekat Bangsa

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan kreatif
untuk  meningkatkan
efektifitas organisasi

4.1.

4.2.

4.3.

Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintah di
lingkungan kerja dan
masyarakat untuk
senantiasa menjaga

persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan
menerima segala bentuk
perbedaan
kehidupan
bermasyarakat;
Mampu
mendayagunakan
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian
tujuan organisasi;
Mampu membuat
program yang

dalam




mengakomodasi
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik.

C. Teknis

10. Advokasi
Kebijakan
Komunikasi dan
Informatika,

Mampu mengevaluasi,
mengembangkan

dan menyusun strategi
advokasi kebijakan
komunikasi dan
informatika

4.1

4.2

4.3

Mengevaluasi strategi
advokasi yang ada saat
ini, menganalisis
kekuatan dan
kekurangan berbagai
metode yang dijalankan
dengan kelompok
sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma
standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan  komunikasi
dan informatika,
persandian dan
statistik;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh
mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
komunikasi dan
informatika;

11. Pengelolaan
Komunikasi dan
Informasi Publik

Mampu mengevaluasi

dan

Menyusun
norma
prosedur
pengelolaan
komunikasi dan
informasi publik

perangkat
standar
instrument

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
evaluasi terhadap
teknis/metode/sistem

cara kerja menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan; melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
pengelolaan komunikasi

dan informasi publik
yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,

instrumen pelaksanaan
pengelolaan komunikasi
dan informasi publik;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder
pelaksanaan pelayanan
komunikasi dan
informasi publik dan
memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada
instansi lain atau




stakeholder terkait
pengelolaan komunikasi
dan informasi publik.

12. Pengelolaan
Teknologi
Informatika

dan

Mampu
dan

mengevaluasi

Menyusun
norma
prosedur
pengelolaan

perangkat
standar
instrument

teknologi dan
informatika

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
evaluasi terhadap
teknis/metode/sistem
cara kerja menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
pengelolaan  teknologi,
informatika dan
manajemen data yang
lebih efektif/efisien serta
pengelolaan domain dan
sub domain  untuk
pemerintah daerah;
Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan
pengelolaan  teknologi,
informatika dan
manajemen data serta
pengelolaan domain dan
sub domain untuk
pemerintah daerah;
Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder
pelaksanaan
pengelolaan  teknologi,
informatika dan
manajemen data dan
memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada
instansi lain atau
stakeholder terkait
pengelolaan  teknologi,
informatika dan
manajemen data serta
pengelolaan domain dan
sub domain untuk
pemerintah daerah.

13. Manajemen
layanan
teknologi
informasi

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan dan
pengelolaan pelayanan
teknologi informasi.

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
evaluasi  perencanaan,
pelaksanaan, dan
pengelolaan layanan
teknologi informasi serta

menemu kenali
kelebihan dan
kelemahan
perencanaan,
pelaksanaan, dan
pengelolaan;

Mampu menyusun atau
mengembangkan
teknik/ metode
pelaksanaan dan
pengelolaan layanan
serta kapasitas SDM
pelayanan teknologi
informasi;

Mampu meyakinkan

dan memperoleh




dukungan dari
stakeholder terhadap
rencana pengembangan
teknik /metode serta
pengembangan SDM
pelayanan teknologi
informasi.

14. Pengamanan 4
Informasi

Mampu
dan

mengevaluasi

Menyusun
norma standar
prosedur instrument
pengamanan informasi

perangkat

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
evaluasi terhadap
teknis/metode/sistem
cara kerja menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
pengamanan informasi;
Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan
pengamanan informasi;
Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder
pelaksanaan
pengamanan informasi,
dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
pengamanan informasi.

15. Advokasi 4
Kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi
kebijakan
daerah

advokasi

otonomi

yang tepat
sesuai kondisi

4.1.

4.2.

4.3.

Mengevaluasi strategi
advokasi yang ada saat
ini menganalisis
kekuatan dan
kekurangan berbagai
metode yang dijalankan
dengan kelompok
sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma
standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan
daerah;
Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi yang
dapat dijalankan oleh
mereka sendiri
menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

ini,

otonomi

advokasi

dalam

III. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya
terhadap jabatan

Pentin
g

Mutlak Perlu

A. Pendidika
n

1. Jenjang

Sarjana atau Diploma IV




2. Bidang
[Imu

Teknik
Komunikasi/

Informatika/
Teknologi

Teknik

Elektro/ [mu
Informasi/  Manajemen

Informatika/ Ilmu Komputer dan bidang ilmu lain yang
relevan dengan bidang tugas

B. Pelatihan 1. Manajerial

Pelatihan

Kepemimpinan

Pratama

2. Teknis

Pengadaan Barang dan
Jasa;
Komunikasi
Informastika;
Statistik;
Persandian
Diklat lain yang relevan
dengan bidang tugas
jabatan

dan

3. Fungsional

Diklat Teknis Fungsional
sesuai jabatannya

C. Pengalaman kerja

Memiliki pengalaman
jabatan dalam bidang
tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan
diduduki secara
kumulatif paling kurang
selama S5 (lima) tahun
dibidang komunikasi dan
informatika, persandian
dan statistik
Sedang/pernah
menduduki jabatan
administrator atau JF ahli
madya paling singkat 2
(dua) tahun.

D.Pangkat

Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas informasi dan komunikasi publik;
2. Kualitas pengelolaan teknologi dan informatika.




22. STANDAR KOMPETENSI JABATAN

KEBUDAYAAN

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan

Urusan Pemerintah

Kode Jabatan

KEPALA DINAS PARIWISATA

DAN

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Melaksanakan sebagian Tugas Bupati di bidang pariwisata dan
kebudayaan dengan cara merencanakan, mengkoordinasikan,

melaksanakan
mengoptimalkan potensi

dan

mengendalikan
destinasi

untuk
pemasaran

tugas
pariwisata,

pariwisata, mengelola prasarana dalam pembangunan ekonomi
kreatif dan meningkatkan kapasitas SDM.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

Mampu
situasi

menciptakan
kerja yang
mendorong kepatuhan
pada nilai, norma, dan
etika organisasi

4.1.

4.2.

4.3.

Menciptakan situasi
kerja yang mendorong
seluruh pemangku
kepentingan mematuhi
nilai, norma, dan etika
organisasi dalam segala
situasi dan kondisi;
Mendukung dan
menerapkan prinsip
moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung
konsekuensinya;

Berani melakukan
koreksi atau mengambil
tindakan atas
penyimpangan kode
etik /nilai-nilai yang
dilakukan oleh orang
lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat
instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama

Membangun komitmen
tim, sinergi

4.1.

4.2.

4.3.

Membangun
antar
lingkup
dipimpin;

Memfasilitasi
kepentingan yang
berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta
sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi;
Mengembangkan sistem
yang menghargai kerja
sama antar unit,

sinergi
kerja di
instansi yang

unit




memberikan
dukungan/semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi
dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran multidimensi
secara lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1.

4.2.

4.3.

Mengintegrasikan
informasi-informasi
penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk

mendapatkan
pemahaman yang sama;
Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan;
Menuangkan
pemikiran/ konsep yang
multidimensi dalam
bentuk tulisan formal;
Menyampaikan
informasi secara
persuasif untuk
mendorong  pemangku
kepentingan sepakat
pada langkah-langkah

bersama dengan tujuan
meningkatkan  kinerja
secara keseluruhan.

4. Orientasi
hasil

pada

Mendorong unit kerja
mencapai target yang

4.1.

Mendorong unit kerja di
tingkat instansi untuk

ditetapkan atau mencapai kinerja yang
melebihl hasil kerja melebihi target yang
sebelumnya ditetapkan,;

4.2. Memantau dan
mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras
dengan sasaran
strategis instansi;

4.3. Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama
antar unit kerja dalam
rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi
pencaian target
organisasi.

5. Pelayanan Publik Mampu memonitor, | 4.1. Memahami dan memberi
mengevaluasi, perhatian kepada isu-
memperhitungkan dan isu jangka panjang,
mengantisipasi dampak kesempatan atau
dari isu-isu jangka kekuatan politik yang
panjang, kesempatan, mempengaruhi
atau kekuatan politik organisasi dalam
dalam hal pelayanan hubungannya  dengan
kebutuhan pemangku dunia luar,

kepentingan yang

memperhitungkan dan




transparan,
dan profesional

objektif,

4.2.

4.3.

mengantisipasi dampak
terhadap  pelaksanaan
tugas-tugas pelayanan
publik secara objektif,
transparan, dan
professional dalam
lingkup organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya telah
selaras dengan standar
pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, serta

tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai
politik;

Menerapkan strategi
jangka panjang yang
berfokus pada

pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan

dalam menyusun
kebijakan dengan
mengikuti standar
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif,
transparan, tidak
terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok.
6. Pengembangan Menyusun program | 4.1. Menyusun program
diri dan orang lain pengembangan jangka pengembangan jangka
panjang dalam rangka panjang bersama-sama
mendorong manajemen dengan bawahan,
termasuk didalamnya
pembelajaran penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan
dan pengalaman
lainnya, serta
mengalokasikan waktu
untuk mengikuti
pelatihan/ pendidikan/
pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan
balik pada tataran
organisasi;

4.3. Mengembangkan orang-
orang disekitarnya
secara konsisten,
melakukan  kaderisasi

untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.




7. Mengelola
Perubahan

Memimpin perubahan
pada unit kerja

4.1.

4.2.

4.3.

Mengarahkan unit kerja
untuk lebih siap dalam
menghadapi perubahan
termasuk memitigasi
risiko yang mungkin
terjadi;

Memastikan perubahan
sudah diterapkan secara
aktif di lingkup wunit
kerjanya secara berkala;
Memimpin dan
memastikan penerapan
program-program
perubahan selaras antar
unit kerja.

8. Pengambilan
Keputusan

Menyelesaikan masalah
yang mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi dampak
keputusan, membuat
tindakan pengamanan;
mitigasi risiko

4.1.

4.2.

4.3.

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian  masalah
yang melibatkan
beberapa/ seluruh

fungsi dalam organisasi;
Menghasilkan solusi
dari berbagai masalah
yang kompleks, terkait
dengan bidang kerjanya
yang berdampak pada

pihak lain;

Membuat keputusan
dan mengantisipasi
dampak keputusannya
serta menyiapkan
tindakan
penanganannya

(mitigasi risiko).

B. Sosial Kultural

9. Perekat Bangsa

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan kreatif
untuk  meningkatkan
efektifitas organisasi

4.1.

4.2.

4.3.

Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintah di
lingkungan kerja dan
masyarakat untuk
senantiasa menjaga

persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan
menerima segala bentuk
perbedaan dalam
kehidupan
bermasyarakat;

Mampu
mendayagunakan
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian
tujuan organisasi;
Mampu membuat




program yang
mengakomodasi
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik.
C. Teknis
10. Advokasi Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi
Kebijakan mengembangkan advokasi yang ada saat
Pariwisata dan strategi advokasi ini, menganalisis
Kebudayaan kebijakan pariwisata kekuatan dan
dan kebudayaan yang kekurangan berbagai
tepat sesuai kondisi metode yang dijalankan
dengan kelompok

4.2

4.3

sasaran yang berbeda;

Mengembangkan norma
standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan pariwisata

dan kebudayaan;
Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh
mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
pariwisata dan
kebudayaan;

11. Pengembangan
Destinasi dan
Sumber Daya
Pariwisata

Mampu
perangkat
standar
instrument
pengembangan sumber
daya pariwisata

menyusun
norma
prosedur

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
evaluasi destinasi
perencanaan dan
pengelolaan dan serta
menemu kenali
kelebihan dan
kelemahan
teknis/metode/sistem
cara kerja untuk
pengembangan destinasi
dan sumber daya
pariwisata;

Mampu menyusun
perencanaan peta
potensi destinasi wisata
dan pengelolaan
destinasi wisata serta
menyusun rencana
pengembangan destinasi
dan sumber daya
pariwisata;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait
rencana pengembangan
destinasi dan sumber
daya pariwisata.

12.Teknik
Pariwisata

Promosi

Mampu
dan

mengevaluasi

4.1.

Mampu melakukan
evaluasi terhadap
teknis/ metode/sistem/




Menyusun
norma
prosedur
pelaksanaan
pariwisata

perangkat
standar
instrument
promosi

4.2.

4.3.

cara kerja menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
promosi pariwisata
yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis dan cara kerja
yang dijadikan norma,
standar, prosedur,
kriteria, instrumen
pelaksanaan promosi
pariwisata;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder
pelaksanaan promosi
pariwisata dan
memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada
instansi lain atau
stakeholder terkait
promosi pariwisata.

13.Analisis
kelayakan izin
usaha pariwisata

Mampu
dan

mengevaluasi

Menyusun
norma standar
prosedur instrument
kelayakan izin

perangkat

usaha pariwisata

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan analisis
perizinan usaha
pariwisata serta
menemu kenali
kelebihan dan
kelemahan analisis
kelayakan pemberian
izin usaha pariwisata;
Mampu menyusun
teknik, metode, dan
mengembangkan
kapasitas SDM dalam
menganalisis kelayakan
izin usaha pariwisata;
Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder terkait
pengembangan teknik,
metode, dan kapasitas
SDM analisis pemberian
izin usaha pariwisata.

14.Pembinaan
Kesenian dan
Pengelolaan Cagar
Budaya

Mampu
dan

mengevaluasi

Menyusun
norma

perangkat

standar
prosedur instrument
pembinaan kesenian
dan pengelolaan cagar
budaya

4.1.

4.2.

Mampu melakukan
evaluasi terhadap
pembinaan kesenian
dan pengelolaan cagar
budaya, menemu kenali
kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau
perbaikan  pembinaan
kesenian dan
pengelolaan cagar
budaya yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis dan cara kerja
pelaksanaan pembinaan
kesenian dan
pengelolaan cagar
budaya;




4.3.

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder
pelaksanaan pembinaan
kesenian dan
pengelolaan cagar
budaya dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
pembinaan kesenian
dan pengelolaan cagar
budaya;

15.Pengelolaan
pelestarian tradisi
lokal

Mampu mengevaluasi
dan

Menyusun  perangkat
norma standar
prosedur instrument

pengelolaan pelestarian
tradisi lokal

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
evaluasi terhadap
teknis/metode/sistem

cara kerja menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
pengelolaan pelestarian
tradisi lokal yang lebih

efektif/efisien;

Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma,
standar, prosedur,
kriteria, instrument
pelaksanaan

pengelolaan pelestarian
tradisi lokal;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder
pelaksanaan

pengelolaan pelestarian
tradisi lokal dan
memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada
instansi lain atau
stakeholder terkait
pengelolaan pelestarian
tradisi lokal.

16.Advokasi
Kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan otonomi

daerah  yang
sesuai kondisi

tepat

4.1.

4.2.

4.3.

Mengevaluasi strategi
advokasi yang ada saat
ini, menganalisis
kekuatan dan
kekurangan berbagai
metode yang dijalankan
dengan kelompok

sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma

standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh




mereka

menerapkan

sendiri

otonomi daerah.

dalam
kebijakan

II1. PERSYARATAN JABATAN

Tingkat pentingnya

Urai
rajan terhadap jabatan
Jenis Persyaratan
Mutlak Pentin Perlu
g
A. Pendidika | 1. Jenjang Sarjana atau Diploma IV
n

2. Bidang Pariwisata/ Administrasi/ Sosial Politik/ Hukuk/
Ilmu Ekonomi/ Manajemen/ dan bidang ilmu lain yang

relevan dengan bidang tugas

B. Pelatihan 1. Manajerial | Pelatihan Kepemimpinan N
Pratama
2. Teknis - Pengadaan Barang dan
Jasa;
-  Kepemudaan dan
olahraga;
- Pariwisata; v
-  Manajemen Pemasaran;
- Diklat lain yang relevan
dengan bidang tugas
jabatan
3. Fungsional | Diklat Teknis Fungsional N
sesuai jabatannya
C. Pengalaman kerja - Memiliki pengalaman N
jabatan dalam bidang
tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan
diduduki secara
kumulatif paling kurang
selama S5 (lima) tahun
dibidang kepemudaan
dan olahraga dan
pariwisata
- Sedang/pernah
menduduki jabatan
administrator atau JF ahli N

madya paling singkat 2
(dua) tahun.

D.Pangkat

Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas hasil penyusunan kebijakan pariwisata

dan kebudayaan;

2. Pengelolaan Kebudayaan dan Pembinaan Kesenian
dan Pengelolaan Cagar Budaya;
3. Meningkatnya pariwisata lokal.




23. STANDAR KOMPETENSI JABATAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan

Urusan Pemerintah

Kode Jabatan

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

PERIKANAN

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP,

KELAUTAN DAN

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang

lingkungan hidup,

kelautan dan perikanan yang menjadi

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan
kepada Daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program serta
visi misi Pemerintah Kabupaten Kebumen

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

Mampu
situasi

menciptakan
kerja yang
mendorong kepatuhan
pada nilai, norma, dan
etika organisasi

4.1.

4.2.

4.3.

Menciptakan situasi
kerja yang mendorong
seluruh pemangku
kepentingan mematuhi
nilai, norma, dan etika
organisasi dalam segala
situasi dan kondisi;
Mendukung dan
menerapkan prinsip
moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung
konsekuensinya;

Berani melakukan
koreksi atau mengambil
tindakan
penyimpangan
etik /nilai-nilai
dilakukan oleh orang
lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat
instansi meskipun ada
resiko.

atas
kode

yang

2. Kerjasama

Membangun komitmen
tim, sinergi

4.1.

4.2.

4.3.

Membangun
antar
lingkup
dipimpin;

Memfasilitasi
kepentingan yang
berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta
sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi;
Mengembangkan sistem

sinergi
kerja di
instansi yang

unit




yang menghargai kerja

sama antar unit,
memberikan
dukungan/semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi
dalam rangka

pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran multidimensi
secara lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1.

4.2.

4.3.

Mengintegrasikan
informasi-informasi
penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk

mendapatkan
pemahaman yang sama;
Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan;
Menuangkan
pemikiran/ konsep yang
multidimensi dalam
bentuk tulisan formal;
Menyampaikan
informasi secara
persuasif untuk
mendorong  pemangku
kepentingan sepakat
pada langkah-langkah

bersama dengan tujuan
meningkatkan  kinerja
secara keseluruhan.

4. Orientasi pada Mendorong unit kerja | 4.1. Mendorong unit kerja di
hasil mencapai target yang tingkat instansi untuk
ditetapkan atau mencapai kinerja yang
melebihl hasil kerja melebihi target yang

sebelumnya ditetapkan,;

4.2. Memantau dan
mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras
dengan sasaran
strategis instansi;

4.3. Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama
antar unit kerja dalam
rangka  meningkatkan
efektifitas dan efisiensi
pencaian target
organisasi.

5. Pelayanan Publik Mampu memonitor, | 4.1. Memahami dan memberi
mengevaluasi, perhatian kepada isu-
memperhitungkan dan isu jangka panjang,
mengantisipasi dampak kesempatan atau
dari isu-isu jangka kekuatan politik yang
panjang, kesempatan, mempengaruhi
atau kekuatan politik organisasi dalam
dalam hal pelayanan hubungannya  dengan




kebutuhan pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,

dan profesional

4.2.

4.3.

dunia luar,
memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
terhadap  pelaksanaan
tugas-tugas pelayanan
publik secara objektif,
transparan, dan
professional dalam
lingkup organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya telah
selaras dengan standar
pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, serta

tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai
politik;

Menerapkan strategi
jangka panjang yang
berfokus pada

pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan

dalam menyusun
kebijakan dengan
mengikuti standar
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif,
transparan, tidak
terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok.
6. Pengembangan Menyusun program | 4.1. Menyusun program
diri dan orang lain pengembangan jangka pengembangan jangka
panjang dalam rangka panjang bersama-sama
mendorong manajemen dengan bawahan,
termasuk didalamnya
pembelajaran penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan
dan pengalaman
lainnya, serta
mengalokasikan waktu
untuk mengikuti
pelatihan/ pendidikan/
pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan
balik pada tataran
organisasi;

4.3. Mengembangkan orang-
orang disekitarnya
secara konsisten,
melakukan  kaderisasi




untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola
Perubahan

Memimpin perubahan
pada unit kerja

4.1.

4.2.

4.3.

Mengarahkan unit kerja
untuk lebih siap dalam
menghadapi perubahan
termasuk memitigasi
risiko yang mungkin
terjadi;

Memastikan perubahan
sudah diterapkan secara
aktif di lingkup wunit
kerjanya secara berkala;
Memimpin dan
memastikan penerapan
program-program
perubahan selaras antar
unit kerja.

8. Pengambilan
Keputusan

Menyelesaikan masalah
yang mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi dampak
keputusan, membuat
tindakan pengamanan;
mitigasi risiko

4.1.

4.2.

4.3.

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian  masalah
yang melibatkan
beberapa/ seluruh
fungsi dalam organisasi;

Menghasilkan solusi

dari berbagai masalah
yang kompleks, terkait
dengan bidang kerjanya
yang berdampak pada

pihak lain;

Membuat keputusan
dan mengantisipasi
dampak keputusannya
serta menyiapkan
tindakan
penanganannya

(mitigasi risiko).

B. Sosial Kultural

9. Perekat Bangsa

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan kreatif
untuk  meningkatkan
efektifitas organisasi

4.1.

4.2.

Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintah di
lingkungan kerja dan
masyarakat untuk
senantiasa menjaga

persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan
menerima segala bentuk
perbedaan dalam
kehidupan
bermasyarakat;

Mampu
mendayagunakan
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian
tujuan organisasi;




4.3.

Mampu membuat
program yang
mengakomodasi
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik.

C. Teknis

10. Advokasi
Kebijakan
Lingkungan
hidup, Kelautan
dan Perikanan

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan lingkungan
hidup, kelautan dan
perikanan

4.1

4.2

4.3

Mengevaluasi strategi
advokasi yang ada saat
ini, menganalisis
kekuatan dan
kekurangan berbagai
metode yang dijalankan
dengan kelompok
sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma
standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan kelautan dan
perikanan;
Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh
mereka sendiri dalam
menerapkan  kelautan
dan perikanan;

11. Pengelolaan
Persampahan

Mampu
dan

mengevaluasi

Menyusun perangkat
norma standar
prosedur instrumen

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
evaluasi terhadap
teknis/metode/sistem
cara kerja menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
Pengelolaan
Persampahan yang lebih

efektif/efisien;

Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan
Pengelolaan
Persampahan;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan

dari stakeholder
pelaksanaan

Pengelolaan
Persampahan dan

memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada
instansi lain atau




stakeholder terkait

Pengelolaan
Persampahan.
12. Analisis Dampak Mampu mengevaluasi | 4.1. Mengidentifikasi,
Lingkungan dan menganalisis, teori,
konsep, kebijakan
Menyusun  perangkat analisis dampak
norma standar lingkungan serta
prosedur instrument pelaksanaannya
analisis dampak menemukenali
lingkungan kelebihan dan
kekurangan dan
rekomendasi
perbaikannya;
4.2. Mengembangkan teori,

4.3.

konsep dan analisis
dampak lingkungan,
meyakinkan stakeholder
dan shareholder terkait

untuk menerima
konsep, teori dan
kebijakan yang
dikembangkan;

Menjadi sumber rujukan
dalam implementasi
kebijakan dan
pemecahan masalah

dalam analisis dampak
lingkungan.

13. Analis Kelayakan
Izin Lingkungan
dan PPLH

Mampu mengevaluasi

dan
perangkat
standar
instrumen

menyusun
norma
prosedur

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
evaluasi terhadap
teknis/metode/sistem

cara kerja menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
Analis Kelayakan Izin
Lingkungan dan PPLH

yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,

instrumen pelaksanaan
Analis Kelayakan Izin
Lingkungan dan PPLH;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder
pelaksanaan Analis
Kelayakan Izin
Lingkungan dan PPLH
dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
Analis Kelayakan Izin
Lingkungan dan PPLH.

14. Pembinaan
Nelayan Kecil
dan Pengelolaan
tempat
pelayanan ikan

Mampu mengevaluasi

dan
perangkat
standar
kriteria
melakukan

menyusun
norma
prosedur
dalam

4.1.

Mampu melakukan
evaluasi terhadap
teknis/metode/sistem
cara kerja, menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau




pembinaan nelayan
kecil dan pengelolaan
tempat pelayanan ikan

4.2.

4.3.

perbaikan cara kerja
pembinaan nelayan kecil
dan pengelolaan tempat
pelayanan ikan yang
lebih efektif/efisien;

Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,

instrumen pelaksanaan
pembinaan nelayan kecil
dan pengelolaan tempat
pelayanan ikan;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder
pelaksanaan pembinaan
nelayan kecil dan
pengelolaan tempat
pelayanan ikan dan
memberikan bimbingan

dan fasilitasi kepada
instansi lain atau
stakeholder terkait

pembinaan nelayan kecil
dan pengelolaan tempat
pelayanan ikan.

15. Pemetaan
potensi kelautan
dan perikanan

Mampu mengevaluasi
dan

Menyusun  perangkat
norma standar
prosedur, kriteria
Pemetaan potensi

kelautan dan perikanan

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
evaluasi terhadap
teknis/metode/sistem
cara kerja
menemukenali
kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
terkait Pemetaan potensi
kelautan dan perikanan
yang lebih efektif dan
efisien;

Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,

instrumen pelaksanaan
Pemetaan potensi
kelautan dan perikanan;

Mampu meyakinkan dan
mampu memperoleh
dukungan dari

stakeholder pelaksanaan
Pemetaan potensi usaha
kelautan dan perikanan
dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi
kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
Pemetaan potensi
kelautan dan perikanan
serta mampu mengambil
keputusan dalam
pemecahan masalah
teknis operasional yang
timbul dalam Pemetaan
potensi kelautan dan
perikanan.




16.Pengawasan Mampu menyusun | 4.1. Mampu menyusun
Pengelolaan konsep kebijakan dan pedoman, petunjuk
Sumber Daya rekomendasi terkait teknis, cara kerja yang
Perikanan pengawasan dijadikan intrumen

Penangkapan pelaksanaan
pengawasan

ikan, pengawasan Penangkapan ikan,

Pembudidaya ikan dan pengawasan

pengawasan Pembudldaya ikan dan

pengolahan hasil pengawasan )

perikanan pengolahan hasil
perikanan mencakup
pengawasan asal bahan
baku yang masuk ke
unit pengolahan ikan
(UPI);

4.2. Pengawasan
penggunaan bahan
tambahan pangan
berbahaya pada produk
perikanan di UPI, sentra
perikanan, pasar
tradisional, pasar
modern, dan
pemeriksaan dokumen
perijinan dan non
perijinan sektor
perikanan;

4.3. Mampu mengevaluasi
penerapan standar
kompetensi dan
kualifikasi di bidang
pengawasan
Penangkapan ikan,
pengawasan
Pembudidaya ikan dan
pengawasan pengolahan
hasil perikanann, serta
mampu menjadi mentor
dan rujukan
penyelesaian  masalah
perihal pengawasan
pengeloan hasil
perikanan.

4.4. Mampu
merekomendasikan
kebijakan hasil
pengawasan asal bahan
baku, pengawasan
penggunaan bahan
tambahan pangan
berbahaya, dan
pemeriksaan dokumen
perijinan non perijinan
pada UPI.

17. Advokasi Mampu 4.1. Mengevaluasi strategi
Kebijakan mengembangkan advokasi yang ada saat
Otonomi Daerah strategi advokasi ini, menganalisis

kebijakan otonomi kekuatan dan
daerah  yang  tepat kekurangan berbagai
sesuai kondisi metode yang dijalankan

dengan kelompok

4.2.

sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma

standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk




teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah;

4.3. Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh
mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

1. PERSYARATAN JABATAN
Uraian Tingkat per.ltingnya
terhadap jabatan
Jenis Persyaratan
Mutlak Pentin Perlu
g
A. Pendidika | 1. Jenjang Sarjana atau Diploma IV
n
2. Bidang Kelautan/ Perikanan/ Administrasi/ Sosial Politik/
[Imu Hukum/ Ekonomi/ Manajemen/ dan bidang ilmu lain
yang relevan dengan bidang tugas
B. Pelatihan 1. Manajerial | Pelatihan Kepemimpinan N
Pratama
2. Teknis - Pengadaan Barang dan
Jasa;
- Kelautan dan Perikanan,;
- Budidaya Ikan; N
- Manajemen Pemasaran;
- Diklat lain yang relevan
dengan bidang tugas
jabatan
3. Fungsional | Diklat Teknis Fungsional N
sesuai jabatannya
C. Pengalaman kerja - Memiliki pengalaman N
jabatan dalam bidang
tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan
diduduki secara
kumulatif paling kurang
selama S5 (lima) tahun
dibidang kelautan dan
perikanan
- Sedang/pernah
menduduki jabatan
administrator atau JF ahli
madya paling singkat 2
(dua) tahun.
D.Pangkat Pembina (IV/a)
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
(berkurangnya pencemaran udara, air, tanah);
2. Peningkatan kualitas pengelolaan kebersihan;
3. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap;
4. Peningkatan Kesejahteraan Nelayan dan Petani
Budidaya Ikan




24. STANDAR KOMPETENSI JABATAN

PERPUSTAKAAN

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan

Urusan Pemerintah

Kode Jabatan

KEPALA DINAS KEARSIPAN

DAN

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Melaksanakan sebagian tugas Bupati di bidang kearsipan dan
perpustakaan dengan cara merencanakan, mengkoordinasikan,

melaksanakan

dan

perencanaan.

mengendalikan
perpustakaan dan kearsipan agar tercapai

tugas di bidang

sesuai dengan

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

Mampu
situasi

menciptakan
kerja yang
mendorong kepatuhan
pada nilai, norma, dan
etika organisasi

4.1.

4.2.

4.3.

Menciptakan situasi
kerja yang mendorong
seluruh pemangku
kepentingan mematuhi
nilai, norma, dan etika
organisasi dalam segala
situasi dan kondisi;
Mendukung

menerapkan

dan
prinsip
moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
konsekuensinya;
Berani melakukan
koreksi atau mengambil
tindakan atas
penyimpangan kode
etik /nilai-nilai yang
dilakukan oleh orang
lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat
instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama

Membangun komitmen
tim, sinergi

4.1.

4.2.

4.3.

Membangun
antar
lingkup
dipimpin;

Memfasilitasi
kepentingan yang
berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta
sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi;
Mengembangkan sistem
yang menghargai kerja
sama antar unit,
memberikan
dukungan/semangat

sinergi
kerja di
instansi yang

unit




untuk memastikan
tercapainya sinergi
dalam rangka

pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran multidimensi
secara lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1.

4.2.

4.3.

Mengintegrasikan
informasi-informasi
penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk

mendapatkan
pemahaman yang sama;
Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan;
Menuangkan
pemikiran/ konsep yang
multidimensi dalam
bentuk tulisan formal,
Menyampaikan
informasi secara
persuasif untuk
mendorong  pemangku
kepentingan sepakat
pada langkah-langkah

bersama dengan tujuan
meningkatkan  kinerja
secara keseluruhan.

4. Orientasi
hasil

pada

Mendorong unit kerja
mencapai target yang
ditetapkan atau
melebihl hasil kerja
sebelumnya

4.1.

4.2.

4.3.

Mendorong unit kerja di
tingkat instansi untuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang
ditetapkan,;

Memantau dan
mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar
dengan
strategis instansi;
Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama
antar unit kerja dalam
rangka  meningkatkan
efektifitas dan efisiensi
pencaian target
organisasi.

selaras
sasaran

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,

memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
dari isu-isu jangka
panjang, kesempatan,
atau kekuatan politik

dalam hal pelayanan
kebutuhan pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,

dan profesional

4.1.

Memahami dan memberi
perhatian kepada isu-

isu jangka panjang,
kesempatan atau
kekuatan politik yang
mempengaruhi

organisasi dalam
hubungannya  dengan
dunia luar,

memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
terhadap  pelaksanaan




4.2.

4.3.

tugas-tugas pelayanan
publik secara objektif,
transparan, dan
professional dalam
lingkup organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya telah
selaras dengan standar
pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, serta

tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai
politik;

Menerapkan strategi
jangka panjang yang
berfokus pada

pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan
dalam menyusun
kebijakan dengan
mengikuti standar
objektif, tidak
memihak, tidak
diskriminatif,
transparan,
terpengaruh
kepentingan
kelompok.

netral,

tidak

pribadi/

6. Pengembangan
diri dan orang lain

Menyusun program
pengembangan jangka
panjang dalam rangka

mendorong manajemen

pembelajaran

4.1.

4.2.

4.3.

Menyusun program
pengembangan jangka
panjang bersama-sama
dengan bawahan,
termasuk  didalamnya
penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan
dan pengalaman
lainnya, serta
mengalokasikan waktu
untuk mengikuti
pelatihan/ pendidikan/
pengembangan
kompetensi dan karir;
Melaksanakan
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan
balik pada tataran
organisasi;
Mengembangkan orang-
orang disekitarnya
secara konsisten,
melakukan  kaderisasi
untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola

Memimpin perubahan

4.1.

Mengarahkan unit kerja




Perubahan

pada unit kerja

4.2.

4.3.

untuk lebih siap dalam
menghadapi perubahan
termasuk memitigasi
risiko yang mungkin
terjadi;

Memastikan perubahan
sudah diterapkan secara
aktif di lingkup wunit
kerjanya secara berkala;
Memimpin dan
memastikan penerapan
program-program
perubahan selaras antar
unit kerja.

8. Pengambilan
Keputusan

Menyelesaikan masalah
yang mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi dampak
keputusan, membuat
tindakan pengamanan;
mitigasi risiko

4.1.

4.2.

4.3.

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian  masalah
yang melibatkan
beberapa/ seluruh
fungsi dalam organisasi;
Menghasilkan solusi

dari berbagai masalah
yang kompleks, terkait
dengan bidang kerjanya
yang berdampak pada

pihak lain;

Membuat keputusan
dan mengantisipasi
dampak keputusannya
serta menyiapkan
tindakan
penanganannya

(mitigasi risiko).

B. Sosial Kultural

9. Perekat Bangsa

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan kreatif
untuk  meningkatkan
efektifitas organisasi

4.1.

4.2.

4.3.

Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintah di
lingkungan kerja dan
masyarakat untuk
senantiasa menjaga

persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan
menerima segala bentuk
perbedaan
kehidupan
bermasyarakat;
Mampu
mendayagunakan
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian
tujuan organisasi;
Mampu membuat
program yang
mengakomodasi

dalam




perbedaan latar
belakang,

agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik.
C. Teknis
10. Advokasi Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi
Kebijakan mengembangkan advokasi yang ada saat
Kearsipan dan strategi advokasi ini, menganalisis
Perpustakaan kebijakan kearsipan kekuatan dan
dan perpustakaan kekurangan berbagai
metode yang dijalankan
dengan kelompok

4.2

4.3

sasaran yang berbeda;

Mengembangkan norma
standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk

teknis strategi advokasi
kebijakan kearsipan dan
perpustakaan;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh
mereka sendiri dalam

menerapkan kebijakan
kearsipan dan
perpustakaan;
11. Pengelolaan Mampu mengevaluasi | 4.1. Mampu melakukan
Arsip dan menyusun evaluasi terhadap
perangkat norma teknls/ metode/ sistem
standar prosedur cara kerja menemukan
instrumen pengelolaan kelebihan dan
arsip kekurangan, melakukan
pengembangan atau

4.2.

4.3.

perbaikan cara kerja
pengelolaan arsip yang
lebih efektif/ efisien;

Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,

instrumen pelaksanaan
pengelolaan arsip;
Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder
pelaksanaan
pengelolaan arsip dan
memberikan bimbingan

dan fasilitasi kepada
instansi lain atau
stakeholder terkait
pengelolaan arsip.

12. Pelindungan dan Mampu mengevaluasi | 4.1. Mampu melakukan
Penyelamatan dan menyusun evaluasi terhadap
Arsip perangkat norma teknis/ metode/ sistem

standar prosedur cara kerja menemukan

instrumen pelindungan

kelebihan dan




dan penyelamatan arsip

4.2.

4.3.

kekurangan, melakukan

pengembangan atau
perbaikan cara kerja
pelindungan dan
penyelamatan arsip
yang lebih efektif/
efisien,;

Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan
pelindungan dan

penyelamatan arsip;
Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan

dari stakeholder
pelaksanaan
pelindungan dan

penyelamatan arsip dan
memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada
instansi lain atau
stakeholder terkait
pelindungan dan
penyelamatan arsip.

13. Pengelolaan
Perpustakaan

Mampu
mengembangkan

perangkat norma
standar prosedur dan
mengevaluasi
pengelolaan

perpustakaan

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
evaluasi pelaksanaan
pengelolaan
perpustakaan serta
menemukan kelebihan
dan kekurangan dalam
melakukan
pengembangan atau
perbaikan pelaksanaan
pengelolaan
perpustakaan dan
kerarsipan yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun
perbaikan/pedoman
operasional pengelolaan
sarana dan prasarana
Perpustakaan dan
Kearsipan;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder
terhadap pengelolaan
sarana dan prasarana
Perpustakaan dan
Kearsipan serta
memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada
kepada instansi setiap
unit lainnya atau
stakeholder terkait
pengelolaan sarana dan
prasarana Perpustakaan
dan Kearsipan;

14. Pembudayaan
Gemar Membaca

Mampu mengevaluasi
dan menyusun
perangkat norma
standar prosedur
instrumen

pembudayaan gemar

4.1.

Mampu melakukan
evaluasi terhadap
teknis/ metode/ sistem
cara kerja menemukan
kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau




membaca perbaikan cara kerja
pembudayaan gemar
membaca yang lebih
efektif/ efisien;

4.2. Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan
pembudayaan gemar
membaca;

4.3. Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan

dari stakeholder
pelaksanaan

pembudayaan gemar
membaca dan

memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada

instansi lain atau
stakeholder terkait
pembudayaan gemar
membaca.

15. Advokasi 4 Mampu 4.1. Mengevaluasi strategi
Kebijakan mengembangkan advokasi yang ada saat
Otonomi Daerah strategi advokasi ini, menganalisis

kebijakan otonomi kekuatan dan
daerah yang  tepat kekurangan berbagai
sesuai kondisi metode yang dijalankan

dengan kelompok

sasaran yang berbeda;
4.2. Mengembangkan norma

standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah;

4.3. Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh
mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

I1I. PERSYARATAN JABATAN
Uraian Tingkat per.1t1ngnya
terhadap jabatan
Jenis Persyaratan

Mutlak Per;tln Perlu

A. Pendidika | 1. Jenjang Sarjana atau Diploma IV

n

2. Bidang Kearsipan/ Perpustakaan/ Administrasi/ Sosial
[Imu Politik/ Hukum/ Ekonomi/ Manajemen/ dan bidang




ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas

B. Pelatihan 1. Manajerial | Pelatihan Kepemimpinan J
Pratama

2. Teknis - Pengadaan Barang dan
Jasa;

- Pengelolaan Arsip;

- Perpustakaan;

- Diklat lain yang relevan
dengan bidang tugas

jabatan
3. Fungsional | Diklat Teknis Fungsional V
sesuai jabatannya
C. Pengalaman kerja - Memiliki pengalaman N

jabatan dalam bidang
tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan
diduduki secara
kumulatif paling kurang
selama S5 (lima) tahun
dibidang kearsipan dan
perpustakaan

- Sedang/pernah
menduduki jabatan
administrator atau JF ahli
madya paling singkat 2 N
(dua) tahun.

D.Pangkat Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas pengelolaan perpustakaan;
2. Kualitas pengelolaan arsip dan penyelamatan arsip.




25. STANDAR KOMPETENSI JABATAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Nama Jabatan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL

Kelompok Jabatan JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
Urusan Pemerintah ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL
Kode Jabatan
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Jabatan Melaksanakan sebagian tugas Bupati/Walikota dalam

mengendalikan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan urusan
pemerintah bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

Mampu  menciptakan
situasi  kerja  yang
mendorong kepatuhan
pada nilai, norma, dan
etika organisasi

4.1.

4.2.

4.3.

Menciptakan situasi
kerja yang mendorong
seluruh pemangku
kepentingan mematuhi
nilai, norma, dan etika
organisasi dalam segala
situasi dan kondisi;
Mendukung dan
menerapkan prinsip
moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung
konsekuensinya;

Berani
koreksi atau mengambil
tindakan
penyimpangan
etik /nilai-nilai
dilakukan oleh orang
lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat
instansi meskipun ada
resiko.

melakukan

atas
kode

yang

2. Kerjasama

Membangun komitmen
tim, sinergi

4.1.

4.2.

4.3.

Membangun
antar
lingkup
dipimpin;

Memfasilitasi
kepentingan yang
berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta
sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi;
Mengembangkan sistem
yang menghargai kerja
sama antar unit,

sinergi
kerja di
instansi yang

unit




memberikan
dukungan/semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi
dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran multidimensi
secara lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1.

4.2.

4.3.

Mengintegrasikan
informasi-informasi
penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk

mendapatkan
pemahaman yang sama;
Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan;
Menuangkan
pemikiran/ konsep yang
multidimensi dalam
bentuk tulisan formal;
Menyampaikan
informasi secara
persuasif untuk
mendorong  pemangku
kepentingan sepakat
pada langkah-langkah

bersama dengan tujuan
meningkatkan  kinerja
secara keseluruhan.

4. Orientasi
hasil

pada

Mendorong unit kerja
mencapai target yang

4.1.

Mendorong unit kerja di
tingkat instansi untuk

ditetapkan atau mencapai kinerja yang
melebihl hasil kerja melebihi target yang
sebelumnya ditetapkan,;

4.2. Memantau dan
mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras
dengan sasaran
strategis instansi;

4.3. Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama
antar unit kerja dalam
rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi
pencaian target
organisasi.

5. Pelayanan Publik Mampu memonitor, | 4.1. Memahami dan memberi
mengevaluasi, perhatian kepada isu-
memperhitungkan dan isu jangka panjang,
mengantisipasi dampak kesempatan atau
dari isu-isu jangka kekuatan politik yang
panjang, kesempatan, mempengaruhi
atau kekuatan politik organisasi dalam
dalam hal pelayanan hubungannya  dengan
kebutuhan pemangku dunia luar,

kepentingan yang

memperhitungkan dan




transparan,
dan profesional

objektif,

4.2.

4.3.

mengantisipasi dampak
terhadap  pelaksanaan
tugas-tugas pelayanan
publik secara objektif,
transparan, dan
professional dalam
lingkup organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya telah
selaras dengan standar
pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, serta

tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai
politik;

Menerapkan strategi
jangka panjang yang
berfokus pada

pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan

dalam menyusun
kebijakan dengan
mengikuti standar
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif,
transparan, tidak
terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok.
6. Pengembangan Menyusun program | 4.1. Menyusun program
diri dan orang lain pengembangan jangka pengembangan jangka
panjang dalam rangka panjang bersama-sama
mendorong manajemen dengan bawahan,
termasuk didalamnya
pembelajaran penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan
dan pengalaman
lainnya, serta
mengalokasikan waktu
untuk mengikuti
pelatihan/ pendidikan/
pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2. Melaksanakan
manajemen
pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan
balik pada tataran
organisasi;

4.3. Mengembangkan orang-
orang disekitarnya
secara konsisten,
melakukan  kaderisasi

untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.




7. Mengelola
Perubahan

Memimpin perubahan
pada unit kerja

4.1.

4.2.

4.3.

Mengarahkan unit kerja
untuk lebih siap dalam
menghadapi perubahan
termasuk memitigasi
risiko yang mungkin
terjadi;

Memastikan perubahan
sudah diterapkan secara
aktif di lingkup wunit
kerjanya secara berkala;
Memimpin dan
memastikan penerapan
program-program
perubahan selaras antar
unit kerja.

8. Pengambilan
Keputusan

Menyelesaikan masalah
yang mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi dampak
keputusan, membuat
tindakan pengamanan;
mitigasi risiko

4.1.

4.2.

4.3.

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian  masalah
yang melibatkan
beberapa/ seluruh

fungsi dalam organisasi;
Menghasilkan solusi
dari berbagai masalah
yang kompleks, terkait
dengan bidang kerjanya
yang berdampak pada

pihak lain;

Membuat keputusan
dan mengantisipasi
dampak keputusannya
serta menyiapkan
tindakan
penanganannya

(mitigasi risiko).

B. Sosial Kultural

9. Perekat Bangsa

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan kreatif
untuk  meningkatkan
efektifitas organisasi

4.1.

4.2.

4.3.

Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintah di
lingkungan kerja dan
masyarakat untuk
senantiasa menjaga

persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan
menerima segala bentuk
perbedaan dalam
kehidupan
bermasyarakat;

Mampu
mendayagunakan
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian
tujuan organisasi;
Mampu membuat




program yang

mengakomodasi
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik.
C. Teknis
10. Advokasi Mampu 4.1 Mengevaluasi strategi
Kebijakan mengembangkan advokasi yang ada saat
Administrasi strategi advokasi ini, menganalisis
Kependudukan kebijakan administrasi kekuatan dan
dan Pencatatan kependudukan dan kekurangan berbagai
Sipil pencatatan sipil metode yang dijalankan
dengan kelompok

4.2

4.3

sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma

standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan administrasi
kependudukan dan

pencatatan sipil;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh

mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
administrasi

kependudukan dan

pencatatan sipil;

11. Teknik Tata
Kelola Pelayanan
Pendaftaran
Penduduk

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan pelayanan
kependudukan dan
menyusun petunjuk
teknis dan prosedur
Tata Kelola Pelayanan
Pendaftaran Penduduk

4.1.

4.2.

4.3.

Mengevaluasi efektifitas
penerapan prosedur
Tata Kelola Pelayanan
Pendaftaran Penduduk;
Menguji Tata  Kelola
Pelayanan Pendaftaran
Penduduk dalam
pelaksanaan kegiatan di
unit kerjanya;

Mampu
mengkoordinasikan
Pelaksanaan Pelayanan
Pendaftaran Penduduk
serta memberikan
biimbingan dan fasilitasi
kepada stakeholder agar
dapat terselenggara
sesuai dengan standar
yang telah ditetapkan

12. Teknik Tata
Kelola Pelayanan
Pencatatan Sipil

Mampu mengevaluasi
pelaksanaan pelayanan
pencatatan sipil dan
menyusun petunjuk
teknis dan prosedur
tata kelola pelayanan
pencatatan sipil

4.1.

4.2.

Mengevaluasi efektifitas
penerapan prosedur tata
kelola pelayanan
pencatatan sipil;

Menguji  tata  kelola
pelayanan pencatatan
sipil dalam pelaksanaan
kegiatan di unit

kerjanya;




4.3.

Mampu
mengkoordinasikan
pelaksanaan Pelayanan
Pencatatan Sipil serta
memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada
stakeholder agar dapat
terselenggara sesuai
dengan standar yang
telah ditetapkan.

13. Sistem Infomasi
Administrasi
Kependudukan

Mampu
dan

mengevaluasi

menyusun petunjuk
teknis sistem informasi
administrasi
kependudukan

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
evaluasi sistem
informasi administrasi
kependudukan,
menemu kenali
kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan sistem
informasi administrasi
kependudukan yang
lebih efektif/ efisien;
Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,
instrumen sistem
manajemen administrasi
kependudukan;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder
terhadap sistem
informasi  administrasi
kependudukan serta
memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada
instansi lain atau
stakeholder terkait
sistem informasi
administrasi
kependudukan.

14.Pengelolaan data
kependudukan

Mampu
dan

mengevaluasi

menyusun petunjuk
teknis dan prosedur
pengelolaan data
kependudukan

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
evaluasi pengelolaan
data kependudukan,
menemu kenali
kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan  pengelolaan
data kependudukan
kependudukan yang
lebih efektif/ efisien;

Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,
instrumen pengelolaan

data kependudukan;
Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan

dari stakeholder
terhadap pengelolaan
data kependudukan
serta memberikan

bimbingan dan fasilitasi




kepada instansi lain
atau stakeholder terkait

pengelolaan data
kependudukan.

15. Advokasi 4 Mampu 4.1. Mengevaluasi strategi
Kebijakan mengembangkan advokasi yang ada saat
Otonomi Daerah strategi advokasi ini, menganalisis

kebijakan otonomi kekuatan dan
daerah  yang  tepat kekurangan berbagai
sesuai kondisi metode yang dijalankan

dengan kelompok

sasaran yang berbeda;
4.2. Mengembangkan norma

standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah;

4.3. Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh
mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

II1. PERSYARATAN JABATAN

Tingkat pentingnya

Urai
rajan terhadap jabatan

Jenis Persyaratan

Mutlak Pentin Perlu

g

A. Pendidika | 1. Jenjang Sarjana atau Diploma IV
n

2. Bidang Kependudukan/ Administrasi/ Sosial Politik/ Hukum/
Imu Ekonomi/ Manajemen/ dan bidang ilmu lain yang
relevan dengan bidang tugas

B. Pelatihan 1. Manajerial | Pelatihan Kepemimpinan N
Pratama

2. Teknis - Pengadaan Barang dan
Jasa;

- Pengelolaan Arsip;

- Perpustakaan;

- Diklat lain yang relevan
dengan bidang tugas
jabatan

3. Fungsional | Diklat Teknis Fungsional N
sesuai jabatannya

C. Pengalaman kerja - Memiliki pengalaman N
jabatan dalam bidang
tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan
diduduki secara
kumulatif paling kurang
selama S (lima) tahun
dibidang administrasi
kependudukan dan




pencatatan sipil

- Sedang/pernah
menduduki jabatan
administrator atau JF ahli
madya paling singkat 2
(dua) tahun.

D.Pangkat

Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan
sipil;
2. Akurasi dan keaktualan data kependudukan.




26. STANDAR KOMPETENSI JABATAN KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Nama Jabatan

Kelompok Jabatan

Urusan Pemerintah : PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
Kode Jabatan :o--
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitas,

Jabatan menyelenggarakan, mengawasan dan mengendalikan urusan
perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, serta
penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas dukungan
teknis, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis fungsi-
fungsi penunjang yang mencakup perencanaan pemerintahan dan
sosial, perencanaan ekonomi dan prasarana wilayah, dan
perencanaan pembangunan daerah.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi Lelve Diskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 | Mampu 4.1. Menciptakan situasi kerja yang
menciptakan mendorong  seluruh  pemangku
situasi kerja kepentingan mematuhi nilai, norma,
yang mendorong dan etika organisasi dalam segala
kepatuhan pada situasi dan kondisi;
nilai, norma, dan | 4.2. Mendukung dan menerapkan
etika organisasi prinsip moral dan standar etika

yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya,;
4.3.Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain,
pada tataran lingkup kerja setingkat
instansi meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 | Membangun 4.1. Membangun sinergi antar unit kerja
komitmen  tim, di lingkup instansi yang dipimpin;
sinergi 4.2. Memfasilitasi  kepentingan yang

berbeda dari wunit kerja lain
sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi;

4.3. Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan  dukungan/semangat
untuk memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 | Mampu 4.1. Mengintegrasikan informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi

L dengan pihak lain untuk
pemikiran

mendapatkan pemahaman yang

multidimensi sama; Berbagi informasi dengan

pemangku kepentingan untuk




secara lisan dan
tertulis untuk
mendorong

kesepakatan
dengan  tujuan
meningkatkan

kinerja secara
keseluruhan

4.2.

4.3.

tujuan meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;

Menuangkan pemikiran/konsep
yang multidimensi dalam bentuk
tulisan formal;

Menyampaikan informasi secara
persuasif untuk mendorong
pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-langkah  bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada Mendorong wunit | 4.1. Mendorong unit kerja di tingkat
hasil kerja mencapai instansi untuk mencapai kinerja
target yang yang melebihi target yang
ditetapkan atau ditetapkan,;
melebihl hasil | 4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil
kerja sebelumnya kerja unitnya agar selaras dengan
sasaran strategis instansi;

4.3. Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar wunit kerja
dalam rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pencaian
target organisasi.

5. Pelayanan Mampu 4.1. Memahami dan memberi perhatian
Publik memonitor, kepada isu-isu jangka panjang,

mengevaluasi, kesempatan atau kekuatan politik
memperhitungka yang mempengaruhi  organisasi
n dan dalam hubungannya dengan dunia
mengantisipasi luar, memperhitungkan dan
dampak dari isu- mengantisipasi dampak terhadap
isu jangka pelaksanaan tugas-tugas pelayanan
panjang, publik secara objektif, transparan,
kesempatan, dan professional dalam lingkup
atau organisasi;
... | 4.2. Menjaga agar kebijakan pelayanan
kekuatan politik . .
dalam hal Pubhk .yang diselenggarakan oleh
instansinya telah selaras dengan
pelayanan standar pelayanan yang objektif,
kebutuhan netral, tidak memihak, tidak
pemangku diskriminatif, serta tidak
kepentingan terpengaruh kepentingan pribadi/
y a1"1g ‘Fransparan, kelompok/ partai politik;
objektif, dan .. .
profesional 4.3. Menerapkan strategi jangka panjang
yang berfokus pada pemenuhan
kebutuhan pemangku kepentingan
dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskriminatif,
transparan, tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/ kelompok.

6. Pengembangan Menyusun 4.1. Menyusun program pengembangan
diri dan orang program jangka  panjang  bersama-sama
lain pengembangan dengan bawahan, termasuk

jangka panjang didalamnya  penetapan  tujuan,
dalam rangka bimbingan, penugasan dan

pengalaman lainnya, serta
mendf)rong mengalokasikan waktu untuk
manajemen mengikuti pelatihan/ pendidikan/
pembelajaran pengembangan kompetensi dan

karir;




4.2. Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi
dan umpan balik pada tataran
organisasi;

4.3. Mengembangkan orang-orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk posisi-
posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola Memimpin 4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih
Perubahan perubahan pada siap dalam menghadapi perubahan
unit kerja termasuk memitigasi risiko yang

mungkin terjadi;

4.2. Memastikan  perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup
unit kerjanya secara berkala;

4.3. Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan Menyelesaikan 4.1. Menyusun dan/atau memutuskan
Keputusan masalah yang konsep penyelesaian masalah yang
mengandung melibatkan  beberapa/ seluruh
risiko tinggi, fungsi dalam organisasi;
mengantisipasi 4.2. Menghasilkan solusi dari berbagai
dampak masalah yang kompleks, terkait
keputusan, dengan bidang kerjanya yang
membuat berdampak pada pihak lain;
tindakan 4.3. Membuat keputusan dan
pengamanan; mengantisipasi dampak
mitigasi risiko keputusannya serta menyiapkan
tindakan penanganannya (mitigasi
risiko).
B. Sosial Kultural
9. Perekat Mendayagunaka | 4.1.Menginisiasi dan merepresentasikan
Bangsa n perbedaan pemerintah di lingkungan kerja dan
secara masyarakat untuk senantiasa
konstruktif dan menjaga persatuan dan kesatuan
kreatif untuk dalam keberagaman dan menerima
meningkatkan segala bentuk perbedaan dalam
efektifitas kehidupan bermasyarakat;
organisasi 4.2. Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku, gender,
sosial ekonomi, preferensi politik
untuk mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;

4.3. Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

C. Teknis
10.Advokasi Mampu 4.1. Mengevaluasi strategi advokasi yang
Kebijakan mengembangkan ada saat ini, menganalisis kekuatan
Bidang i ) dan kekurangan berbagai metode
strategi advokasi ..
Perencanaan, . ) yang dijalankan dengan kelompok
o kebijakan bidang
Penelitian dan sasaran yang berbeda;
Pengembangan peren'c'anaan, 4.2. Mengembangkan norma standar,
penelitian dan o
prosedur, kriteria, pedoman,
pengembangan

dan/atau petunjuk teknis strategi




yang tepat sesuai
kondisi.

4.3.

advokasi
perencanaan,
pengembangan;

Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan strategi advokasi
yang dapat dijalankan oleh mereka
sendiri dalam menerapkan
kebijakan bidang perencanaan,
penelitian dan pengembangan.

kebijakan bidang
penelitian dan

11.Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Mampu
melakukan
evaluasi dan
mengoordinasika
penyusunan

perencanaan
pembangunan

daerah.

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/sistem
cara kerja, perencanaan
pembangunan daerah, menemu
kenali kelebihan dan kekurangan,
melakukan pengembangan atau
perbaikan cara kerja perencanaan
pembangunandaerah yang lebih
efektif/efisien;
Mampu
penyusunan
pembangunan daerah;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari stake
holder pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah dan
memberikan bimbingan
fasilitasi kepada instansi lain atau
terkait perencanaan pembangunan
daerah.

mengoordinasikan
perencanaan

serta

12.Penyusunan
RPJM/RPJP
dan RRT

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan
penyusunan

RPJM/RPJP dan
RRT

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan evaluasi
terhadap teknis/metode/sistem
cara kerja penyusunan RPJM/RPJP
dan RRT, menemukenali kelebihan
dan kekurangan, melakukan
pengembangan atau perbaikan cara
kerja penyusunan RPJM/RPJP dan
RRT yang lebih efektif/efisien;
Mampu mengoordinasikan
penyusunan RPJM /RPJP dan RRT;
Mampu meyakinkan
danmmemperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
penyusunan RPJM/RPJP dan RRT
dan memberikan bimbingan serta
fasilitasi kepada instansi lain atau
terkait perencanaan pembangunan
daerah.

13. Pengembangan
Fasilitasi dan
Inovasi Daerah

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan

pembinaan
fasilitasi dan
inovasi daerah.

4.1.

4.2.

Mampu mengevaluasi pelaksanaan
pembinaan, penyelenggaraan, dan
efektifitas fasilitasi dan inovasi
daerah  serta menemu  kenali
kelebihan dan kelemahan efektifitas
penyelenggaraan fasilitasi dan
inovasi daerah;

Mampu menyusun teknik, metode
pembinaan dan  pengembangan
fasilitasi dan inovasi daerah, serta
mengembangkan kapasitas SDM
dalam fasilitasi dan inovasi daerah;




4.3.

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait pengembangan
teknik, metode, dan kapasitas SDM
untuk pembinaan dan
pengembangan fasilitasi dan inovasi
daerah.

14.Pengelolaan
Pelaksanaan
Penelitian dan
Pengembangan

Mampu
mengevaluasi
pelaksanaan
penelitian dan
pengembangan.

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan evaluasi
perencanaan, pengelolaan,
administrasi, dan realisasi
penelitian dan pengembangan, serta
menemu kenali kelebihan dan
kelemahan pelaksanaan penelitian
dan pengembangan;

Mampu menyusun pedoman
petunjuk teknis tata cara penelitian
dan pengembangan;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait perbaikan tata
cara penelitian dan pengembangan.

15.Advokasi
kebijakan
Otonomi
Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan
otonomi daerah
yang tepat sesuai
kondisi.

4.1.

4.2.

4.3.

Mengevaluasi strategi advokasi yang
ada saat ini, menganalisis kekuatan
dan kekurangan berbagai metode
yang dijalankan dengan kelompok
sasaran yang berbeda;

Mengembangkan norma standar,
prosedur, Kkriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk teknis strategi
advokasi kebijakan otonomi daerah;
Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan
mengembangkan strategi advokasi
yang dapat dijalankan oleh mereka
sendiri menerapkan
kebijakan otonomi daerah.

untuk

dalam




III. PERSYARATAN JABATAN

Tingkat pentingnya terhadap

Jenis Persyaratan Uraian jabatan

Mutlak | Penting | Perlu

A. Pendidikan 1 Jenjang Sarjana atau Diploma IV

2 Bidang Ilmu | Ilmu Pemerintahan/ Manajemen/ Kebijakan Publik/
IImu Hukum/ Sosial Politik/ Ilmu Administrasi/
Teknik/ Ekonomi dan bidang ilmu lain yang relevan
dengan bidang tugas

B. Pelatihan 1 Manajerial Pelatihan
Kepemimpinan \

Pratama

2 Teknis - Perencanaan;

- Manajemen
Keuangan;

- Manajemen
Kepegawaian;

- Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah;

- Manajemen
Aset/Barang
Milik Negara;

- Diklat lain yang
relevan  dengan
bidang tugas
jabatan

3 Fungsional Diklat Teknis N

Fungsional sesuai

jabatannya

C. Pengalaman kerja - Memiliki \
pengalaman
jabatan dalam
bidang tugas
yang terkait
dengan jabatan
yang akan
diduduki secara
kumulatif paling
kurang selama 5
(lima) tahun;

- Sedang/pernah
menduduki
jabatan
administrator
atau JF  ahli N
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun.

D.Pangkat Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas hasil perencanaan pembangunan dan
prasarana wilayah;
2. Kualitas hasil dan pemanfaat penelitian dan




pengembangan. ‘




27. STANDAR KOMPETENSI JABATAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nama Jabatan

Kelompok Jabatan

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Urusan Pemerintah : BIDANG KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
Kode Jabatan --
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
I. IKHTISAR JABATAN
Ikhtisar Memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi,
Jabatan menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di
bidang kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia
berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.
II. STANDAR KOMPETENSI
Kompetensi Lelve Diskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 | Mampu 4.1. Menciptakan situasi kerja yang
menciptakan mendorong seluruh pemangku
situasi kerja yang kepentingan mematuhi nilai,
mendorong norma, dan etika organisasi dalam
kepatuhan  pada segala situasi dan kondisi;
nilai, norma, dan | 4.2. Mendukung dan menerapkan
etika organisasi prinsip moral dan standar etika

yang tinggi, serta berani
menanggung konsekuensinya;

4.3.Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain,
pada  tataran lingkup  kerja
setingkat instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama 4 Membangun 4.1. Membangun sinergi antar unit
komitmen tim, kerja di lingkup instansi yang
sinergi dipimpin;

4.2. Memfasilitasi kepentingan yang
berbeda dari unit kerja lain
sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi;

4.3. Mengembangkan  sistem  yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan dukungan/semangat
untuk memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 | Mampu 4.1. Mengintegrasikan informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi

. dengan pihak lain untuk
pemikiran

mendapatkan pemahaman yang

multidimensi sama; Berbagi informasi dengan

secara lisan dan pemangku kepentingan untuk

tujuan  meningkatkan  kinerja




tertulis untuk secara keseluruhan;
mendorong 4.2. Menuangkan pemikiran/konsep
yang multidimensi dalam bentuk
kesepakatan . )
. tulisan formal,
dengan tujuan 4.3. Menyampaikan informasi secara
meningkatkan .
persuasif untuk mendorong
kinerja secara pemangku kepentingan sepakat
keseluruhan pada langkah-langkah bersama
dengan  tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.
4. Orientasi pada Mendorong  unit | 4.1. Mendorong unit kerja di tingkat
hasil kerja mencapai instansi untuk mencapai kinerja
target yang yang melebihi target yang
ditetapkan atau ditetapkan;
melebihl hasil | 4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil

kerja sebelumnya

4.3.

kerja unitnya agar selaras dengan
sasaran strategis instansi;
Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja
dalam rangka  meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pencaian
target organisasi.

5. Pelayanan
Publik

Mampu
memonitor,
mengevaluasi,
memperhitungkan
dan
mengantisipasi
dampak dari isu-
isu jangka
panjang,
kesempatan, atau

kekuatan  politik

4.1.

Memahami dan memberi perhatian
kepada isu-isu jangka panjang,
kesempatan atau kekuatan politik
yang mempengaruhi organisasi
dalam hubungannya dengan dunia
luar, memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak terhadap

pelaksanaan tugas-tugas
pelayanan publik secara objektif,
transparan, dan professional

dalam lingkup organisasi;

4.2. Menjaga agar kebijakan pelayanan
dalam hal . .
publik yang diselenggarakan oleh
pelayanan . ;
instansinya telah selaras dengan
kebutuhan o
N standar pelayanan yang objektif,
iem"’“ig u netral, tidak memihak, tidak
¢ cpentingan  yang diskriminatif, serta tidak
ra.nsp.aran, terpengaruh kepentingan pribadi/
objektif, dan . o
fesional kelompok/ partai politik;
protesion 4.3. Menerapkan strategi jangka
panjang yang berfokus pada
pemenuhan kebutuhan pemangku
kepentingan dalam menyusun
kebijakan dengan mengikuti
standar objektif, netral, tidak
memihak, tidak  diskriminatif,
transparan, tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/ kelompok.

6. Pengembangan Menyusun 4.1. Menyusun program pengembangan
diri dan orang program jangka panjang bersama-sama
lain pengembangan dengan bawahan, termasuk

jangka panjang didalamnya penetapan tujuan,
dalam rangka bimbingan, penugasan dan

d pengalaman lainnya, serta
men Qrong mengalokasikan  waktu  untuk
manajemen mengikuti pelatihan/ pendidikan/
pembelajaran pengembangan kompetensi dan

karir;




4.2.

4.3.

Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi
dan umpan balik pada tataran

organisasi;

Mengembangkan orang-orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk

posisi-posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola Memimpin 4.1. Mengarahkan wunit kerja untuk
Perubahan perubahan pada lebih siap dalam menghadapi
unit kerja perubahan termasuk memitigasi

risiko yang mungkin terjadi;

4.2. Memastikan perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup
unit kerjanya secara berkala;

4.3. Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit
kerja.

8. Pengambilan Menyelesaikan 4.1. Menyusun dan/atau memutuskan
Keputusan masalah yang konsep penyelesaian masalah yang
mengandung melibatkan  beberapa/ seluruh
risiko tinggi, fungsi dalam organisasi;
mengantisipasi 4.2. Menghasilkan solusi dari berbagai
dampak masalah yang kompleks, terkait
keputusan, dengan bidang kerjanya yang
membuat berdampak pada pihak lain;
tindakan 4.3. Membuat keputusan dan
pengamanan; mengantisipasi dampak

mitigasi risiko

keputusannya serta menyiapkan
tindakan penanganannya (mitigasi
risiko).

B. Sosial Kultural

9. Perekat Bangsa

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif  dan
kreatif
meningkatkan
efektifitas
organisasi

untuk

4.1.

4.2.

4.3.

Menginisiasi dan
merepresentasikan pemerintah di
lingkungan kerja dan masyarakat
untuk menjaga
persatuan dan kesatuan dalam
keberagaman dan menerima segala
bentuk perbedaan dalam
kehidupan bermasyarakat;

Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku, gender,
sosial ekonomi, preferensi politik
untuk mencapai
pencapaian tujuan organisasi;
Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial ekonomi,
preferensi politik.

senantiasa

kelancaran

C. Teknis

10.Advokasi
kebijakan
Kepegawaian

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi

Kebijakan

4.1.

Mengevaluasi strategi advokasi
yang ada saat ini, menganalisis
kekuatan dan kekurangan
berbagai metode yang dijalankan
dengan kelompok sasaran yang
berbeda;




kepegawaian yang
tepat sesuai
kondisi.

4.2.

4.3.

Mengembangkan norma standar,
prosedur, kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk teknis strategi
advokasi kebijakan di bidang
kepegawaian;

Meningkatkan kapasitas
pemangku  kepentingan untuk
mengembangkan strategi advokasi
yang dapat dijalankan oleh mereka
sendiri dalam menerapkan
kebijakan di bidang kepegawaian.

11.Manajemen
SDM

Menyusun
perangkat norma
standar prosedur
instrumen
penerapan

manajemen SDM

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu mengidentifikasi
kelemahan dan kekurangan
pedoman, petunjuk teknis
pelaksanaan manajemen SDM
yang ada;

Mampu menyusun pedoman
petunjuk teknis dalam penerapan
manajemen SDM (perencanaan
kebutuhan, rekruitmen,
penempatan, mutasi dan promosi,
pengembangan karier dan
kompetensi, manajemen penilaian
kinerja, tambahan penghasilan,
penghargaan dan disiplin,
pemberhentian dan pensiun);
Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
manajemen ASN (perencanaan
kebutuhan, rekruitmen,
penempatan, mutasi dan promosi,
pengembangan karier dan
kompetensi, manajemen penilaian
kinerja, tambahan penghasilan,
penghargaan dan disiplin,
pemberhentian dan pensiun).

12.Pengembangan
Kompetensi

Mampu menyusun
norma, standar,
prosedur,
pedoman dan
petunjuk  teknis
pengembangan
kompetensi  dan
atau
mengkoordinasika
n

penyusunan
perencaanan
pengembangan
kompetensi,

pelaksanaan dan
evaluasi
pengembangan

kompetensi di
tingkat instansi

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu menganalisis perencanaan
pengembangan kompetensi, proses
dan hasil pelaksanaan
pengembangan kompetensi serta
system evaluasi dan evaluasi
pengembangan kompetensi yang
ada pada saat ini menemukan
kelemahan dan kelebihan yang ada
dan membuat rekomendasi
perbaikan;

Menyusun norma standar, kriteria,
prosedur pedoman, petunjuk
teknis penyusunan perencanaan
pengembangan kompetensi,
pelaksanaan dan evaluasi
pengembangan kompetensi;
Mampu mengkoordinasikan
menyusunan perencanaan
pengembangan kompetensi secara
instansional.

13.Manajemen

Mampu

4.1.

Mampu melakukan evaluasi




Pendidikan dan mengevaluasi terdadap teknis/metode/system
Pelatihan cara kerja menemui kenali
dan menyusun kelebihan dan kekurangan
perangkat norma lakukan pengembangan atau
standar prosedur meax pengemm gan |
. perbaikan cara kerja Manajemen
1nstmment Pendidikan dan Pelatihan yang
Mana}ngen lebih efektif/efisien;
Pendidikan dan 4.2. Mampu  menyusun edoman
Pelatihan P nbu pe ’
petunjuk teknis, cara kerja yang
dijadikan norma standar,
prosedur, instrumen pelaksanaan
Manajemen Pendidikan dan
Pelatihan;

4.3.Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder pelaksanaan
Manajemen Kebijakan Pendidikan
dan Pelatihan dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi kepada
instansi lain atau stakeholder
terkait Manajemen Pendidikan dan
Pelatihan.

14.Manajemen 4 Menyusun 4.1. Mampu menyusun pedoman
Kinerja Pegawai perangkat norma petunjuk teknis dalam penerapan
prosedur manajemen kinerja SDM
instrument (perencanaan kinerja,
pelaksanaan, pengumpulan data
penerapan kinerja, analisis dan penilaian,
manajemen rekomendasi dan tindak lanjut
kinerja untuk berbagai kepentingan
) kepegawaian;

pegawai 4.2. Mampu mengembangkan sistem
informasi manajemen kinerja yang

lebih efektif dan efisien;

4.3. Memberikan bimbingan dan
fasilitasi kepada pengelola
kepegawaian dalam penerapan
pedoman dan petunjuk teknis dan
sistem  informasi  pengelolaan
kinerja.

15.Advokasi 4 | Mampu 4.1. Mengevaluasi strategi advokasi
kebijakan mengembangkan yang ada saat ini, menganalisis
Otonomi strategi advokasi kekuatan dan kekurangan
Daerah kebijakan otonomi berbagai metode yang dijalankan

daerah yang tepat
sesuai kondisi.

4.2.

4.3.

dengan kelompok sasaran yang
berbeda;

Mengembangkan norma standar,
prosedur, Kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk teknis strategi
advokasi kebijakan otonomi
daerah;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan untuk

mengembangkan strategi advokasi
yang dapat dijalankan oleh mereka
sendiri dalam menerapkan
kebijakan otonomi daerah.

III.

PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya terhadap
jabatan

Mutlak | Penting | Perlu




A. Pendidikan 1. Jenjang Sarjana atau Diploma IV
2. Bidang Manajemen SDM/ Kebijakan Publik/ Administrasi
[Imu Negara/ Ilmu Sosial dan Politik/ Ilmu Pemerintahan
atau bidang ilmu lain yang relevan dengan bidang
tugas
B. Pelatihan 1. Pelatihan
Manajerial .
Kepemimpinan \
Pratama
2. Teknis - Diklat Analisis
Jabatan;
- Diklat Analisis
Kebutuhan
Diklat
- Diklat
Manajemen
Kinerja v
- Diklat
Manajemen
Kepegawaian
- Diklat lain yang
relevan  dengan
bidang tugas
jabatan
3. Diklat Teknis N
Fungsional | Fungsional sesuai
jabatannya
C. Pengalaman kerja - Memiliki \
pengalaman
jabatan dalam
bidang tugas
yang terkait
dengan jabatan
yang akan

diduduki secara
kumulatif paling
kurang selama 5
(lima) tahun;

- Sedang/pernah
menduduki
jabatan
administrator
atau JF  ahli N
madya paling
singkat 2 (dua)
tahun.

D.Pangkat

Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan

1. Indeks Profesionalitas ASN;

2. Persentase kasus aduan yang diselesaikan sesuai
standar;

3. Persentase pegawai yang memenuhi standar
kompetensi;

4. Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur
sesuai dengan Kebutuhan dan Kompetensinnya;

5. Meningkatnya kualitas informasi dan layanan




kepegawaian.




28. STANDAR KOMPETENSI

JABATAN

KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Nama Jabatan

Kelompok Jabatan
Urusan Pemerintah :

Kode Jabatan

KEPALA BADAN PENGELOLAAN

: KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

: JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PENGELOLAAN KEUANGAN

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

[. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menetapkan,
memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan
kegiatan di bidang keuangan daerah sesuai dengan peraturan
dan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan Pemerintah
Daerah.

II. STANDAR KOMPETENSI

Leve

Kompetensi 1 Diskripsi Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas 4 | Mampu 4.1. Menciptakan situasi kerja yang
menciptakan mendorong  seluruh  pemangku
situasi kerja kepentingan mematuhi nilai, norma,
yang danetika organisasi dalam segala
mendorong situasi dan kondisi;
kepatuhan pada | 4.2. Mendukung dan menerapkan
nilai, norma, prinsip moral dan standar etika
dan etika yang tinggi, serta berani
organisasi konsekuensinya;

4.3.Berani melakukan koreksi atau
mengambil tindakan atas
penyimpangan kode etik/nilai-nilai
yang dilakukan oleh orang lain,
pada tataran lingkup kerja setingkat
instansi meskipun ada resiko.

2. Kerjasama 4 | Membangun 4.1. Membangun sinergi antar unit kerja
komitmen tim, di lingkup instansi yang dipimpin;
sinergi 4.2. Memfasilitasi  kepentingan yang

berbeda dari wunit kerja lain
sehingga tercipta sinergi dalam
rangka pencapaian target kerja
organisasi;

4.3. Mengembangkan sistem yang
menghargai kerja sama antar unit,
memberikan  dukungan/semangat
untuk memastikan tercapainya
sinergi dalam rangka pencapaian
target kerja organisasi.

3. Komunikasi 4 | Mampu 4.1. Mengintegrasikan informasi-
mengemukakan informasi penting hasil diskusi

o dengan pihak lain untuk
pemikiran
mendapatkan pemahaman yang
multidimensi sama,
secara lisan dan | 4.2. Berbagi informasi dengan pemangku
tertulis untuk kepentingan untuk tujuan
mendorong meningkatkan kinerja secara
keseluruhan;
kesepakatan 4.3. Menuangkan pemikiran/konsep




dengan tujuan yang multidimensi dalam bentuk

meningkatkan tulisan formal;

. 4.4. Menyampaikan informasi secara

kinerja secara .

Keseluruhan persuasif untuk. mendorong
pemangku kepentingan sepakat
pada langkah-langkah  bersama
dengan tujuan meningkatkan
kinerja secara keseluruhan.

4. Orientasi pada Mendorong unit | 4.1. Mendorong unit kerja di tingkat
Hasil kerja mencapai instansi untuk mencapai kinerja

target yang yang melebihi target yang

ditetapkan atau ditetapkan,;

melebihl hasil | 4.2. Memantau dan mengevaluasi hasil

kerja kerja unitnya agar selaras dengan

sebelumnya sasaran strategis instansi;

4.3. Mendorong pemanfaatan sumber
daya bersama antar unit kerja
dalam rangka meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pencaian
target organisasi.

5. Pelayanan Mampu 4.1.Memahami dan memberi perhatian
Publik memonitor, kepada isu-isu jangka panjang,

mengevaluasi, kesempatan atau kekuatan politik
memperhitungk yang mempengaruhi  organisasi
an dan dalam hubungannya dengan dunia
mengantisipasi luar, memperhitungkan dan
dampak dari mengantisipasi dampak terhadap
isu-isu jangka pelaksanaan tugas-tugas pelayanan
panjang, publik secara objektif, transparan,
kesempatan, dan professional dalam lingkup
atau organisasi;

4.2. Menjaga agar kebijakan pelayanan

kekuatan . .

. publik yang diselenggarakan oleh

politik dalam . .
instansinya telah selaras dengan

hal pelayanan L
standar pelayanan yang objektif,

kebutuhan netral, tidak memihak, tidak

pemangku diskriminatif, serta tidak

kepentingan terpengaruh kepentingan pribadi/

yans kelompok/ partai politik;

tra'nsp'aran, 4.3. Menerapkan strategi jangka panjang

objektif, dan

) yang berfokus pada pemenuhan

profesional kebutuhan pemangku kepentingan
dalam menyusun kebijakan dengan
mengikuti standar objektif, netral,
tidak memihak, tidak diskriminatif,
transparan, tidak  terpengaruh
kepentingan pribadi/ kelompok.

6. Pengembangan Menyusun 4.1. Menyusun program pengembangan
Diri dan Orang program jangka  panjang  bersama-sama
Lain pengembangan dengan bawahan, termasuk

jangka panjang didalamnya = penetapan  tujuan,

dalam rangka bimbingan, penugasan dan
pengalaman lainnya, serta

mend9rong mengalokasikan waktu untuk

manajemen mengikuti pelatihan/ pendidikan/

pembelajaran pengembangan kompetensi dan
karir;

4.2. Melaksanakan manajemen
pembelajaran termasuk evaluasi

dan umpan balik pada tataran




organisasi;

4.3. Mengembangkan orang-orang
disekitarnya secara konsisten,
melakukan kaderisasi untuk posisi-
posisi di unit kerjanya.

7. Mengelola Memimpin 4.1. Mengarahkan unit kerja untuk lebih
Perubahan perubahan siap dalam menghadapi perubahan
pada unit kerja termasuk memitigasi risiko yang

mungkin terjadi;

4.2. Memastikan  perubahan sudah
diterapkan secara aktif di lingkup
unit kerjanya secara berkala;

4.3. Memimpin dan memastikan
penerapan program-program
perubahan selaras antar unit kerja.

8. Pengambilan Menyelesaikan | 4.1. Menyusun dan/atau memutuskan
Keputusan masalah yang konsep penyelesaian masalah yang
mengandung melibatkan beberapa/ seluruh
risiko tinggi, fungsi dalam organisasi;
mengantisipasi | 4.2. Menghasilkan solusi dari berbagai
dampak masalah yang kompleks, terkait
keputusan, dengan bidang kerjanya yang
membuat berdampak pada pihak lain;
tindakan 4.3. Membuat keputusan dan
pengamanan; mengantisipasi dampak
mitigasi risiko keputusannya serta menyiapkan
tindakan penanganannya (mitigasi
risiko).
B. Sosial Kultural
9. Perekat Bangsa Mendayagunak | 4.1.Menginisiasi dan merepresentasikan
an  perbedaan pemerintah di lingkungan kerja dan
secara masyarakat untuk senantiasa
konstruktif dan menjaga persatuan dan kesatuan
kreatif  untuk dalam keberagaman dan menerima
meningkatkan segala bentuk perbedaan dalam
efektifitas kehidupan bermasyarakat;
organisasi 4.2. Mampu mendayagunakan
perbedaan latar belakang,
agama/kepercayaan, suku, gender,
sosial ekonomi, preferensi politik
untuk mencapai kelancaran
pencapaian tujuan organisasi;
4.3.Mampu membuat program yang
mengakomodasi perbedaan latar
belakang, agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial ekonomi,
preferensi politik.
C. Teknis
10. Advokasi Mampu 4.1.Mengevaluasi strategi advokasi yang
Kebijakan mengembangka ada saat ini, menganalisis kekuatan
Pengelolaan strategi dan kekurangan berbagai metode
Keuangan dan advokasi yang dijalankan dengan kelompok
Pendapatan kebijakan sasaran yang berbeda;
Daerah Pengelolaan 4.2. Mengembangkan norma standar,
Keuangan dan prosedur, kriteria, pedoman,
Pendapatan dan/atau petunjuk teknis strategi
Daerah yang advokasi kebijakan  pengelolaan




tepat sesuai keuangan dan pendapatan daerah;

kondisi 4.3. Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan strategi advokasi
yang dapat dijalankan oleh mereka
sendiri dalam menerapkan
kebijakan pengelolaan keuangan
dan pendapatan daerah.

11. Penyusunan Mampu 4.1. Mampu melakukan evaluasi
Rancangan mengevaluasi pelaksanaan realisasi APBD serta
APBD menemu kenali kelebihan dan

Pelaksanaan

realisasi APBD kele.mal.lan pelaksanaan dan
dan menyusun realisasi APBD;

rancangan 4.2. Mampu menyusun rancangan
APBD APBD;

4.3. Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait rancangan
APBD.

12. Pengelolaan Mampu 4.1. Mampu melakukan evaluasi
Barang Milik . perencanaan, pengelolaan,

mengevaluasi o
Negara (Aset pemanfaatan, realisasi,
Daerah) pelaksanaan administrasi, dan distribusi Barang
pengelolaan dan Milik Negara, serta menemu Kkenali
administrasi kelebihan dan kelemahan
Barang Milik pengelolaan dan administrasi BMN;
Negara 4.2. Mampu menyusun pedoman
petunjuk teknis tata kelola dan
administrasi Barang Milik Negara;

4.3. Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait perbaikan tata
kelola dan administrasi BMN serta
peningkatan kapasitas SDM
pengelola BMN.

13. Pengelolaan Mampu 4.1. Mampu melakukan evaluasi
Keuangan ) perencanaan, pengelolaan,
Daerah mengevaluasi administrasi, dan realisasi

keuangan daerah, serta menemu
pelaksanaan kenalig kelebihan dan kelemahan
pengelolaan pengelolaan dan administrasi
keuangan daerah;
keuangan 4.2. Mampu menyusun pedoman
daerah petunjuk teknis tata kelola dan
administrasi keuangan daerah;

4.3. Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait perbaikan tata
kelola dan administrasi keuangan
daerah serta peningkatan kapasitas
SDM pengelola keuangan daerah.

14.Penyusunan Mampu 4.1. Mampu melakukan evaluasi
Laporan ) pengumpulan, pengolahan dan
Keuangan dan mengevaluasi penyajiacrll laﬁoran keuangan dan

aset aerah, serta menemu

Aset Daerah pelaksanaan kelebihan dan kelemahan laporan
penyusunan keuangan daerah;

laporan 4.2. Mampu menyusun pedoman

keuangan dan petunjuk teknis penyusunan
aset daerah laporan keuangan;

4.3. Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan dari
stakeholder terkait pedoman




petunjuk teknis penyusunan
laporan keuangan dan peningkatan
kapasitas SDM penyusun laporan.

15.Advokasi 4 | Mampu 4.1. Mengevaluasi strategi advokasi yang
Kebijakan mengembangka ada saat ini, menganalisis kekuatan
Otonomi Daerah nstrategi dan kekurangan berbagai metode
advokasi yang dijalankan dengan kelompok

kebijakan sasaran yang berbeda;
otonomi daerah 4.2. Mengembangkan. norma standar,
prosedur, kriteria, pedoman,

yang tepat

dan/atau petunjuk teknis strategi
advokasi kebijakan otonomi daerah;

4.3. Meningkatkan kapasitas pemangku
kepentingan untuk
mengembangkan strategi advokasi
yang dapat dijalankan oleh mereka
sendiri dalam

sesuai kondisi.

II1. PERSYARATAN JABATAN

Tingkat pentingnya terhadap
Jenis Persyaratan Uraian jabatan
Mutlak | Penting Perlu
A. Pendidikan 1 Jenjang Sarjana atau Diploma IV
2 Bidang Ekonomi/ Akuntansi/ Keuangan/ Manajemen/
[Imu Teknik Industri dan bidang ilmu lain yang relevan

dengan bidang tugas

B. Pelatihan 1 Manajerial | Pelatihan
Kepemimpinan \

Pratama

2 Teknis - Perencanaan;

- Manajemen
Keuangan;

- Manajemen
Pembangunan
Keuangan
Daerah;

- Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah;

- Manajemen
Aset/Barang
Milik Negara;

- Diklat lain yang
relevan dengan
bidang tugas

jabatan
3 Fungsional | Diklat Teknis N
Fungsional sesuai
jabatannya
C. Pengalaman kerja - Memiliki V
pengalaman
jabatan dalam
bidang tugas
yang terkait
dengan jabatan
yang akan

diduduki secara
kumulatif paling




kurang selama 5
(lima) tahun;

- Sedang/pernah
menduduki
jabatan
administrator
atau JF  ahli N
madya paling
singkat 2 (dua)

tahun.

D.Pangkat Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas pengelolaan keuangan dan pendapatan
daerah;

2. Kualitas pengelolaan barang milik Negara.




29. STANDAR KOMPETENSI

JABATAN KEPALA PELAKSANA BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Nama Jabatan

Kelompok Jabatan

Urusan Pemerintah

Kode Jabatan

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

I. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Memimpin pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana
Daerah dalam membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi,
menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan
mengendalikan kegiatan di bidang penanggulangan bencana
secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat
dan pasca bencana sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

Mampu  menciptakan
kerja  yang

mendorong kepatuhan

situasi

pada nilai, norma, dan
etika organisasi

4.1.

Menciptakan situasi
kerja yang mendorong
seluruh pemangku
kepentingan mematuhi
nilai, norma, dan etika

organisasi dalam segala
situasi dan kondisi;
Mendukung dan
menerapkan prinsip
moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung
konsekuensinya;

Berani melakukan
koreksi atau mengambil
tindakan atas
penyimpangan kode
etik /nilai-nilai yang
dilakukan oleh orang
lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat
instansi meskipun ada
resiko.

4.2.

4.3.

2. Kerjasama

Membangun komitmen | 4.1.

tim, sinergi

Membangun sinergi
antar unit kerja di
lingkup instansi yang
dipimpin;

Memfasilitasi
kepentingan yang
berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta
sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi;

4.2.




4.3.

Mengembangkan sistem
yang menghargai kerja
sama antar unit,
memberikan
dukungan/semangat
untuk memastikan
tercapainya sinergi
dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran multidimensi
secara lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1

4.2.

4.3.

4.4.

.Mengintegrasikan

informasi-informasi
penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk

mendapatkan
pemahaman yang sama;
Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan;
Menuangkan

pemikiran/ konsep yang
multidimensi dalam
bentuk tulisan formal,
Menyampaikan
informasi secara
persuasif untuk
mendorong  pemangku
kepentingan sepakat
pada langkah-langkah

bersama dengan tujuan
meningkatkan  kinerja
secara keseluruhan.

4. Orientasi
hasil

pada

Mendorong unit kerja
mencapai target yang
ditetapkan atau
melebihl hasil kerja
sebelumnya

4.1.

4.2.

4.3.

Mendorong unit kerja di
tingkat instansi untuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang
ditetapkan,;

Memantau dan
mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar selaras
dengan sasaran
strategis instansi;
Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama
antar unit kerja dalam
rangka  meningkatkan
efektifitas dan efisiensi
pencaian target
organisasi.

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,

memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
dari isu-isu jangka
panjang, kesempatan,
atau kekuatan politik

4.1.

Memahami dan memberi
perhatian kepada isu-
isu jangka
kesempatan atau
kekuatan politik yang
mempengaruhi
organisasi

panjang,

dalam




dalam hal pelayanan

kebutuhan pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,

dan profesional

4.2.

4.3.

hubungannya  dengan
dunia luar,
memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
terhadap  pelaksanaan
tugas-tugas pelayanan
publik secara objektif,
transparan, dan
professional dalam
lingkup organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya telah
selaras dengan standar
pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, serta

tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai
politik;

Menerapkan strategi
jangka panjang yang
berfokus pada

pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan

dalam menyusun
kebijakan dengan
mengikuti standar
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif,
transparan, tidak
terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok.
6. Pengembangan Menyusun program | 4.1. Menyusun program
diri dan orang lain pengembangan jangka pengembangan jangka
panjang dalam rangka panjang bersama-sama
. dengan bawahan,
mendorong manajemen termasuk didalamnya
pembelajaran penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan
dan pengalaman
lainnya, serta
mengalokasikan waktu
untuk mengikuti
pelatihan/ pendidikan/
pengembangan
kompetensi dan karir;
4.2. Melaksanakan
manajemen

4.3.

pembelajaran termasuk
evaluasi dan umpan
balik pada tataran
organisasi;

Mengembangkan orang-
orang disekitarnya
secara konsisten,




melakukan  kaderisasi
untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.

7. Mengelola
Perubahan

Memimpin perubahan
pada unit kerja

4.1.

4.2.

4.3.

Mengarahkan unit kerja
untuk lebih siap dalam
menghadapi perubahan
termasuk memitigasi
risiko yang mungkin
terjadi;

Memastikan perubahan
sudah diterapkan secara
aktif di lingkup wunit
kerjanya secara berkala;
Memimpin dan
memastikan penerapan
program-program
perubahan selaras antar
unit kerja.

8. Pengambilan
Keputusan

Menyelesaikan masalah
yang mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi dampak
keputusan, membuat
tindakan pengamanan;
mitigasi risiko

4.1.

4.2.

4.3.

Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian  masalah
yang melibatkan
beberapa/ seluruh
fungsi dalam organisasi;
Menghasilkan solusi

dari berbagai masalah
yang kompleks, terkait
dengan bidang kerjanya
yang berdampak pada

pihak lain;

Membuat keputusan
dan mengantisipasi
dampak keputusannya
serta menyiapkan
tindakan
penanganannya

(mitigasi risiko).

B. Sosial Kultural

9. Perekat Bangsa

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan kreatif
untuk  meningkatkan
efektifitas organisasi

4.1.

4.2.

Menginisiasi dan
merepresentasikan

pemerintah di
lingkungan kerja dan
masyarakat untuk
senantiasa menjaga

persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan
menerima segala bentuk
perbedaan dalam
kehidupan
bermasyarakat;

Mampu
mendayagunakan
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian




tujuan organisasi;

4.3. Mampu membuat
program yang
mengakomodasi
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik.

C. Teknis

10. Pencegahan dan Mampu mengevaluasi | 4.1. Mampu melakukan
Kesiapsiagaan dan menyusun evaluasi terhadap
Bencana perangkat norma teknis/ metode/ sistem
standar prosedur cara kerja menemukan
instrumen pencegahan kelebihan dan
dan kesiapsiagaan kekurangan, melakukan
bencana pengembangan atau
perbaikan cara kerja
pencegahan dan
kesiapsiagaan bencana
yang lebih efektif/

efisien,;

4.2. Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan
pencegahan bencana
dan kesiapsiagaan;

4.3. Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder
pelaksanaan
pencegahan dan
kesiapsiagaan dan
memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada
instansi lain atau
stakeholder terkait
pencegahan dan
kesiapsiagaan bencana.

11.Pemetaan Potensi Mampu melakukan | 4.1. Mampu melakukan
Kerawanan evaluasi dan evaluasi terhadap
Bencana mengoordinasikan teknis/metode/sistem
penyusunan cara }(erja, pemetaan
perencanaan pemetaan Eotens1 kerawanan
. encana, menemu
Ez;[lecr;sria kerawanan kenali kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
perencanaan pemetaan
potensi kerawanan
bencana yang lebih
efektif/efisien;

4.2. Mampu
mengoordinasikan
penyusunan pemetaan
potensi kerawanan
bencana;

4.3. Mampu meyakinkan dan

memperoleh dukungan
dari stake holder
pelaksanaan




perencanaan pemetaan
potensi kerawanan
bencana dan
memberikan bimbingan
serta fasilitasi kepada
instansi lain atau terkait
pemetaan potensi
kerawanan bencana.

12.Penanganan
Darurat

Mampu mengevaluasi
dan menyusun
perangkat norma
standar prosedur serta
petunjuk teknis
penanganan darurat
bencana

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
evaluasi terhadap
teknis/metode/sistem
cara kerja
menemukenali
kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
teknis penanganan
darurat bencana yang
lebih efektif/efisien;
Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan
teknis penanganan
darurat bencana;
Mampu meyakinkan dan
mampu memperoleh
dukungan dari instansi
lain dan masyarakat
terhadap teknis
penanganan darurat
bencana

13.Pengelolaan

Distribusi Logistik

Mampu mengevaluasi
dan menyusun
perangkat norma
standar prosedur serta
petunjuk teknis
pengelolaan  distribusi
logistik.

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
evaluasi terhadap
teknis/metode/sistem
cara kerja menemu
kenali kelebihan dan
kekurangan melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
pengelolaan  distribusi
logistik yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,
instrumen pelaksanaan
pengelolaan  distribusi
Logistik;

Mampu meyakinkan dan
mampu memperoleh
dukungan dari instansi
lain terhadap
pelaksanaan
pengelolaan
logistik.

distribusi

14.Rehabilitasi
Rekonstruksi

dan

Mampu mengevaluasi
dan menyusun
perangkat norma
standar prosedur
instrumen rehabilitasi
dan rekonstruksi

4.1.

Mampu melakukan
evaluasi terhadap
teknis/ metode/ sistem
cara kerja menemukan
kelebihan dan
kekurangan, melakukan
pengembangan atau




4.2.

4.3.

perbaikan kerja
rehabilitasi dan
rekonstruksi yang lebih
efektif/ efisien;

cara

Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,

instrumen pelaksanaan
rehabilitasi dan
rekonstruksi;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder
pelaksanaan rehabilitasi
dan rekonstruksi dan
memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada
instansi lain atau
stakeholder terkait
rehabilitasi dan
rekonstruksi.

15.Advokasi 4
Kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu
mengembangkan
strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah  yang  tepat
sesuai kondisi

4.1.

4.2.

4.3.

Mengevaluasi strategi
advokasi yang ada saat
ini, menganalisis
kekuatan dan
kekurangan berbagai
metode yang dijalankan
dengan kelompok
sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma
standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau petunjuk
teknis strategi advokasi
kebijakan otonomi
daerah;

Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh
mereka sendiri
menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

dalam

III.

PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya
terhadap jabatan

Pentin
g

Mutlak Perlu

A. Pendidika

n

1. Jenjang

Sarjana atau Diploma IV

2. Bidang
[Imu

Administrasi/ Sosial

Politik/ Hukum/ Ekonomi/

Manajemen/ Teknik dan bidang ilmu lain yang relevan

dengan bidang tugas




B. Pelatihan 1. Manajerial | Pelatihan Kepemimpinan N
Pratama

2. Teknis - Pengadaan Barang dan
Jasa;

-  Manajemen Bencana;

- Kebencanaan;

- Diklat lain yang relevan
dengan bidang tugas
jabatan

3. Fungsional | Diklat Teknis Fungsional V
sesuai jabatannya

C. Pengalaman kerja - Memiliki pengalaman N
jabatan dalam bidang
tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan
diduduki secara
kumulatif paling kurang
selama S5 (lima) tahun
dibidang penanggulangan
bencana

- Sedang/pernah
menduduki jabatan
administrator atau JF ahli
madya paling singkat 2 N
(dua) tahun.

D.Pangkat Pembina (IV/a)

E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas penyelenggaraan pencegahan dan
kesiapsiagaan bencana,;

2. Kualitas manajemen pengelolaan rehabilitasi dan
rekonstruksi.




30. STANDAR KOMPETENSI JABATAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK

Nama Jabatan
Kelompok Jabatan

Urusan Pemerintah

Kode Jabatan

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

[. IKHTISAR JABATAN

Ikhtisar Jabatan

Melaksanakan sebagian tugas Bupati dibidang pengawasan

penyelenggaraan
merencanakan,

pemerintah

daerah
mengkoordinasikan,

dengan
melaksanakan

cara
dan

mengendalikan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik
dalam negeri agar tercapai sesuai dengan perencanaan.

II. STANDAR KOMPETENSI

Kompetensi

Level

Diskripsi

Indikator Kompetensi

A. Manajerial

1. Integritas

Mampu  menciptakan
situasi  kerja  yang
mendorong kepatuhan
pada nilai, norma, dan
etika organisasi

4.1.

4.2.

4.3.

Menciptakan situasi
kerja yang mendorong
seluruh pemangku
kepentingan mematuhi
nilai, norma, dan etika
organisasi dalam segala
situasi dan kondisi;
Mendukung dan
menerapkan prinsip
moral dan standar etika
yang tinggi, serta berani
menanggung
konsekuensinya;

Berani
koreksi atau mengambil
tindakan atas
penyimpangan kode
etik/nilai-nilai yang
dilakukan oleh orang
lain, pada tataran
lingkup kerja setingkat

melakukan

instansi meskipun ada
resiko.

2. Kerjasama

Membangun komitmen
tim, sinergi

4.1.

4.2.

4.3.

Membangun sinergi
antar unit kerja di
lingkup instansi yang
dipimpin;
Memfasilitasi
kepentingan yang
berbeda dari unit kerja
lain sehingga tercipta
sinergi dalam rangka
pencapaian target kerja
organisasi;
Mengembangkan sistem
yang menghargai kerja
sama antar unit,
memberikan




dukungan/semangat

untuk memastikan
tercapainya sinergi
dalam rangka

pencapaian target kerja
organisasi.

3. Komunikasi

Mampu
mengemukakan
pemikiran multidimensi
secara lisan dan tertulis
untuk mendorong
kesepakatan dengan
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan

4.1.

4.2.

4.3.

Mengintegrasikan
informasi-informasi
penting hasil diskusi
dengan pihak lain untuk

mendapatkan
pemahaman yang sama;
Berbagi informasi
dengan pemangku
kepentingan untuk
tujuan meningkatkan
kinerja secara
keseluruhan;
Menuangkan
pemikiran/ konsep yang
multidimensi dalam
bentuk tulisan formal;
Menyampaikan
informasi secara
persuasif untuk
mendorong  pemangku
kepentingan sepakat
pada langkah-langkah

bersama dengan tujuan
meningkatkan  kinerja
secara keseluruhan.

4. Orientasi Pada

Hasil

Mendorong unit kerja
mencapai target yang
ditetapkan atau
melebihl hasil kerja
sebelumnya

4.1.

4.2.

4.3.

Mendorong unit kerja di
tingkat instansi untuk
mencapai kinerja yang
melebihi target yang
ditetapkan,;

Memantau dan
mengevaluasi hasil kerja
unitnya agar
dengan
strategis instansi;
Mendorong pemanfaatan
sumber daya bersama
antar unit kerja dalam
rangka  meningkatkan
efektifitas dan efisiensi
pencaian target
organisasi.

selaras
sasaran

5. Pelayanan Publik

Mampu memonitor,
mengevaluasi,

memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak
dari isu-isu jangka
panjang, kesempatan,
atau kekuatan politik

dalam hal pelayanan
kebutuhan pemangku
kepentingan yang
transparan, objektif,

4.1.

Memahami dan memberi
perhatian kepada isu-

isu jangka panjang,
kesempatan atau
kekuatan politik yang
mempengaruhi

organisasi dalam
hubungannya  dengan
dunia luar,

memperhitungkan dan
mengantisipasi dampak




dan profesional

4.2.

4.3.

terhadap  pelaksanaan
tugas-tugas pelayanan
publik secara objektif,
transparan, dan
professional dalam
lingkup organisasi;

Menjaga agar kebijakan
pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh
instansinya telah
selaras dengan standar
pelayanan yang objektif,
netral, tidak memihak,
tidak diskriminatif, serta

tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok/ partai
politik;

Menerapkan strategi
jangka panjang yang
berfokus pada

pemenuhan kebutuhan
pemangku kepentingan

dalam menyusun
kebijakan dengan
mengikuti standar
objektif, netral, tidak
memihak, tidak
diskriminatif,
transparan, tidak
terpengaruh
kepentingan pribadi/
kelompok.

6. Pengembangan Menyusun program | 4.1. Menyusun program
Diri dan Orang pengembangan jangka pengembangan jangka
Lain panjang dalam rangka panjang bersama-sama

mendorong manajemen dengan bawahan,
termasuk didalamnya

pembelajaran penetapan tujuan,
bimbingan, penugasan
dan pengalaman
lainnya, serta
mengalokasikan waktu
untuk mengikuti
pelatihan/ pendidikan/
pengembangan
kompetensi dan karir;

4.2. Melaksanakan

manajemen

4.3.

pembelajaran termasuk

evaluasi dan umpan
balik pada tataran
organisasi;

Mengembangkan orang-
orang disekitarnya
secara konsisten,
melakukan  kaderisasi

untuk posisi-posisi di
unit kerjanya.




7. Mengelola
Perubahan

Memimpin perubahan
pada unit kerja

4.1.

4.2.

4.3.

Mengarahkan unit kerja
untuk lebih siap dalam
menghadapi perubahan
termasuk memitigasi
risiko yang mungkin
terjadi;

Memastikan perubahan
sudah diterapkan secara
aktif di lingkup wunit
kerjanya secara berkala;
Memimpin dan
memastikan penerapan
program-program
perubahan selaras antar
unit kerja.

8. Pengambilan
Keputusan

Menyelesaikan masalah
yang mengandung
risiko tinggi,
mengantisipasi dampak
keputusan, membuat
tindakan pengamanan;
mitigasi risiko

4.1

4.2.

4.3.

.Menyusun dan/atau
memutuskan konsep
penyelesaian  masalah
yang melibatkan
beberapa/ seluruh
fungsi dalam organisasi;
Menghasilkan solusi

dari berbagai masalah
yang kompleks, terkait
dengan bidang kerjanya
yang berdampak pada

pihak lain;

Membuat keputusan
dan mengantisipasi
dampak keputusannya
serta menyiapkan
tindakan
penanganannya

(mitigasi risiko).

B. Sosial Kultural

9. Perekat Bangsa

Mendayagunakan
perbedaan secara
konstruktif dan kreatif
untuk  meningkatkan
efektifitas organisasi

4.1

4.2.

4.3.

.Menginisiasi dan
merepresentasikan
pemerintah di
lingkungan kerja dan
masyarakat untuk
senantiasa menjaga

persatuan dan kesatuan
dalam keberagaman dan
menerima segala bentuk
perbedaan
kehidupan
bermasyarakat;
Mampu
mendayagunakan
perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik untuk mencapai
kelancaran pencapaian
tujuan organisasi;
Mampu membuat
program yang

dalam




mengakomodasi

4.2

4.3

perbedaan latar
belakang,
agama/kepercayaan,
suku, gender, sosial
ekonomi, preferensi
politik.
C. Teknis
10. Advokasi Mampu 4.1 Mengevaluasi teknik,
kebijakan bidang mengembangkan metode strategi advokasi
Kesatuan strategi advokasi yang ada saat ini serta
Bangsa dan kebijakan bidang menganailisis
Politik Kesatuan Bangsa kelemahan dan
. kekurangan dalam
dan Politik
mengembangkan

berbagai teknik, metode
strategi advokasi yang
lebih efektif dan efisien
dari berbagai kondisi
stakeholder;

Mengembangkan norma

standar, kriteria,
pedoman, petunjuk
teknis strategi
komunikasi dan
pelaksanaan  advokasi
yang efektif serta
monitoring evaluasi
advokasi kebijakan
publik;

Mendorong stakeholder

untuk mengembangkan
strategi advokasi yang
tepat untuk instansi
terkait; mengidentifikasi
hambatan di lingkungan
instansi terkait dalam

penerapan kebijakan,
serta  mengidentifikasi
dalam menemukan

akses ke sumber daya
yang dibutuhkan untuk
menerapkan kebijakan;

11. Pengembangan
Nilai-Nilai
kebangsaan

Mampu mengevaluasi
dan menyusun
perangkat norma
standar prosedur
instrument

Pengembangan  Nilai-

Nilai kebangsaan

4.1.

4.2.

Mampu melakukan
evaluasi terhadap
teknis/ metode/sistem
cara kerja menemukan

kelebihan dan
kekurangan dalam
melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
serta Pengembangan
Nilai-Nilai kebangsaan
yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,

instrumen pelaksanaan




4.3.

Pengembangan Nilai-
Nilai kebangsaan;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan

dari stakeholder,
pelaksanaan
pengelolaan  informasi

public dan memberikan
bimbingan dan fasilitasi

kepada instansi lain
atau stakeholder terkait
Pengembangan Nilai-
Nilai kebangsaan;

12. Penguatan Mampu mengevaluasi | 4.1. Mampu melakukan
Kewaspadaan dan evaluasi terhadap
Nasional teknis/metode/sistem

Menyusun  perangkat cara kerja menemukan
norma standar kelebihan dan
prosedur kekurangan melakukan

pengembangan atau

Instrument Penguatan
Kewaspadaan Nasional

4.2.

4.3.

perbaikan cara kerja
penguatan kewaspadaan
nasional yang lebih

efektif/efisien;

Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,
instrument penguatan

kewaspadaan nasional;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder,
pelaksanaan pelayanan
komunikasi publik serta

13. Pengembangan
Budaya Politik

Mampu mengevaluasi
dan

Menyusun  perangkat
norma standar
prosedur

Instrument

pengembangan budaya
politik

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
evaluasi terhadap
teknis/ metode/ sistem
cara kerja menemukan

kelebihan dan
kekurangan dalam
melakukan

pengembangan atau

perbaikan cara kerja
pengembanganbudaya
politik yang lebih

efektif/efisien;

Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,
instrumen

pengembangan budaya
politik dan kinerja
perangkat daerah;

Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan

dari stakeholder,
pelaksanaan
pengelolaan  teknologi,

informatika dan

manajemen data dan
memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada
instansi lain atau




stakeholder terkait
pengembangan budaya
politik dan kinerja
perangkat daerah;

14. Penguatan Nilai- 4
Nilai Ideologi
Wawasan
Kebangsaan

Mampu
dan

Menyusun
norma
prosedur

Instrumen
nilai-nilai

mengevaluasi

perangkat
standar

t penguatan
ideologi

wawasan kebangsaan

4.1.

4.2.

4.3.

Mampu melakukan
evaluasi terhadap
teknis/ metode/sistem
cara kerja menemukan
kelebihan dan
kekurangan dalam
melakukan
pengembangan atau
perbaikan cara kerja
penguatan nilai-nilai
ideologi wawasan
kebangsaan yang lebih
efektif/efisien;

Mampu menyusun
pedoman, petunjuk
teknis, cara kerja yang
dijadikan norma
standar, prosedur,
instrumen penguatan
nilai-nilai ideology
wawasan kebangsaan;
Mampu meyakinkan dan
memperoleh dukungan
dari stakeholder,
pelaksanaan
pengelolaan  teknologi,
informatika dan
manajemen data dan
memberikan bimbingan
dan fasilitasi kepada
instansi lain atau
stakeholder terkait
penguatan nilai-nilai
ideology wawasan
kebangsaan.

15. Advokasi 4
Kebijakan
Otonomi Daerah

Mampu

mengembangkan

strategi
kebijakan
daerah

advokasi
otonomi
yang tepat

sesuai kondisi.

4.1.

4.2.

4.3.

Mengevaluasi strategi
advokasi yang ada saat
ini, menganalisis
kekuatan dan
kekuranganberbagai
metode yang dijalankan
dengan kelompok
sasaran yang berbeda;
Mengembangkan norma
standar, prosedur,
kriteria, pedoman,
dan/atau
petunjukteknis strategi
advokasi kebijakan
otonomi daerah;
Meningkatkan kapasitas
pemangku kepentingan
untuk mengembangkan
strategi advokasi yang
dapat dijalankan oleh
mereka sendiri dalam
menerapkan kebijakan
otonomi daerah.

III. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan

Uraian

Tingkat pentingnya
terhadap jabatan

Mutlak Perlu

Pentin




A. Pendidika | 1. Jenjang Sarjana atau Diploma IV
n
2. Bidang Politik/ Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Ilmu
Imu Hukum dan bidang ilmu lain yang relevan dengan

bidang tugas

B. Pelatihan 1. Manajerial | Pelatihan Kepemimpinan N
Pratama
2. Teknis - Diklat Bidang Kesatuan

Bangsa dan Politik;

- Diklat Advokasi Otonomi
Daerah;

- Diklat Wawasan N
Kebangsaan;

- Diklat Budaya Politik;

- Diklat lain yang relevan
dengan bidang tugas

jabatan
3. Fungsional | Diklat Teknis Fungsional N
sesuai jabatannya
C. Pengalaman kerja - Memiliki pengalaman N

jabatan dalam bidang
tugas yang terkait dengan
jabatan yang akan
diduduki secara
kumulatif paling kurang
selama S5 (lima) tahun
dibidang penanggulangan
bencana
- Sedang/pernah

menduduki jabatan
administrator atau JF ahli
madya paling singkat 2 N
(dua) tahun.

D.Pangkat Pembina (IV/a)
E. Indikator Kinerja Jabatan 1. Kualitas  pengembangan  nilai-nilai wawasan
kebangsaan;

2. Tingginya tingkat kewaspadaan nasional;
3. Kualitas pengembangan budaya politik.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO



